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PENDAHULUAN 
Letak Nusantara pacta garis katuli stiwa, ditambah dengan sumber 
daya alamiahnya, membawa keuntungan tersendiri dalam masa pra-
industri . Dalam masa itu Nusantara tidak dapat terpisah dari dunia 
pelayaran niaga Asia pacta umumnya. Sudah lama diketahui bahwa, 
sejak abad-abad pertama Masehi , Nusantara berinteraksi dengan 
berbagai kawasan la in di Asia melalui jalur pelayaran-niaga itu . 
Mel alui jalur ini pula Nusantara bersen tuhan dengan peradaban-
peradaban Hindu/Budha dan Cina, sehingga memperkaya kehidupan 
penduduknya. 
Di zaman perekonomian As ia telah maju , berkembang dengan 
baik dan berkuasa luas , perekonomian dunia lain terutama Eropa 
bel urn mencapai taraf kemajuan yang demikian . Selama berabad-abad 
kafilah yakn i rombongan aneka macam produk Asia , menempuh 
perjalanan jauh ke Eropa untuk menjual produk Asia tersebut dengan 
harga tinggi. 
Sejalan dengan perkembangan perekonomian Eropa, permintaan 
akan berbagai produk Asia se makin bertambah . Kafi lah -kafilah 
kewalahan untuk memenuhi permintaan itu. Maka kapal -kapal Eropa 
mulai mencari jalan berlayar ke Asia, Di abad ke - 16 berbagai 
perusahaan dagang , terutama dari Spanyol dan Portugis, menempuh 
pelayaran yang jauh dan berbahaya ke Hindia Timur. Suatu hal baru 
bagi pedagang negara-negara Asia ialah diperkenalkan cara berniaga 
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orang Eropa. Bangsa Eropa mendirikan bursa besar di satu tempat, 
yang sepanjang tahun menampung aneka bara ng dagangan yang 
diinginkan .. 
Dunia pelayaran Nusantara dalam konteks yang luas itulah yang 
menjadi fokus dalam buku ini . Permintaan akan rempah-rempah dari 
Nusantara, seperti !ada, pala dan cengkeh, dari berbagai belahan dunia 
menyebabkan Nusantara menjadi bagian penting dari suatu tatanan 
ekonomi dunia yang berintikan pelayaran-niaga antara-benua ketika 
itu. Oleh karena itu sebelum membahas dunia pelayaran-niaga 
Nusantara, perlu juga dibahas terlebih dahulu masa pra sejarah 
Indonesia yang sudah mulai terlibat dalam dunia pelayaran niaga Asia 
tersebut, khususnya di Samudra Hindia dan perairan Nusantara. 
Dengan demikian buku ini akan menguraikan seki las tentang 
Nusantara di masa Pra Emporium yang meliputi ekonomi tentang 
Nusantara di masa Pra pertanian tradisional dan perdagangan dimasa 
kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. 
Selanjutnya akan diuraikan tentang keadaan Nusantara di masa 
Emporium dengan judul Nusantara Dalam Kurun Niaga. Bagian ini 
mengulas tentang pelayaran niaga di Nusantara, dominasi VOC dan 
Nusantara pada masa VOC tersebut. Lebi h Ianjut buku ini akan 
menguraikan tentang tindak tanduk VOC di Indonesia di dalam bab 
yang diberi judul Cengkeraman Kolonialisme. Bab ini akan mengulas 
tentang culturstelsel, perkebunan-perkebunan swasta dan perkebunan 
rakyat di Indonesia. 
Pada bab terakhir dengan judul Menuju Kemakmuran Rakyat, 
memuat uraian mengenai aktivitas perekonomian dan aspek-aspek 
politik yang berada pada masa perjuangan baik sebelum maupun 
sesudah Proklamasi Kemerdekaan . Uraian bab ini meliputi masa 
demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin dan masa orde 
baru. 
Meskipun uraian dalam buku ini dimulai dari masa prasejarah 
sampai masa Orde Baru, buku ini tidak dimaksudkan untuk memberi 
gambaran yang sangat lengkap tentang perkembangan perekonomian. 
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Uraian dalam buku ini hanya merupakan bahan informasi dan 
inventar isasi bag i kajian tentang sej ara h pereko nomian Indo nesia 
se lanj utny a yang lchih haik da n il mia h. apahi la di handingkan dcngan 
sejumlah be-.ar karya- karya yang Lelah ditulis dan ditehitkan mcngenai 
sej ara h perckonomian di kawasan Asia Selatan, The Kian Wie 
mcnegaskan bahwa pengkaj ian sejarah ekonomi Asia Tenggara secara 
sistematik bolch dikatakan belum dimulai .. Bahkan di Asia Tenggara, 
Indonesia relatif kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu kajian 
dal am buku ini di harapkan akan menjadi awal dari kajian-kajian 
selanjutnya mengenai aspek-aspek perekonomian terutama yang akan 
dilakukan di dalam Proyek Inventarisas i dan Dokumentasi Sejarah 
Nasional. 
BAB I 
NUSANTARA PRA EMPORIUM 
1.1 Ekonomi Prasejarah 
Ekonomi Pra Sejarah Nusantara sangat erat kaitannya dcngan 
masa prasejarah Indonesia a tau Nusan tara . Pra Sejarah Indonesia itu 
tidak dapat dilepaskan dari sejarah umat manusia se ndiri , hahkan 
sejarah alam semesta . 
Dari berbagai penelitian scjarah, antropologi dan arkeolog i. Indo-
nesia telah didiami manusia purba yang meninggaikan jcjak mercka 
pada awal masa Plestosen . Manusia purba ini yang dikenal dengan 
Pithecanthropus Modjokertensis. di samping ada pula Meganthropus 
pal aeoj avani cus. Pada masa-masa selajutnya hidup manu sia yang 
sudah Icbih maju hentuknya yakni Pithecanthropus erektus dan Pith-
ecanthropus soloens is. Ked ua jcnis manusia ini hiJup pada masa 
pletosen tengah dan akhi r bcrsama-sama dengan Homosapicn~ Jari 
Wajak Homo Wadjakensis). 
Dite ran gkan bah w a herhuru dan me ngumpulkan makanan, 
merupakan corak penghidupan ya ng menjad i pokok dari tingkat 
perkembangan budaya pertama pada kala Ples tosen itu . Kala Plestosen 
yang bcrlangsung kurang lebih tiga juta tahun perkembangan jasmani 
dan rohani manusia sangatlah lamban. Selama masa tersehut cara 
hid up berburu dan mengumpulkan makanan, diikuti o leh manusia 
tanpa banyak mengalami perubahan . Dengan alat-alat yang sangat 
sederhana mereka melangs ungkan dan mempertahankan hid upnya . 
Kegiatan ekonom i yang sangat tcrgantung pada alam dan lingkungan 
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hidup. mcrupakan kegiatan utama yang hcrlanjut sa mpa1 masa 
Holosen. 
Corak pcnghidupan yang memc nting kan pe rhuruan dan 
pcngumpulan hahan makanan (umbi-umbi , kerang dan lain-lain) masih 
diteruskan . Sedangkan gejala corak hidup hercocok tanam dan 
hetcrnak haru timbul sekitar 6000 tahun sebelum masehi . 
Masa Prasejarah Indonesia yang berakhir pada abad ke-4 dan 
ke-5 maschi tidak banyak memberi informasi yang mendetail tentang 
perekonomian. Akan tetapi dari segi antropologi dan arkeologis kita 
dapat memberi gambaran secara umum tentang perekonomian dari 
masa tersehut. 
Sampai permulaan tahun masehi manusia Indonesia sudah 
bertempat tinggal di gua-gua walau belum menetap. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan adanya hasil kegiatan manusia berupa lukisan-
lukisan di dinding-dinding gua dan dinding karang. Di samping itu 
dengan adanya berbagai alat yang menunjukkan pe ningkatan 
kehidupan . Misalnya dengan ditemukan benda-benda dan alat-alat 
yang terbuat dari logam yang menggatikan fu ngsi dari alat-alat dan 
benda-benda batu . Seiring dengan itu pula menusia mulai bercocok 
tanam dan menggunakan perhiasan berupa gelang dari batu dan kerang 
(Marwati Djoened P dan Nugroho Notosusanto, SNI, 1990). 
Dari beberapa penelitiav yang dilakukan ahli ada lapora n 
penelitian arkeologi dari CJH. Franssens bahwa di daerah Jawa Barat 
orang sudah menggunakan perhiasan gelang dari batu-batu pilihan 
seperti agat, kalsedon dan jaspis berwarna putih, kuning, coklat, merah 
dan hijau . Von Koningswald juga melaporkan menemukan gelang-
gelang kulit kerang dan sejumlah manik-manik serta beliung persegi 
di daerah Krai dekat Surakarta . Selanjutnya MWF Tweddie 
mengatakan bahwa perhiasan-perhiasan tersebut dikejakan dengan 
cara menggurdi seperti gelang-gelang batu yang dikerjakan di 
Malasyia dan Thailand. Sedangkan di luar Indonesia gelang-gelang 
batu seperti itu, ditemukan juga oleh Szechwan, Fongtien, Siberia, 
Jepang, Korea, Jekol, Vietnam, Mungthai, Malaysia, Honan, Lamma 
dan Taiwan. 
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Dcngan ada nya bukt i pcncmuan al at- a lal dan perhiasan -perhiasan 
d i a tas dapat la h dis im pul ka n hah w a cara hidup manu s ia tcru s 
m cnga la m i pcru baha n dan pcnin gkatan ya ng tc ntu sa nga t era l 
kaitann ya de ngan perkcmbangan perckonom ian . Masyaraka t sudah 
m ena mpakka n Lan d a - lan d a m e n eta p d a n mcngcmbangk a n 
pe ng hidupan baru be rupa kegiatan bercorak tanam. 
Mc nu rut R .P . S u yo no d a lam Scj a rah Na s io nal Indonesia 1 
(Marwati Djoened P dan Nugroho Notos usanto) , de ngan dikenal kan 
kcg ia tan bcrcocok tanam maka d apa l di peroleh sedikit gambaran 
mengcna i po la-pola tem pal tinggal dan kegiatan pereko no rnian pada 
masa bcrcoco k lanam terschut. Ada kcmu ngkinan Lelah tcrhcntuk desa-
dcsa kcc il scmacam pcndukuha n wa laupu n bel um bcraturan . ada 
kegia tan hercocok tanam dan s udah ad a untuk pe rdagan gan ya ng 
hcrsifat barter. Dcmikian pu la hu bungan antara kc lo mpo k. 
Ada du a hal pcnting yang bcrhu bungan erat dengan pcrtumbuhan 
ma syarakat dan pcrkemhangan peradahann ya . Pertama tc lah ad a 
mcsy arakat yang tertem pal tinggal dan kcdua ada lcnggang waklu 
anta ra mcnanam d an mcmcl ik has il . Da lam waklu pcnanti an lain yang 
hcrke mhan g di luar sckl o r pcrtania n yai tu herupa ak ti vi tas yang 
meng has ilka n ke parl uan rumah tangga scpcrl i ke rajian anyaman. 
mcmhuat gcrahah. mcngasah alat -alat kerj a. membangun ruma h secara 
"gotong -royo ng" mc m h ual pc ra hu . raki l dan la in - lain . Hasil dari 
kcgiatan ilu s udah dipcrdagang ka n pul a secara barter (tu kar menukar 
harang). Barang-harang yang dipcrtukaran sudah diangkul dalam jarak 
yang jauh melalu i su ngai . lua l dan darat. Pcrahu dan rakil bambu 
lc nlu mc mcgang pcran an amal pc nling schagai sarana lal u linlas 
pcrdagangan dan scka ligu s sehagai alat penyehar hudaya . 
Barang yang dipcrtuka rkan bukan saja hasil -has il dari ak ti vitas 
di luar kcg iatan becocok tanam scpert i ge rabah , an yaman dan a lal-al a l 
beke rja le tapi j uga hasil -hasil pc rlanian/cocok lanam scpe rl i kcladi 
(ta las), uwi, su ku n, pi sang. hu ah kclapa. d uri an. sa lak. ramhulan dan 
du ku. (Marwali P dan Nugroho Nolosusanlo. SNI I. 1990) . 
Ekonomi pra sejarah di alas da lam ilm u An lropologi lchih dekat 
pada "Sistcm mala pencaharian hidup ". Sis lc m mala pcncaharian hid up 
lc rse bu l sclalu mcnga lami pcrkcmhan gan scs uai kcadaan alam. iklim 
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dan bentuk fi si k manus1a se rta perkemhangan peradaban . Mata 
pcncaharian hidup prasejarah mel iputi berhuru. meramu, mencari ikan 
dan hercocok tanam. Oleh Prof. Kun tjaraningrat, ketiga hentuk mata 
pcncaharian yang disehut lebih awal scring dikenal dcngan sebutan 
"ekonomi pengumpulan pangan " atau "food gathering economics". 
Pada masa tcrscbut penghidupan terpu sat pada mempertahankan diri 
di tcngah-tengah alam yang serba penuh tantangan dengan kemampuan 
masyarakat yang masih terbatas. Pengumpulan pangan menjadi 
kegiatan pokok sehari-hari. Penangkapan ikan atau Pcrikanan sebagai 
unsur terpenting dikemudian hari dalam rangka ekonomi pengumpulan 
pangan biasanya terdapat pada suku-suku bangsa yang berdiam di 
pulau-pulau dan berhadapan dengan pantai . Dikemudian hari pula di 
tempat-tempat tertentu di dunia, perikanan lazim dilakukan dalam 
kombinasi dengan pertanian. Sedangkan meramu dan berburu sebagai 
unsur yang dominan sejak mas a "pra 1 sejarah" pada akhir a bad ke- 19 
baru mulai menghilang dari banyak tempat di dunia. (Kuntjaraningrat 
1974). 
Hidup menetap di suatu tempat memberi kemungkinan terjadinya 
perkembangan penduduk dengan pesat. Pada masa itu para wanita 
dan anak-anak mula i mendapat tempat da lam kegiatan tertentu 
misalnya da1am pembuatan gerabah. Para ahli memberi catatan bahwa 
teknologi pembuatan gerabah di Indonesia pada masa bercocok tanam , 
tingkatnya tidak se tinggi teknol ogi yang dikenal didaratan Asia 
Tenggara seperti Malaysia, Muangthai , Cina, Taiwan, dan Jepang. 
(HR. Van Heekeren dan E. Knuth 1979). Disebutkan bahwa ditempat-
tempat tersebut pada masa yang sama telah dikenal penggunaan roda 
pemutar serta pemakaian tetap yang dibalut dengan seutas tali atau 
diu kir dengan bermacam po1a. Hasilnya sudah diperdagangkan 
ke luar daerah asalnya dengan ni lai yang tinggi. 
Pada masa ini telah ditemukan juga manik-manik yang dibuat 
dari bermaca n-macan bahan dengan berbagai bentuk dan warna . 
Diantaranya dari batu akik, kaca dan tanah liat yang dibakar. Manik-
manik tersebut berfungsi sebagai alat jual heli atau alat tukar, benda 
pusaka disamping sebagai perhiasan . Oleh sebab itu hanya orang 
be rada1ah yang memiliki benda tersebut. Manik-manik yang 
ditemukan di Indonesia bermacam-macam bentuk dan ukurannya 
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yakni bulat s ilindrik , bulat panjang, berfaset-faset , dan lain-lain . Ada 
bentuk-bentuk terkeci l yang kadang-kadang berukuran hanya sebesar-
kepala jarimu . W arna-warna yang umum adalah hiru , mereh, kuning, 
hijau , atau kombinasi dari warna-warna ters ehut. Manik-man ik 
berwarna hitam yang dibuat dari batu andesit konon telah di temukan 
di Sangiran Jawa Tengah . 
Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi tel ah 
meni ngkatkan pula kesejahteraan hidup manusia. Terdapatnya surplus 
dalam memen uhi keperluan hidup mengakibatkan meningkatn ya 
jumlah penduduk dimana-mana. Dalam tata kehidupan yang teatur 
berburu binatang liar masih dilakukan . Perburuan ini selain untuk 
menambah mata pendaharian j uga dimaksud untuk menunjukkan 
keberanian dan kegagahan dalam lingkungan masyarakat. 
1.2 Sistem Pertanian Tradisional 
Profesor Kuntj araningrat menguraikan bahwa sete lah kepandai an 
bercocok tana m me ny eba r dari k ura ng lebih delapan tempa t 
persebaran di dunia . maka ekonomi pcngumpulan pangan dengan 
hcntuk herhuru dan meramu mulai terdcsak. Di Indonesia di heberapa 
te mpat seperti di pantai utara Irian Jaya, di sebelah harat Jayapura. 
daerah-daerah di dckat Tanah Merah, beberapa tempat di pulau Scram. 
Maluku Tengah, d i Su lawes i Tenggara dan Sulawesi Tengah. sampai 
awal abad ke-20 pcnduduk masih hidu p da ri meramu sagu. Pekcrj aan 
itu merupakan mata pcncaharian hidup yang terpenting dis amping 
menangkap ikan. 
Di Irian dan Maluku misalnya ± di akhir abad 19 penduduk sud ah 
memil iki wilayah sagu tcrsend iri yang diwarisi dari orang tuanya dari 
gari s ayah: se lain seseorang dapat pu la mengambil sagu di wilayah 
saudara laki- laki ibu ny a . Dalam me ncari dan mengola h sagu 
seseorang dapat bekerjasama dengan dengan ipar (Saudara laki-laki 
isteri) haik di wilayah sendiri atau memi nta bekerj asama dengan ipar 
di wilayah ipar. Dalam satu team seperti itu biasanya has il nya dihagi 
rata . Kecuali apabila pengolahan dilakukan berdasarkan pesanan atau 
perjanjian maka pcmbagian hasilnya pun diten tukan berdasarkan 
kesepakatan. 
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Da lam perkemhangan kcmudian orang mulai mcngcnal sekedar 
hcrkchun. Akan tetapi menurut Kuntjaraningrat hcrke hun yang 
di lakukan dengan sistem herladang itu tampaknya mcrupakan suatu 
aktifitas sambi lan . Tanaman yang ditanami adalah uhi -uhian, kcladi. 
pisang, tehu, pcpaya, hchcrapa m aca m say uran dan palawija. 
(Ku ntjaraningrat 1977) 
Di bidang pcrikanan , dalam masyarakat desa nelayan heberapa 
tcmpat di Maluku Tengah misalnya hampir semua nelayan memiliki 
sc huah pcrahu kecil. Perahu dikayuh oleh dua orang, yaitu si pemilik 
dcngan pembantunya. yang hiasanya adalah anaknya scndiri. Hampir 
sc tiap hari keduanya hersama-sama berlayar menyeberangi daerah 
ombak pantai sejauh 2 atau 3 km ke !aut, di mana mcreka dapat 
mclcmparkan jala untuk mendapatkan ikan . Namun jarak itu masih 
kurang jauh untuk dapat menangkap ikan dalam jumlah yang lebih 
hanyak. Ncl ayan-nelayan miskin seperti mereka yang hanya memiliki 
pcrahu kecil hanya dapat menangkap ikan-ikan terschar. Dengan 
dcmikian hasi l usaha merekapun tentu tidak terlalu hesar . Merekajuga 
scring berlayar menangkap ikan pada malam hari , terutama pada waktu 
terang bulan. 
Para ne layan biasanya berusaha keras untuk dapat memheli perahu 
besar yang dikayuh empat hingga lima orang . Dengan perahu besar 
mereka dapat berlayar lebih jauh sampai 7-8 km. kc laut. dimana 
terdapat daerah-daerah yang dilalui jenis-jenis ikan yang mondar-
mandir dalam kawanan besar. Hanya para nelayan yang lebih berhasil, 
dan yang lebih berada saja dapat memiliki perahu-perahu besar seperti 
it u. Perahu -perahu biasanya mereka kemudikan sendiri dan awak 
kapa lnya adalah anak-anak mereka sendiri atau kaum kerabat mereka 
yang lain . Ada juga diantara m ereka yang bukan keraba t, telapi 
kenalan dekat. Dalam perahu serupa itu belum ada pembagian kerja 
yang tegas. Semua awak kapal dapat mengemudikan kapal melepar 
dan menarik jala, menombak ikan , dan lain sebagainya. Mereka 
samuanya harus turut membantu untuk memilih, membersihkan, dan 
mengawetkan ikan yang tertangkap. Misalnya dengan membuat ikan 
as in. 
Si stem upah yang mereka pakai adalah dengan bagi hasil. Dalam 
laporan penelitian Profesor Kuntjaraningrat, menguraikan bahwa tiap 
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awak kapal ti dak mcndapal upah berupa sej umlah uang lelap, lc lapi 
mcndapal bagian lcrlentu dari has il penangkapan yang Lelah ditelapkan 
terleoih dahulu , berdasarkan perjanjian an lara mcre ka dengan pcmilik 
pe rahu. Cara menghi tu ng adalah dar i has il ko tor penangkapan 
d isi sih kan untuk penanaman modal. unluk biaya pemcl iharaan perahu , 
untuk biaya pemeliharaan serta perbaikan jala dan alat -alal penangkap 
ya ng la in , unt uk ongk os bekal m akana n yang dibawa sclam a 
perjalanan dsb., sehingga tinggal sisanya yang berupa hasi l bersih . 
Hasil bcrsih inilah yang dibagi . Bagian dari tiap awak kapal biasanya 
kurang lebih sama, walaupu n sipemilik sebagai kemudi utama dan 
orang yang bertanggung jawab, biasanya mendapat ~edikit saja lebih 
banyak, dan seorang anak m uda yang turut sebagai pembanlu yang 
masih be lajar, me ndapal bagia n yang j um lahnya le bih sedikit. 
Demikian kalau hasil bersi h dari sebuah perahu yang baru kembali 
adalah misalnya 60Cfr, dan hasil ini harus dibagi antara lima orang, 
maka si pemilik pengemudi utama akan mendapat 14Cfr. ketiga awak 
kapal yang lai n mendapat 12Cfr , dan sipembantu muda ya ng baru ikut 
berl ayar mendapal I Olfr. Pcmbag ia n serupa itu biasanya dianggap 
cu kup adil . Sclain itu sistem bagi hasil seperti itu j uga merupakan 
suatu perangsa ng bagi para ne la yan scrta mas in g-mas ing awak 
kapalnya untuk lebi h giat lagi bekerja. (Kurnj acaraningrat 1974) 
Di sam ping pcmilik pcrahu yang berlayar- dengan awak kapalnya 
bcrdasarkan a tas si stem bagi hasil, adapula pemilik perahu yang tidak 
ikut berlayar. Pemi lik perahu scmacam itu biasanya adalah nelayan 
yang sudah amat kaya sehingga dapat memi liki lebih dari sebuah 
perahu. kadang- kadang tidak hanya tiga-empat buah, tetapi sampai 
sc p ulu h a tau le bih . Nelayan- ne la yan yang ka ya it u biasanya 
mempekerj akan pcrah u-perahu mere ka kepada buruh-buruh nelayan 
yang berlayar dari menangkap ikan berdasarkan upah yang tctap. 
M e reka mendapat upa h itu ses udah has il penangkapan mercka 
d iserahkan kepada pemilik perahu. 
Pertan ian mulai berkembang dengan mempcrhatikan bagaimana 
ma nusi a mu lai bercocok ta nam . M enuru t para ahli Pra Sejarah 
hercocok tanam telah dimulai dalam zaman Neolithic a tau zaman Batu 
Bara. Di Indones ia za man itu d iduga k ira- kira mulai pada 2000 tahun 
se hclu m masehi. (Nugroho Notosusan to 1982 ). Namun a kt ivita s 
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hcrcocok tanam di Indonesia itu baru dikctahui pada awal ahad 1-4 
scsudah masehi . Pengcrtian tentang sistem hcrcocok tanam itu sendiri 
dapat dihedakan dalam 2 macam yaitu : I) hcrcocok tanam di ladang. 
2) bercocok tanam menetap. 
Bercocok tanam di ladang adalah suatu cara bcrcocok tanam yang 
terutama ada di daerah hutan rimba tropik. dan juga di daerah-daerah 
sahana tropik dan sub tropik. Para sarj ana memakai berbagai sebutan 
untuk cara hercocok tanam ini, misalnya Shifting Culti vation (Slash 
and Burn Agriculture), dan akhir-akhir ini seri ng di pakai istilah 
Swidden Agriculture. Istilah itu menggambarkan unsur-unsur yang 
terpenting dalam teknik bercocok tanam. Cara bercocok tanam di 
ladang itu dilakukan sebagai berikut : 
a) suatu daerah di hutan atau di sabana dibcrsihkan (di tebang dan 
dibakar) , 
b) bidang tanah ladang yang dengan demikian dibuka, ditanami satu 
sampai paling han yak tiga kal i (1 -2 1 tahun), 
c) kemudian ladang tadi dibiarkan untuk waktu yang lama (10-15 
tahun), sehingga menjadi hutan kembali , 
d) sesudah itu hutan bekas ladang tadi dibuka lagi dengan cara-cara 
se pe rti te r sebut dalam sub a, dan de mikian se teru s nya. 
P. Wayong, 1977). 
Cara bercocok tanam seperti itu menyebabkan diperlukannya hanyak 
lahan, karena se telah dua tau tiga tahun dibuka, lahan atau tanah 
tersebut dibiarkan untuk beristirahat. 
Tanah yang dipakai untuk ladang sering kali belum merupakan 
hak milik dari seseorang individu. Pada banyak suku bangsa di 
Indonesia yang melakukan bercocok tanam di ladang, tanah itu adalah 
kepunyaan umum. Ini berarti bahwa tanah dikuasai oleh kelompok 
atau kelompok-kelompok yang menduduki daerah yang bersangkutan. 
Akan telapi ada banyak suku bangsa yang melakukan bercocok tanam 
seperti itu juga akan terlihat adanya gejala-geja la yang a kan 
menyebabkan timbulnya hak milik indi vidu . Hal ini berkembang 
karena sering kali seorarng individu setelah selesai mengerjakan dari 
memetik hasil bumi dari tanah desanya, tidak meninggalkan tanah itu . 
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Ia tctap me me li hara hu bungan ny a dcngan tana h tadi dengan cara 
mi sa lnya menana m pohon-pohonan dar i tumb uhan -tumbuhan yang 
bcru mur panjang . Misal nya ke lapa, kare t, kopi. kem iri dan bcbcrapa 
tanaman yang di kcmud ian hari bernilai ekonomis scperti pala dari 
cengkeh. 
Perkem hang an hak . milik indi vidu biasanya j uga hersam aan 
dengan proses he rtambah padatnya penduduk. Dcngan hertambahnya 
penduduk maka berbagai kris is akan timbul dalam masyarakat. 
Masy arakat mungkin akan pecah dan sebagian akan pi nda h dan 
bcrimigrasi kc daerah-dacrah yang mas ih "kosong " atau orang akan 
mulai merobah teknik hcrcocok tanamnya dari peladangan menjadi 
bercocok tanam menetap dengan pengolahan tanah dan dengan irigasi . 
Di kepulauan Maluku di ladang-ladang seperti tersebu t di atas 
penduduk mcnanam poho n ce ngkeh dan po hon pala d i samping 
tanaman untuk makanan dan keperluan lokal. Hasil dari cengkeh dan 
pala itu sudah dapat diekspor ke Asia dan Eropa sejak ahad ke - 15 . 
Demikian pula di daerah Sumatera Selatan dan Aceh, !ada merupakan 
hasil bumi ladang yang sudah di ekspor sejak lama. Selain itu kopi 
dan teh yang ditanam dengan sis tcm peladangan. juga merupakan hasil 
bumi yang penting dan sudah diekspor (Marwati Djunud dan Nugroho 
Notosusanto, SNI -III : 1982) . 
Pada tahun-tahun herikutnya karet peladangan juga merupakan sua tu 
hasi l bumi yang amat penting dari ndonesia. 
Se lanjutnya me nur ut Kuntjaran ingrat, pada hercocok tana m 
menetap ilmu pengetahuan dan teknik manusi a sudah mencapai suatu 
taraf tertcntu , se hingga manu sia dapat mengatas i herbaga i macam 
r in tangan ala m . Para ahli pcrtani an yang membuat klasi fikas i 
berdasarkan atas tcknik hcrcocok tanam atau atas macam dan jenis 
tumbuh-tumbuhan yan g d itana m atau juga atas macam dan jcnis 
o rgan isasi dari produksi hercocok tanam (0 . Whitt le sey dalam ) 
Kuntjaraningrat 1977). 
U raian mengenai sisti m pertan ian sclanju tnya akan me lip uti 
pertanian rakyat dan pcrkchunan. Pada pertanian rakyat hiasanya 
mcngusahakan tanaman untuk haha n makan an dan pcrdaga ngan 
sedang perkchunan terutama mengusahakan tan aman perdagangan. 
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Tanah yang digunakan untuk pertanian bermacam-macam s tatus 
scperti tanah milik kelompok desa , tanah bagi kepala dcsa (di Jawa 
tanah bengkok). tanah milik individu atau tanah yasan (di Jawa) dan 
tanah pckulcn. Adapula tanah dati (di Maluku) tanah iegendom dan 
lain -lain. Tanah terscbut digunakan untuk pertanian sawah, ladang 
dan pcrkebunan. Para petani yang menggarap tanah orang lain hasilnya 
dihagi antara si penggarap tanah dan yang empunya tanah. 
Orang bisa juga mendapat tanah secara bagi hasil dengan orang 
lain yang mempunyai tanah pekulen , tanah yasan, maupun tanah 
hengkok. artinya orang menggarap tanah kepunyaan orang lain. dan 
hasil dibagi an tara siempunya dan sipenggarap tanah. Besarnya bagian-
bagian tentu tergantung kepada berbaga i faktor seperti kualitas tanah, 
penawaran tenaga penggarap, atau buruh tani yang ada, dan juga pada 
macam tanaman yang dikerjakan . Pada tanah dengan kualitas yang 
baik siempunya tanah mendapat bagian yang besar, demikian pula 
kalau penawaran tenaga penggarap tanah besar; sebaliknya kalau 
penawaran tenaga penggarap itu kecil maka orang yang mengerjakan 
tanah tentu akan lebih mahal, dan merekalah yang minta bagian yang 
besar. Tergantung kepada faktor-faktot itu, di berbagai tempat ada 
kebiasaan pembagian untuk setiap, pi hak sebesar se tengah yang 
disebut mara: sering kali pula siempunya tanah bisa mendapat bagian 
lebih besar, sebanyak 2/3 yang di sebut maratu/e . Kadang kala 
s iempunya tanah bisa mendapat bagian yang kurang, sebesar 1/5, 
misalnya untuk tanaman kacang di desa-desa di Jawa Tengah bagian 
utara (Bachtiar Rivai 1958). Di bali selatan misalnya, dimana sistem 
bagi hasil disebut sistem sakap menyakap, ada empat sistem, ialah : 
nandu, nelon, ngapit dan merepat. Pada nandu sipenggarap menerima 
separoh dari hasil , sehingga sistem ini sama dengan mara di Jawa: 
pada nelon sipenggarap menerima dua per lima dari hasil; pada ngapit 
sepertiga; sedangkan pada merepat ia menerima seperempatnya. 
Kempat sistem ini dipakai berganti-ganti , tergantung kepada situasi 
dan kondisi serta faktor-faktor tertentu . 
Sistem pertanian bagi hasil ini oleh Kuntjaraningrat dikatakan 
tidak hanya ada (di Jawa dan Bali tetapi terdapat juga di berbagai 
daerah di Indonesia dimana terkenal nama seperti meudua laba 
(Aceh), perbalokkan (di Karo), bolapinang (Toba) mampaduakan 
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(Minangkabau), bagi dua (Palembang), bahandi (pada orang dayak 
Ngaju), tumoyo (Tondano, Minahasa) , tesang (Makasar), dan nyakap 
di Bali (Kuntjaraningrat 11977). 
S is tem pertanian yan g di atu r da lam su atu o rgani~asi 
kcmasyarakatan dapa t pula dili hat seperti sistem suhak di Bali. Di 
dalam sistem pertanian tcrsebut hasil pertani an sudah diperhatikan 
baik kualitasnya maupun kuan titasnya. Produksi hasil pe rtanian 
dengan dcmikian mu lai diarahkan pada perdagangan . Pertanian sawah 
tidak hanya menghas ilkan padi te tapi juga pal awija seperti jagung, 
ketela pohon , ubi ja lar , kacang tanah. kaeang hijau . kedelai dan 
sebagainya . 
Sampai pada abad ke- 15 padi sudah menjadi tanaman yang 
di sukai karena dimana saja ia bisa tum buh dengan baik . Hanya di 
bag ian timur Nusantara seperti pul au-pulau Timor, Selayar, Buton, 
Lepulauan M aluku dan Aru penduduknya masih bergantung pada sagu. 
Hal ini digam barkan Reid dan Dampier bahwa pendud uk yang lehi h 
mi skin harus makan sagu tiga sampai empat bulan da lam setahun . 
Sagu yang menghasilkan tepung m urni tersedia di sehagian besar 
daerah bcrawa bagi siapa pun yang memerlukannya. 
1.3 Perdagangan di Masa Sriwija.ra dan Afajapahit 
Zaman Sejarah Indones ia diketahui sejak adanya kerapan Ku tai 
dan Ta runanegara . Dari he ri ta -berita C in a d iketahui te nt ang 
kerajaan-kerajaan lain denqan nama Sanfo-si, Che- /1-.fo chi, Ta -chi 
dan To- lo-mo telah mempunyai hubungan dagang dengan India dan 
T iongkok. 
Van Leur mc lukiskan bahwa ketika itu di Asia terdapat dua jalan 
perniagaan bcsar, yai tu yang mela lu i darat dan yang melalui !aut. Jalan 
darat disebut "j alan sutera'' yang dimulai dari Tiongkok. mela lui Asia 
Tengah dar i Turkes tan sampai kc !aut Tengah, dimana jalan ini 
berhubungan j uga dengan jalan-jalan kafi lah dari India. Perbubungan 
darat antara Ti ong kok dan India den gan Eropa sudah te rkenal 
semcnjak tahun 500 sebelum masehi . Jalan darat ini adalah jalan yang 
paling tua. 
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Selanjutnya Van Leur menerangkan hahwa jalan yang melalui 
!aut ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui Selat Malaka ke India 
dari sini ada yang ke Teluk Persia, melalui Suriah ke !aut Tengah, ada 
yang ke !aut Merah, melalui Mesir dan sampai juga di Laur Tengah. 
(JC. Van Leur 1967) . 
Perdagangan !aut antara India, Tiongkok dan Indonesia dimulai 
dalam abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan antara 
Indonesia dengan daerah-daerah di barat melalui India. 
Pad a waktu i tu rempah -rempah, kayu wangi, kapur barus dan 
kemenyan dari Indonesia telah sampai di India dan Kekaisaran 
Romawi. 
Dewasa itu, ada dua golongan pedagang; Burger menyebutnya 
dengan golongan finansir yaitu orang-orang kaya, kaum hartawan yang 
memasukkan uangnya dalam suatu usaha perdagangan secara 
insidentil. Golongan yang lainnya adalah golongan saudagar 
kelontong atau pedagang keliling . Mereka ini biasanya ikut berkeliling 
dengan barang-barang dagangannya . 
Keuntungan yang diperoleh pacta masa itu biasanya sangat tinggi 
karena biaya pengangkutan sangat tinggi pula . Selain itu memakan 
waktu yang sangat lama, sehingga tidaklah aneh apabi la para pedagang 
mengambil keuntungan yang sangat tinggi. 
Pelayara n dari Tonkin ke India mi salnya digambarkan Burger 
sangatlah lama, kadang-kadang bisa mencapai 12 sampai 15 bulan ; 
Dari Kanton ke Palembang 20 hari , sampai satu bulan, dari Aceh ke 
Tiongkok bisa enam bulan, sedang dari Aceh ke Seilon 20-30 hari. 
(Burger dan Prayudi 1962). 
Perdagangan di Indonesia yaitu di kerajaan-kerajaan tradisional 
disebutkan Van Leur mempunyai sifat kapitalis . Lebih jelas disebut 
sebagai kapitalisme politik di mana pengaruh raja-raja dari kepala-
kepala negeri dalam perdagangan itu sangat besar. Dalam 
perkembangannya kapitalisme semacam itu terbagi atas dua hentuk 
yaitu kapitalisme modern dan kapitalisme perdagangan. 
Kerajaan Sriwijaya adalah suatu kerajaan pantai, negara 
perniagaan dan negara yang berkuasa di !aut. Kekuatan serta kekayaan 
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disebabkan oleh perdagangan internasional melalui Selat Malaka, jadi 
berhubungan dcngan ja lan raya perdagangan internasional dari Asia 
Tim ur kc Asia Barat J an Eropa. Jalan tersebut selama limabe las ahad 
mcmpunyai arti yang pcnting dalam scjarah. Sriwijaya adalah pusat 
perdagangan penti ng yang pertama pada jalan raya ini, kemuu ian 
digani oleh tempat-tempat atau kota-kota Jain . 
Kapal -kapal yang mela lui Selat Malaka singgah di pelabuhan -
pe la buhan untu k me nga m bil a ir min um serta barang · baran g 
perbekalan lai nnya. Beberapa pelabuhan di panta i selat ini pent ing 
artinya scbagai pelabuhan perbekalan dan oleh karena itu Sri wijaya 
berusaha un tuk mcmpcroleh monopoli serta menguasai daerah pc~i s ir 
dikedua be lah pantai Selat Malaka ini . Usahanya berhasil ; dacrah 
Jambi , daerah Lampung, se menanjung Malaka dan tanah gen ting Kra 
dikuasainya , bahkan pu lau Sai lan pun lama sekali diduduki o leh 
Sriwijaya setelah berperang dengan raja Cola di India dalam ahad 
ke-11. Pada tahun 767 Sriwijaya merampas Tonkin (Indochina, Hindia 
Belakang). Pelayaran Sriwijaya meliputi lautan sampai di India dan 
Hindia belakang bahkan mungkin sampai ke Madagaskar. Kapal -kapal 
yang melalui perairan Sri wij aya diwaj ibkan singgah d i pelahuhan-
pel abuhan Sriwij aya tc rsebut sebagai kerajaan yang mengadakan 
"paksaan manimbun barang" . 
Raja Sriwijaya mempunyai kapa l-kapal se ndiri . Kckayaan harta 
benda raja serta kaum bangsawan herasal dari usaha perdangangan 
sendiri, dari bea-hca yang dipungut dari perdagangan yang melalui 
kerajaan. scrta dari pcpcrangan dan pcmbajakan !aut. Selai n itu ada 
perdagangan keli ling yang d ise lnggarakan o leh saudagar-saudagar 
kcl o ntong . Sela ma hchera pa abad Sri wijaya berfu ngsi sehagai 
pclabuhan samudra pusat perdagangan , dan pusat kekuasaan yang 
menguasai pelayaran dan perdagangan di bagian barat Indonesia. 
Semenanjung Malaya, Selat Malaka , Sumatra Utara, Selat Sunda 
kesemuanya masuk lingkungan keku asaan Sriwijaya. Oleh Meil ink 
Roclo fsz digambarkan bahwa barang-barang yang diperdagangkan di 
sana ialah teks ti l, kapu r baru s, mut iara, kayu berharga. rempah-
rcmpah, gading, kain katun dan sengkelat. perak , emas, sutcra. pccah 
belah, gula dan sebagain ya . (Meilink Roe lofsz 1962) . Sehagai pusat 
perdagangan. Sri wijaya seri ng dikunjungi o leh para pcdagang da ri 
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Persia. Arab dan Cina yang mempcrdagangkan barang-harag dari 
ncgcrinya atau negcri yang dilaluinya. Sedangkan pedagang Jawa 
membelinya dan mcnjual rempah-rcmpah. 
Di samping Sriwijaya muncul kerajaan-kerajaan Jawa, terutama 
Ji Jawa Te ngah dan Timur. Struktur kerajaan-kerajaan ini berbeda 
dc ngan Sri wijaya. Pusat kerajaan tidak terletak di pantai , melainkan 
didaerah pedalaman. Sudah sejak dahulu penduduk pulau Jawa lebih 
hanyak dibandingkan pulau Sum a tra. Banyak s umbe r sejarah 
me ne rbitk a n bahwa kerajaan-kerajaan Jawa T imur mempunyai 
pcrdagangan !aut yang luas. Namu n kekuasaannya tidak herdasar 
pada perni agaan. melainkan pada pertanian yaitu : pada usaha kaum 
tani. pada ekonomi desa dan pada kerja rodi serta kewajiban para 
petani untuk menyerahkan sebagian dari hasil buminya kepaci a para 
pe nguasa. 
Dari uraian tersebut maka kerajaan-kerajaan Jawa terutama, 
herdasarkan pertanian, mempunyai dasar agraris . Perdagangan lautnya 
pun kuat, namun pertanianlah yang terpenting. Baik di Sumatera 
maupun di kerajaan-kerajaan Ja wa golongan bangsawan berkuasa 
se ndiri. KeKuasaan serta kekayaan mereka di Sumatera bcrdasarkan 
perniagaan. sedangkan di Jawa herdasarkan pertanian dan perniagan. 
Pada abad ke-11 Sriwijaya diserang kerajaan Cola dari India . 
Kemudian abad ke-13 Sriwij aya terdesak oleh keku asaan di Jawa 
T imur sehirigga kedudukannya sebagai pusat pe rdagangan mulai 
merosot dan akh irnya dikuasai bajak !aut. Lokasi kerajaan kemudian 
pindah ke daerah Jambi . ( Sartono Kartodirjo 1990) . 
Pada masa pemerintahan Kartanegara, Singasari di Jawa Timur, 
me masukkan wilayah-wilayah bekas daerah perngaruh Sriwijaya ke 
dalam kekuasaannya. Berkat ekspedisi Pamalayu nya, supremasi 
ke rajaa n S ingasari dapat, dil etakkan di hampir se luruh daerah 
pengaruh Sriwijaya di Sumatera bahkan sampai ke T umasik . Dengan 
supremasi Kartanegara itu Sartono menyi mpulkan bahwa dasar-dasar 
bagi lingkungan hegemoni Majapahit telah diletakkan . 
Dalam berita perjalanan Marco Polo menyebut Tumasik dan 
kerajaan Samudra Pasai sebagai keraj aan yang mengakui kekuasaan 
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M aj apa h it. Samudra Pa!\ai j uga m c nga k u kc k ua:..aan Cina dan 
hcrkcwajiban membcri pcrscmbahan kepada raj a Cina . Samudra Pasai 
j uga m cnj ali n huhu ngan dcngan M a lak a yan g rnulai memunc ak 
pcrdagangannya dalam ahad 14. Sebagai pusat pcrdagangan Samudra 
Pasai menj a li n hubu ngan denga n Gujara t dan Bcnggala da n di anak 
Bcnua Indi a bebcrapa ko ta pcla buhan di pantai utara Jawa. 
Sc lanjutnya d isc hutkan bahwa da lam bidang pol itik dan ckonomi , 
Sam ud r a Pas a i cukup ku a t sc h in gg a d apa t mc mp e rtahank a n 
kedau latannya terhadap Malaka. Se ba liknya dengan kota-ko ta dagang 
di Jawa Kcraj aan Majapahit tcrj a lin hubungan yang ba ik . Bahkan 
su::.ereinilas Majapahit mudah d ite r ima karena tidak membahayakan 
kedudukan ekonom is nya. (Sartono Kartod irjo 1990) . Pada masa itu 
Kcrajaan Majapah it te lah meru pakan sebuah keraj aan yang lengkap, 
s truktur pemerintahan maupun bi ro krasi nya. Dalam masa raja Hay am 
W uruk, M ajapahit be rhasi l mencapai puncak keemasannya . Sej ak 
tahun 1293 sampai kurang lcbih tahu n 1500 M ajapahit tampi l sebagai 
pcnggant i Sriwijaya . Kckuasaannya sampai ke Sumatra Utara dari 
M al uku di mana tersebar banyak ko ta-kota dagang yang makmur. 
Pern iagaan di sana tidak hanya perdagangan dan pe layaran pantai di 
kawasan Nusantara tetapi juga perdagangan seherang !a ut mcl alui 
Malaka ke Samudera Hindia. 
BAB ri 
NUSANTARA DALAM KURUN NIAGA 
Secara konseptual di sini Sarnudra Hindia lebih luas dari yang tertera 
di peta sekarang. Dalam pengertian ini, selain Samudra Hindia 
menurut peta itu, tercakup pula laut-laut Nusantara, Teluk, Persia dan 
Laut Merah yang ses ungguhnya merupakan perpanjangan dari 
Samudra Hindia. 
Dengan demikian seluruh wilayah pesisi r Asia dan Timur Tengah 
yang dibasahi oleh Samudra Hindia tersebut di atas , merupakan suatu 
s istem komunikasi yan g terpad u . Me lalui sistem itu berbagai 
pelabuhan di Laut Merah, Teluk Persia , Laut Arab. Samudra Hindia, 
Laut Jawa dan laut-laut dalam lainnya di Nusantara, menjadi suatu 
kesatuan interaks i yang . sedikit-banyaknya, mempengaruhi sejarah 
wilayah-wilayah itu, terutama sej arah ekonomi . 
Unsur lautlah yang menjadi pengikat wilayah maritim tersebut di 
alas. Penelitian Prof. Chaudhuri dari Universitas London ( 1989) 
berhasi l mengungkapkan dengan Je las sistem pelayaran niaga di 
Samudra Hindia tersebut. "Sejarah Kelautan" sebagai bidang studi 
dipelopori oleh Ferndand Braude! dengan studinya mengenai Laut 
Tengah ( 1949) . Kemudian sejarawan Prancis itu memperluas studinya 
sehingga mencakup sel uruh dunia niaga Eropa, dengan Asia sebagai 
perbandingkannya . Studi dari Chaudhuri tersehut di atas mengkoreksi 




Scperti juga dikcmukakan Braude! dalam studinya tentang Laut 
Tengah tersebul. Samudra Hindia dalam arti luas itu memiliti ciri-ciri 
gcografis yang menjadikannya suatu sis tem pelayaran. Laut yang 
menghubungi berbagai wilayah di Timur Tengah dan Asia itu memiliki 
berbagai ciri yang relatif tidak berubah dalam jangka waktu ribuan 
tahun. Pertama-tama !aut dan unsur-unsur kehidupan yang ada di 
dalamnya, lalu ketinggian atau volumenya yang ternyata terus 
bertambah, kemudian salinitas atau kadar garam yang relatif sama. 
arus-arus !aut tertentu yang dapat dipe lajari dan digunakan sebaik 
mungkin untuk dimanfaatkan bagi pelayaran. 
Dengan demikian, unsur geografik itu menyebabkan jalur-jalur 
pelayaran tidak mudah berubah-ubah. Kalau pun terjadi perubahan 
pada aspek ini, maka perubahan , itu akan memakan waktu ratusan 
sampai ribuan tahun . Salah satu contohnya adalah perubahan jalur-
jalur pelayaran yang terutama disebabkan oleh pertumbuhan karang 
yang menutupi jalur pelayaran tertentu sehingga perlu dicari jalur lain. 
Selain itu. garis pantai, terutama muara sungai, juga tidak mudah 
berubah sehingga pemukiman di pantai juga bisa berusia panjang. 
Seperti dikatakan Braudel, )aut adalah unsur "longue duree" atau 
perubahan skala panjang. Unsur geografi inilah yang memungkinkan 
munculnya suatu s istem pelayaran niaga yang juga bertahan ratusan 
tahu n. Tetapi menurut Braude) pula, dalam perubahan skala panjang 
itu ada pula perubahan-perubahan skal a menengah seperti umpananya 
pola pelayaran-niaga. 
Di antara unsur-unsur geografi yang membatasi perubahan skala 
panjang itu sistem anginlah yang terpenting di zaman di mana 
teknologi pelayaran masih bergantung penuh pada tenaga angin. Angin 
Musim yang berubah arah secara konsisten setiap setengah tahun itu 
menciptakan suatu prasarana yang penting bagi pelayaran-niaga. Para 
pelaut dan pedagang dapat memperhitungkan kegiatannya dengan 
tepat sesuai irama pertukaran arah angin yang konsisten itu. 
Antara bulan Juni sampai bulan November angin bertiup dari arah 
Timur ke Barat dan di Nusantara dinamakan Musim Timur. Kemudian 
sejak bulan November hingga bulan Mei arah angin berubah dari Barat 
ke Timur, yang di Nusantara disebut Musim Barat. Dari kata "Musim" 
itulah orang Eropa mendapat kata "monsoon" untuk sistem angin yang 
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khas itu . Tentu saja ada variasi -variasinya juga. Pertama-tama sudah 
sejak bulan Agustus hingga bulan November muncu l tanda-tanda akan 
terjadinya peruhahan arah itu , sehingga sering juga bulan -bulan itu 
dinamakan masa pancaroba pada Musim Timur. Demikian pula antara 
April hingga bulan Mei terjadi masa pancaroba pada Musim Barat. 
Perubahan arah an gin ini terutama dikai tkan dengan Iet ak 
matahari. Pada bu lan- bulan April hingga November matahari terletak 
dibelahan Selatan bola bumi , sehingga di Australi a terjadi Musim 
Panas . dan sebali knya di Eropa terdapat Musi m Dingin . Dalam 
keadaan itu di alas wilayah Eropa terdapat keadaan depresi, dan 
kekosongan di isi oleh angin yang berhembus dari wilayah Australia . 
Maka terjadilah Musim Timur itu. 
Sebaliknya , an tara bulan-bulan Desember hi ngga Mei matahari 
terletak pada belahan Selatan dari bola bumi , sehingga di Austral ia 
musim beru bah menjadi Musim Panas dan di Eropa menjadi Musim 
Dingin. Depresi yang terjadi di alas Eropa (Barat). Dengan demikian 
pula terjadilah Musim Barat itu . 
Keadaan tersebut menjadi lebih rumit lagi di Nusantara yang 
terletak di Khatuli stiwa itu. Karena perputaran bumi maka arah Musim 
Timur maupun M usim Barat di Khatul istiwa mengalami perubahan 
Iagi. Musim Ti mur beralih menjadi Angin Barat ketika meli ntas i 
Khatulistiwa : demikian pula Musim Barat Beralih menjadi Angin 
T imur ketika meli nt asi khatuli stiwa . Keada a n ini sanga t 
menguntungkan pelayaran-niaga di Nusantara karena para pel aut bi sa 
menemuh dua arah baik pada saat Musim Barat ataupun Musim Timut 
ketika mereka melintas Khatulisti wa. 
Arus-arus !aut yang bersumber dari Samudra Pasifik atau dari, 
Samodra Hindia ( dalam arti sempi t) serta Laut Cina Selatan,juga 
mempengaruhi pelayaran niaga di Nusantara dan menambah kerumitan 
dari j alur-jalur pelayarannya. 
Namun keadaan tersebut diatas tidak terlalu menyulitkan para 
pelaut Nusantara karena adanya pulau-pulau yang demikian, banyak, 
di Nusantara itu (sekitar 5000 huah). Pulau-pulau itu mempermudah 
navagasi di Nusan tara sehingga hisa mengurangi sedikit unsur-unsur 
lain te rsebut yang merumitkan. Para pelaut d i Nusantara dapat 
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mcnjadikan ciri-ciri daratan (garis pantai) sehagai patokan pelayaran . 
Pclayaran pada umumnya berlangsung menyusuri pulau demi pulau 
(pclayaran pantai) sehingga para pelaul senantiasa dapat menemukan 
ciri-ciri daratan untuk menentukan posisinya di !aut. 
Sistem navigasi tersebut di alas herbeda dengan pelayaran di !aut 
lcpas , umpamanya dari Teluk Persia ke India atau dari India ke 
Nusantara dan dari Nusantara ke Cina. Para pelaut yang menempuh 
jalur-jalur Iepas itu harus mahir menggunakan navigasi perbintangan 
dengan perhitungan-perhitungan yang cukup abstrak. 
Tetapi aspek geografik itu bukan satu-satunya diterminan dalam 
dunia pelayaran-niaga . Perubahan sosial, Perubahan yang dilakukan 
o lch manusia atas tatanan-tatanan konstan seperti geografi dan 
se bagainya itu , menentukan pula . Menurut penelitian C haudhuri 
tersebut di atas , sampai abad ke-1 0 pelayaran-niaga masih menempuh 
satu jalur yang tidak terputus -putus dari Timur ke Barat atau 
sebaiknya. Para pelaut dari Timur Tengah yang berlayar ke Nusantara 
atau ke Cina harus menepuh jarak itu sekaligus, atau kadang-kadang 
kala u terpaksa be rlabuh dipelabuhan-pelabuhan te rtentu untuk 
menunggu angi n. Sampai abad ke- 1 0 belum ada pelabuhan-pelabuhan 
ya ng memiliki cukup banyak fas ilitas untuk dijadikan tcmpat 
singgahan dalam jalur niaga yang panjang itu. 
Te tapi sejak a bad ke- 1 0 dan ke-11 muncul apa yang disamakan 
"emporium". in i ada lah kota-kota pelabuhan yang dilengkapi dengan , 
bcrbagai fasi litas yang tidak saja memudahkan para pelaut untuk, 
memperbaiki kapal-kapalnya, tetapi juga mem udahkan para pedagang 
untuk berdagang. Berbagai fasilitas ekonomi seperti kredit, gudang-
gudang dan penginapan mulai tersedia di kota-kota pelabuhan tertentu 
sehingga menjadikannya sebagai "emporium ". 
Berbagai emporia yang bermuncu lan sejak itu umpamanya Aden 
dan Mocha di Laut Merah, Muskat, Bandar Abas dan Hormuz, di 
Teluk Persia Kambai dan kalikut di Laut Arab. Satgaon di Teluk 
Benggala, dan kemudian Malaka di Selat Malaka, Khanfu (kanton) , 
Zaiton dan Nanking di Laut Cina. 
Dalam setiap emporia terdapat penqusaha-pengusaha yang 
memiliki modal yang cukup besar. Selain menyediakan fasilitas 
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krcdit, mcrckajuga sering mcmiliki usaha dagang sendiri .kapal - kapal 
hi sa diheli atau di scwa untuk mcngadakan ekspedisi -ekspedisi dagang 
ke herbagai emporia lain . 
Perdagangan yang dilaksanakan para pengusaha hcrmodal itu 
tergolong apa yang dinamakan perdagangan "Commcnda" Pimpinan 
ckspedisi dagan g dipercayaka n kepada nakhoda kapal yang juga 
dipcrcayakan un tuk mengadakan perdagangan . Has il perdagangan 
kemudian dibag i sesuai pcraturan yang berlaku . Dengan demikian . 
dal am duni a pelayaran-niaga Samodra Hindia harus dibedakan antara 
pcngusaha pemil ik modal yang menetap di herbagai emporia, dan 
'pedd iers" a tau penjajah yang mengaru ngi lautan dengan barang-
harang dagangan milik para pengusaha tersebut. 
Dapatl ah dipahami bahwa dalam dunia pelayaran-niaga Asia ada 
pula sejenis kapitalisme yang muncul sejak abad-abad itu . Dari segi 
jumlah dapat dikatakan bahwa kapital isme Asia tidak kurang penting 
dihanding dengan kapitali sme Eropa yang memasuki wilayah ini sejak 
ahad ke- 17. Namun , seperti dikemukakan Chauddiri . perkcmbangan 
kapita li sme Asia hanya sejak ahad ke-18 saja. Setelah itu kapitalisme 
Eropa menj ad i dominan , dan makin dominan dalam ahad ke-19 dan 
abad ke-20. 
Pertanyaan yang timhul ada lah mengapa kapitalis mc Asia tidak 
bcrke mbang teru s. Salah sa tu jawaban yang dikemukakan ole h 
Chaudhuri bcrkai tan dengan sistcm po li tik di Asia. Sistem politik di 
Asia ketika itu tidak memberi jaminan bagi keselamatan dan hak milik 
pribadi. Penguasa atau raj a memiliki kekuasaan tidak terhatas. Seluruh 
wilayahnya serta kekayaan yang ada didalamnya Adalah milik raja. 
Dalam keadaan dcmiki an modal yang berhasil dihimpun oleh para 
pengusaha tidak hi sa ditanam da lam sektor-sektor lai n. scperti sektor 
pertanian atau industri. karena Sewaktu-waktu dapat diambil oleh 
raja dengan dalih tersebut di atas. Sebab itu pula modal yang dihimpun 
para penusaha itu hanya herki sar dikalangan keluarga saja. 
Keadaan itu berbeda dengan di Eropa. Sudah sejak semula kaum 
pengusaha atau "hourgoi sic" telah mendapat hak-hak istimewa dari 
raja . Mereka dilindungi olch kekuasaan raja yang memcrlukan dana 
yang mcreka himpun untuk mcmhangun tentara dan hirokrasi untuk 
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melawan kaum feodal. Sehah itu ketika muncul kapitali sme mclalui 
pclayaran-niaga, maka modal mcreka j uga dapat dilindungi melalui 
instituti -institusi keuangan scperti pcrbankan dan lain-lain . Dalam 
ahad ke-18 . dan terutama dalam abad ke- 19, dana-dana yang 
terhimpun itu dapat dialihkan ke sektor industri . Dengan demikian 
muncullah industrialisasi, mula-mula di lnggris dan kemudian di 
berbagai negara lainnya di Eropa dan Amerika. 
Sistem emporia tidak saja menimbulkan kapitalisme Asia tetapi 
juga memudahkan pelayaran-niaga. Fasilitas-fasilitas yang lengkap di 
berbagai emporium itu menyebabkan para pelaut dan pedagang tidak 
diharuskan menempuh seluruh jalur dari Timur ke Barat dan 
sekitarnya. Para pedagang dari Timur Tengah cukup sampai di Kambai 
atau Kalikut saja, kemudian para pedagang di India itu mengangkut 
barang-barang dagangan tersebut terus ke Malaka. Para pedagang 
dari Cina juga tidak perlu terus sampai India atau Timur Tengah, 
tetapi cukup saja hingga ke Malaka. Di berbagai emporia barang-
barang dagangan dari Barat maupun dari Timur dapat dibeli dan 
diangkut terus . Sistem emporia menyebabkan jalur perdagangan 
menjadi lebih pendek. lni tidak, saja menghemat tenaga dan biaya, 
tetapi juga menguragi resiko kecelakaan di !aut. Selain itu, jalur-jalur 
perdagangan dari pedalaman benua Asia (Ja1ur Sutra) juga memiliki 
percabangan-perdagangan yang bermuara di emporium-emporium 
terse but. 
Perkembangan sistem emporia berkaitan erat dengan perluasan 
Islam dari Timur Tengah ke Asia. Kota-kota pelabuhan dengan 
berbagai fasilitas dagang itu berpenduduk yang beragama Islam. 
Kesatuan umat Islam memungkinkan terjalinnya perdagangan di dalam 
emporia, dan sekaligus mengikat berbagai emporia yang terbesar 
sepanjang Samodra Hindia itu. 
Kenyataan itu bisa menjelaskan berbagai aspek dari sejarah 
Indonesia. Pertama-tama dapatlah dipahami mengapa sejak abad 
ke 14 di Nusantara ini juga bermunculan kota-kota dagang dengan 
penduduk yang beragama Islam. Kedua, juga bisa dipahami mengapa 
corak Islam yang muncu1 sejak itu banyak diwarnai oleh budaya 
Hindu. Hubungan berbagai emporia kecil di Nusantara dengan pusat-
pusat perdagangan di India yang bercorak Islam itu memberi warna 
pula bagi Islam di Indonesia dalam kurun niaga. 
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Namum , sekalipun corak agama adal ah Islam, tetapi para 
penguasa kota-kota pelabuhan tersebut berusaha mempertahankan 
netrali tas dalam soal agama. Pedagang dengan latarbelakang agama 
apa saja bebas berdagang di kota- kota dagang itu . Keadaan juga 
merupakan faktor-faktor penting yang selalu diperhatikan oleh para 
pengusaha. Kota-kota dagang yang terkenal karena kekacauan atau 
secara politik tidak stabil sudah tentu dihindari oleh para pedagang. 
Inilah yang bi sa menjelaskan mengapa para pelarian dari Pars i yang 
menganut agama Zoroaster atau Jain (agama di Parsi dari masa 
pra Islam) itu bisa bertahan , dan bahkan menjadi dominan, di kola-
kola dagang di pantai Barat India seperti Kambai dan Kaliku t 
(kemudian Bombai, dll) . Ini juga bisa menjelaskan mengapa berbagai 
bangsa den gan co rak agama yan g berbeda -bed a bi sa hidu p 
berdampingan di Malaka, emporium yang penghubung antara Asia 
Barat dan Asia Timur itu . 
2.1 Pelayaran Niaga di Nusantara 
Dengan sendirinya di Nusantara bermunculan pula berbagai 
emporia dalam jalur pern iagaan antara benua seperti di atas. Bahkan 
sesungguhnya Sriwijaya di Sumatra , bersama Funan (pelabuhan 
Oc Eo) di Kamboja serta Champa merupakan emporia yang penting di 
Asia Tenggara sejak abad pertama Masehi. 
Dalam abad ke- 15 Pasai, Malaka dan Brunai merupakan emporia 
terpenting . Jatuhnya Malaka dalam tangan Portogis pada tahun 151 1 
malah membawa akibat yang tidak terduga, yaitu munculnya berbagai 
emporia lain di Nusantara, yaitu Aceh , Banten , Demak, Gresik, dan 
Makasar. Selain itu di Semenanjung mu ncul pula Patani , johor, 
Pahang; dan di Fil ipina muncul Manila. 
Kota-kota dagang yang bermunculan di Nusantara dalam abad 
ke-16 itu merupakan pusat-pusat urban yang luas , bahkan ada yang 
lcbih Luas dari kota-kota di Eropa pada zaman yang sama. Namun. 
tidak mudah menentukan jumlah penduduk di berbagai empori a 
tersebut. Berbagai sumber dari tahun-tahun yang berbeda menunjuk 
pada angka-angka yang berbeda . Sehab itu perkiraan mengenai jum1ah 
penduduk juga tidak dapat dikemukakan dengan pasti , angka-angka 
yang diberikan oleh sumber-sumber tertentu bervariasi dari tahun 
ke tahun. 
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Menurut pcnclitian Prof. A. Reid . Malaka schelum dircbut 
Portugis berpenduduk seki tar 90.000 sampai I 00.000 jiwa. Pasai dalam 
abad ke- 16 berpcnduduk sekitar 12.000 hingga 20.000 j iwa. Dcmak 
sekitar 58 .500 hingga 120.000 jiwa; Gresik sekitar 25.000 jiwa. 
Penduduk Aceh dalam abad ke- 17 diperkirakan sekitar 48 .000 hingga 
160.000; Ban ten di a bad yang sama sekitar 100.000 hingga 800.000 
jiwa, Makasar sekitar 20.000 hingga 640.000 jiwa (Reid 1993: 69. 71, 
72) . Kalau jumlah penduduk berbagai emporia tersebut dibandingkan 
dengan jumlah penduduk di Batavia maka perbedaannya tidak terlalu 
mencolok. Pada tahun pusat perdagangan VOC itu hanya dihuni olch 
sekitar 30.000 orang, puncaknya pada tahun 1670 mencapai 130.000 
jiwa (Reid 1993: 73). 
Angka-angka tersebut di atas memang perkiraan saja. Sensus 
pcnduduk belum di adakan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara di 
kurun Niaga ini . Tetapi berbagai laporan dari para pelaut dan saudagar 
Barat bisa digunakan sehingga menghasilkan angka-angka di astas . 
Menurut sumber data yang sama Prof. Reid memperkirakan bahwa 







Perkiraan Kepadatan Penduduk Sekitar Tahun 1600 
(Dalam Ribuan) 
Perkiraan Pertumbuhan Perkiraan Pertumbuhan Kepadatan 
1800 abad 19 1600 1600-1800 1600 
5.000 1.72 4.000 0. 11 30.3 
3.500 0.49 2.400 0.2 5.7 
1.000 0.83 670 0.2 0.9 
1.800 0.45 1200 0. 1 6.3 
700 0.25 600 0.08 79.7 
Nusa Tenggara 900 0.54 600 0.2 9. 1 
Maluku 400 0.41 275 0.2 3.7 
Jum1ah 13 .000 8745 0.5 5.0 
Sumber: Diolah dmi Reid 1988:14 
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Sehagian besar penduduk kola-kola dagang adalah penduduk 
lokal. Raja dan aristokrasi merupakan lapisan elite yang selalu terdapal 
dalam kota-kola dagang. Selain ilu terdapal pula rakyal penduduk kola 
dagang yang memili!O herbagai macam peran sosial. Hubungan dengan 
pedalaman selalu ada, teru tama untuk persedian bahan makanan . 
Tetapi ada pula yang memiliki hubungan politik dengan pusal-pusal 
kekuasaan lain disekitarnya, seperti Makasar di abad ke-17. Kota-kota 
dagang di Pantai Utara Jawa , yang muncul sebagai kekuasaan-
kekuasaan independen dalam kurun Niaga, di abad ke- 17 berada di 
bawah kekuasaan kerajaan yang berpusat di pedalaman (Mataram) 
Kemudian ada pula kelompok-kelompok saudagar asing yang 
umumnya berkelompok menurut agama, yaitu pada satu sisi kota 
terdapat orang--orang Cina dan sisi lainnya orang-orang yang beragama 
Islam. 
Sehagian hesar kota-kota dagang ilu terletak di tepi pantai seperti 
Banten: ada pula yang terletak di Muara sungai seperti Makasar. 
Struktur kota-kota dagang di Nusantara mengikuti pola budaya lokal. 
Di wilayah-wilayah dengan lapisan budaya Hindu/Buddha terdapat 
pola perkolaan yang berheda dengan di kota·· kota dagang yang tidak 
memiliki lapi san budaya tersebut. Banten yang Islam itu menunjuk.kan 
pula bekas-bekas hudaya Hindu dari masa sebelumnya. Pusat kota 
berupa lapangan yang luas dikelilingi oleh keraton di satu pihak dan 
masjid dan demi!Oan para pedagang asing di lain pihak merupakan 
pola umum pula di kota-kota Asia Tenggara yang berbudaya Buddhis 
atau Hindu. Di sini muncul dengan jelas suatu konsep kosmik yang 
sakral seolah-olah kota yang berintikan raja itu merupakan duplikat 
dari alam semesta yang berintikan dewa (Reid 1993: 77-79) . 
Pola ini terdapat pula di kota-kota dagang lainnya di pulau Jawa. 
Selalu ada sebuah paseban tempat upacara dan ritual agama 
dilangsungkan dengan dikelil ingi oleh masjid, pemikiman pedagang 
asing, dan lain -lain. 
Makasar memiliki pola yang berbeda; lebih merupakan dua kota 
yang terpisah. Pada satu pihak ada istana raja (Sombaopu) yang 
dikelilingi tembok, kemudian terpisah dari istana, di Ularanya, lerdapat 
pemukiman para pedagang dan pasar. Di sini tidak ada suatu logika 
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lerlenlu yang herkaitan dengan suatu konsep. Tetapi is lana raja masih 
menunjukkan pola yang mengingatkan kila pada pola Banten; istana 
yang dikelilingi tcmbok-tembok leba! itu menghadap kearah ulara 
dimana terdapat daerah pemukiman pedagang asing dan masjid. Disini 
lidak lerdapal sebuah alun-alun (paseban) sebagai lilik senlral yang 
dikelilingi olch bangunan-bangunan lainnya seperli di jawa (Reid 
1993; 821. 83) . Pola yang sama dengan Makasar terdapat pula di 
Ternate ataupum di Tidore. 
Kota-kola dagang tersebut dengan sendirinya memiliki pasar 
sebagai pusat kegiatan perdagangan. Di pasar-pasar itu setiap orang 
bebas membangun pondoknya dengan membayar pajak terlentu. Tetapi 
selain itu setiap jalan dalam kola dagang terdapat pula kegiatan 
perdagangan yang terutama dilakukan oleh wanita. Bahkan di pasar 
pun wanita lcbih dominan dari pria, kecuali sejumlah barang yang 
lerkait erat dengan status pria seperti senjala dan peralatan lainnya 
(Reid 1993:91-93) . 
Uang sebagai alat perdagangan sudah dikenal pula di kota dagang 
di Nusantara itu. Malah sesungguhnya sejak masa kerajaan Mataram 
Kuno di Jawa Tengah uang dari logam emas telah di kenai . 
Perdagangan barter memang berlaku juga, tetapi cara itu, tidak 
mengherankan kalau di kota-kota dagang dalam kurun Niaga ini 
terdapat berbagai macam mala uang dengan nilai yang berbeda-beda. 
Sejak abad ke-14 uang Cina dari tembaga yang oleh orang Portugis 
dinamakan caixa (dari kata cash - Sangskrit), dan yang di Jawa 
dinamakan pic is. Bentuknya bulat dengan lubang segi empat 
dilengahnya untuk merangkaikannya dengan tali. Menurut penelitian 
Prof. Reid, kemungkinan besar mata uang ini mulai beredar di Asia 
Tenggara semasa ekspedisi-ekspedi Zhheng He di abad ke-13 , tetapi 
ada kemungkinan bahwa di Jawa (Reid 1993: 96-98). 
Kemudian terdapat pula mata uang dari timah, logam yang 
memang banyak dihasilkan di Semenanjung. Sekalipun sudah dikenal 
sejak lama, telapi pengaruh Islam membawa pula mata uang emas 
yang di Arab dikenal sebagai dirham atau dinar. Mala uang ini juga 
dihasilkan di kerajaan-kerajaan Nusantara , terutama di Sumatra . 
Sekalipun nilai tunai berbagai mata uang yang beredar di Nusantara 
pada kurun niaga sangat sulit ditentukan karena kurangnya sumber 
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sejarah, namun dapat dihuat perkiraan dasar sebagai berikut : I tahil 
(mala uang perak) sama dcngan I 6 cmas, I emas sama dengan 4 
kupang, dan lkupang adalah 1600 cash (R ied : 1993 : 100) . 
Sebagai emporiu m kota-kota dagang di Nusantara juga mcmilik1 
herbagai fasilitas dagang !-.epcrti perkreditan. Terutama pengusaha dari 
India seperti para pcdagang dari kasta Chatyar (Chetti) atau orang-
orang Guja1at yany mcmpunyai agen -agennya di kota-kota dagang 
Nusantara merupakan penyedia kredit di kola-kola dagang Nusantara . 
Dengan demikian sis tem kredit yang berawal di kota-kota dagang 
India itu memiliki jaringan juga di Nusantara. Surat-surat kredit 
( Hundi) yan g dikeluarkan di sana, dapat diuangkan di kota-kota 
dagang di usan tara (Reid 1993: 11 2) . 
Salah satu sumber yang pent ing mengenai kegiatan ekonomi di 
kota -kota dagang Nusantara adalah Undang-Undang Melaru . Isti lah -
istilah perdagangan ternyata berasal dari dunia perdagangan Islam. 
Tetapi ada pula yang berasal dari bahasa Austronesia, seperti hunga 
untuk keuntungan dari perkredi tan . ls tilah riba dari Arab untuk 
kegiatan ini tidak pernah diqunakan, tetapi sering digantikan pula 
dengan Isitilah laba . Ada pula bukti-hukti bahwa di berbagai kola 
dagang Nusantara praktek pencatatan transaksi dagang juga telah 
berlaku umum . Di Jawa umpamanya hal itu dilakukan di atas daun 
lontar (Reid 1993: 133). 
Struktur sos ia l para pedagang di kota-kota dagang sudah bisa 
dipastikan pula. Pada puncaknya terdapat kelompok pedagang yang 
di Nusantara dinamakan "orangkaya''. Perkataan itu sepadang dengan 
kata saudagar yang berasal dari bahasa Parsi atau baniaga dari bahasa 
Sanskri t, atau kala Cethi yang lebi h umum dalam dunia Melayu (Reid 
1993 .: 114). 
Pada umumnya mereka adal ah orang asing yang berasal dari 
India, Parsi atau orang asing lainnya. Saudagar terbesar di Banten 
abad kc-17 adalah Cheti Maluku, seorang yang mungkin lahir di 
Maluku dari ayah berbangsa Spanyol. Selain itu ada pula Kojah 
Rayoan yang I mungkin berasal dari Kairo. Sim Suan berkehangsaan 
Cina. Kcmudian, para penguasa di India juga mempunyai agen-agen 
yang hcrs tatus saudagar. Mir Jumla dari Golkonda mempunyai agen-
agcn di Acch , Bante n, dan Makasar (Reid 1993: 115. llh). 
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Para saudagar asing ini juga sering mcnjabat schaga i shahhandar 
di kota-kota dagang Nusantara. Hubungan-hubungan mereka dengan 
dunia pelayaran -niaga di sekitar Samudra Hindia menyebahkan 
mereka cocok untuk pekerjaan itu dan dipcrcaya oleh para raja dan 
sultan untuk menjadi perantara dengan dunia niaga itu . Pada masa ini 
para penguasa (aristokrat) lokal cenderung pasif dalam dunia niaga 
(Reid 1993: 120). 
Kemudian terdapat pula pedagang lokal yang tentu saja jumlahnya 
paling banyak. lnilah yang oleh Van Leur dinamakan "peddlers" 
(penjaja). Pertama- tama adalah para wanita yang, seperti telah 
dikemukakan di atas, mendominasi pasar-pasar di kota-kota dagang 
Nusantara. Kemudian ada kelompok dagang yang dinamakan Kiwi . 
Mereka terorgani sasi dalam bentuk perahu-perahu dagang dengan 
nakhoda sebagai penguasa tunggal di perahu, dan sekaligus agen dari 
para saudagar yang menyediakan modal dagang. Undang -Undang 
Melayu tersebut di atas mengandung ketentuan-ketentuan yang tegas 
mengenai kegiatan ekspedisi dagang Kiwi ini . Pertama-tama hasil 
dagang (laba) akan dibagi antara nakhoda dan awaknya serta saudagar 
yanq bersangkutan menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya. 
Tetapi resiko barang dagangan hilang karena bajak !aut a tau 
malapetaka lain sepenuhnya ditangg ung saudagar. Kekua saa n 
Nakhoda di perahu adalah mutlak. Dia yang menentukan kemana 
perahu akan berlayar dan pelabuhan mana yang akan disinggahi , dia 
pula yang menentukan kapan bole h berdagang, dia ya ng juga 
menentukan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan para awak atau 
pedagang yang berada di perahunya. Pembagian kerj a di antara awak 
perahu telah ditentukan dengan pasti , selain nakhoda ada pula mual im, 
serhang, jurubatu , dsb. Tetapi pada umumnya para awak adalah 
pedagang pula karena mereka mendapat petak-petak dalam perahu 
untuk barang dagangannya, dan dapat menjaja barang dagangannya 
setelah Nakhoda selesai dengan perdagangannya sendiri . Mayoritas 
dipegang teguh dalam perahu dari menjadi tugas mualim Uuru mudi ) 
untuk menegakkan aturan-aturan agama mengenai moralitas (Reid 
1993: 124, 125) . 
Orang Melayu merupakan pedagang-pedagang yang tersebar 
di kota-kota dagang di Nusantara sejak Malaka direbut oleh Portugis 
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pada tahu n 1511 (Reid 1993: 126 ) . Mereka sering memil iki 
pemukiman-pemukiman sendiri di kota-kota dagang Nusantara yang 
dinamakan Kampung Melayu . Hubungan mereka dengan penguasa 
j uga ditcntukan sccara pasti schingga keselamatan dan pekerjaan 
mereka juga tcrj amin dari tindakan-tindakan semena-mena, seperti 
haln ya di Makasar umpamanya (Reid 1993: 126 .126). Kehadiran 
mereka scbagai hagian rcsmi dari kckuasaan kota-kota dagang di 
Nu santara kemungki nan besar berkaitan dengan perluasan bahasa 
Mel ayu scbagai lingua franka di kota-kota dagang di Nusan tara. 
Se lai n itu lcrdapat pula pedagang-pedagang Makasar yang 
menyebar teru tama ke Indonesia T imur sejak Goa-Tallo dihancurkan 
YOC pada tahun 1669. Mereka pun memiliki perkampungan sendiri 
scpcrti di Mal uku yang dinamakan Kampung Makasar. Bersama 
orang Jawa yang rupanya telah berada lebih dulu , dan kemudian 
disusul pula oleh-orang Bugis . Mercka merupakan penjaja-penjaja 
yang memenuhi fungsi distributor barang-barang dagangan impor 
di Maluku (Leirissa 1993). 
Suatu aspek pen li ng dari sejarah Kurun Niaga yang juga dibahas 
secara mendalam oleh Prof. Re id adalah apa yang dinamakannya 
"Revo lusi Agama" di Asia Te nggara. khu susnya di Nusantara . 
Bersamaan deng an terkaitnya Nusantara sccara intensif dengan 
jaringan pelayaran-niaga Samudra Hindia. maka meluas pula agama 
Islam. Para pedagang dari kota-ko ta dagang di India yang beragama 
Islam menjadi penyalur utama dari agama ini. Perubahan ini nampak 
pada tatanan kekuasaan sehingga isti1ah sultan mulai menggantikan 
istilah- istilah lokal (sepcrti raja atau kolajo di Maluku) , busana juga 
bcrubah dengan munculnya tatacara berpakaian yang serba mewah, 
ramhut yang dipotong pendck, dan sudah tentu bcrhagai rumah ibadah 
dengan para rohaniwan sebagai suatu kclompok sosial yang khas pula 
serta upacara- upacara keagamaannya. Proses yang mcningkat sejak 
abad ke- 14 ini scsungguhnya merupakan kelanjutan dari proses 
islamisasi yang tel ah herlangsung sejak abad ke- 1 J dan ke- 12 di India. 
Peranan utama kota-kota dagang di Nusantara ada lah sebagai 
penyalur rempah-rcmpah di bcrbagai penjuru duni a melalui pelayaran -
niaga Samudra Hindia . Peranan in i terutama meningkat sejak Malaka 
jatuh kc tangan Portugis. Scbelum itu para produsen dan pedagang 
rcmpah-rcmpah mcmbawanya Iangs ung ke Malaka. Dari Emporiam 
utama di Asia Tcnggara itulah rempah-rempah dari Nusatenggara di 
ekspor kc Cina, India . dari Timur Tcngah yang neneruskannya Iagi ke 
Eropa. Dengan demikian hisa dikatakan hahwa jatuhnya Malaka 
membawa akibat yanq tidak terduga berupa munculnya berhagai 
emporia di Nusantara seperti Aceh, Banten, Jepara, Gresik, Makasar, 
Ternate. Tidore. dsb. 
Rempah-rempah yang diperdagangkan terutama lada, cengkeh, 
pala dan fuJi . Cengkeh (Szyoium aromaticwn atau Carvophu/lus 
aromaticus) berasa l dari Maluku Utara . Dalam masa awal 
kurun Niaga ini produsen cengkeh hanyalah beberapa pulau saja di 
Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Makian, dan Motir. Bersamaan 
de ngan peningkatan perdagangan itu muncul pula empa t buah 
organi sas i politik yang dinamakan "kerajaan" atau kesultanan di 
Maluku Utara, yaitu yang berpusat di pulau-pulau Ternate , Tidore, 
Bacan dan Jailolo (Halmahera). 
Pad a mas a Mal aka ( 1400-1511) para pedagang dari wilayah ini 
maupun dari Jawa mengangkut cengkeh ke kota-kota pelabuhan di 
Jawa untuk diteruskan ke Malaka, dan dari Malaka para pedagang dari 
"atas angi n" maupun dari Cina membelinya dan membawanya ke 
berbagai emporia lainnya di Asia dan Timur Tengah. 
Tetapi setelah merebut Malaka pada tahun !51 I , Portugis bertekad 
untuk- menguasai kepulauan rempah-rempah itu . Usaha itu melahirkan 
hubungan dagang antara kerajaan Ternate dengan Portugi s pada tahun 
15 I 2. Sejak itu Portugis menempatkan seorang agennya (jeitor ) 
dengan pangkat kapten di Ternate bersama pengawalnya untuk 
membel i cengceh sambil menunggu armada dagang Portugis datang 
untuk mengakutnya ke Eropa. Sementara itu pihak Spanyol muncul 
dari Manila dan mengadakan persetujuan dagang dengan Tidore. 
Permusuhan, an tara kedua keraj aan itu maki n meningkat se telah 
masing-masing mengadakan hubungan daga ng dengan kedua 
kekuasaan yang bermusuhan itu (baru pada tahun 1580 Spanyol 
berkuasa atas Portugis sehingga kedua kerajaan itu disatukan). 
Namun hubungan antara Feitor Portugis di Ternate dengan para 
penguasa kerajaan , Ternate (sultan dan dodato) berangsur-angur 
memburuk karena persaingan di kalangan masing-masing . 
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Penghianatan te rjad i pada kalangan Portugis yang menyuruh 
membunuh sultan Hairun pada tahun J 570. Sejak itu putranya 
Baabullah mengadakan serangan-serangan dan blokade atas benteng 
Portugis di Ternate, sehingga pada tahun 1575, para pedagang Portugis 
bersama para pegawainya terpaksa meninggalkan Ternate. Dengan 
demikian putuslah hubungan dagang antara Ternate dan Portugi s. 
Hubungan Tidore dengan Spanyol berlangsung terus hingga tahun 
1665 ketika YOC berhasil menghalau Spanyol dari kerajaan itu pula. 
Sesungguhnya, kedudukan Portugis di Ternate, maupun Spanyol 
di Tidore, sama sekali tidak menghentikan perdagangan rempah-
rempah oleh para saudagar asing lainnya. Malah seperti telah muncul 
berbagai emporium lainnya di Nusatenggara untuk menggantikan 
peranan Malaka dan menjadi saingan utama dari menyaingi Portugis. 
Selain Makasa kola pelabuhan dari kerajaan kembar Goa-Tallo 
merupakan salah satu kota dagang utama dalam perdagangan rempah-
rempah dari Timur itu; tidak kurang penting pula adalah Banten. 
Sebab itu upaya Portugis untuk menegakkan si stem monopoli 
cengkeh di Maluku Utara sama sekali tidak berhasil. Perdagangan 
cengkeh malah mulai meningkat dengan tajam sejak sekitar tahun 1520 
dan mencapai puncaknya pada tahun-tahun 1620 (lihat grafik no. I ). 
Sampai tahun 1620-an, ketika YOC berhasil memperikuat sistem 
perdagangan monopolinya Maluku perdagangan rempah-rempah dari 
Maluku menduduki posisi penting dalam kurun Niaga. 
Keadaan itu tidak berbeda dengan pala dan fuli (dihasilkan dari 
pohon M yristica fragrans) yang ketika itu hanya dihasilkan di 
kepulauan Banda. Berbeda dengan di Maluku Utara, di kepulauan 
Banda tidak timbul organisasi politik yang dinamakan kerajaan atau 
kesultanan . Di wilayah ini setiap kelompok pemukiman (desa atau 
negri) berdiri sendiri-sendiri (otonom) tanpa adanya suatu kekuasaan 
yang lebih tinggi yang menyatukannya dalam organisasi politik yang 
mencakup terirorial yang luas. Inilah salah satu sebab mengapa dengan 
mudah J.P. Coen (Gubernur YOC) dapat menghancurkan penduduk 
kepulauan ini pada tahun I 62 1 dan menyerahkan perkebunan-
perkebunan pala mereka un tuk di kelola oleh pihak swasta (bekas 
pegawai YOC). 
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Pala dan fuli telah disalurkan ke Malaka sebelum abad ke-16, dan 
sesudah itu m.engalir melalui berbagai emporium di Nusantara seperti 
Makasar dan Banten . Sebagai bagian dari jaringan-jaringan Samudra 
Hindia dengan sendirinya agama Islam juga muncul di sini. Demikian 
pula berbagai kelompok suku lainnya seperti orang Jawa dan kemudian 
orangMakasar muncul dan bermukim di sana untuk memperlancar 
perdagangannya. Frckwensi perdagangan pala dan fuli tidak jauh 
berbeda dengan perdagangan cengkeh seperti nampak dalam grafik 
no.l dibawah ini . 
Seperti nampak dalam grafik itu, awal pertumbuhan perdagangan 
rempah-rempah dari Maluku adalah sekitar akhir abad ke-14. Peranan 
emporium Malaka, yang muncul dalam awal abad ke-15 itu, dalam hal 
ini tentu penting sekal i. Tetapi "take off' nya adalah justru setelah 
Mal aka jatuh ke tangan Portugis, yaitu seki tar 1520. Puncaknya adalah 
sekitar 1570 hingga 1620, setelah itu perdagangan rempah-rempah 









Perkiraan Ekspor Rempah-rempah ke Eropa 





Sumber : Reid 1993: 14 
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Tcntu ada pcnj elasan mcngapa terjadi peningkatan scjak 1520. 
Permintaan utama pada mulanya datang dari Cina (malah Perkataan 
cengkeh hcrasal dari hahasa Mandarin : Lhi jia atau zhen ga dalam 
dialck Kanton). Selain itu sejak 1400 permintaan dari Eropa j uga mulai 
mcni ngbt tcrutama melalu i Vcnesia, Genos dan Barcelona. Sejak itu 
permintaan Jari Cina dan Eropa meningkat pesat, sehingga akhirnya 
orang Eropa mcmutuskan untuk mencari jalan sendiri kc daerah 
rempah-rempah itu agar dapat mem helinya dcngan lehih m urah dan 
menjualnya lebi h tinggi . Prinsip perdagangan inilah yang mclahirkan 
berbagai perusahaan raksasa seperti VOC (untuk para saudagar 
Belanda) dan EIC milik para saudagar Inggris ). Persaingan antara 
Inggris dan Belanda akhirnya dimenangkan oleh Belanda hingga ahad 
ke- 19 (1880) . 
Lada hitam (paper nigrum) yang dihasilkan di Sumatcra, Jawa 
Barat dan kemudian juga Kalimantan Selatan , sesungguhnya bukan 
tanaman asli Nusantara, te tapi berasal dari India. tepatnya wilayah 
kerajaan India Selatan. Dari tcmpat asalnya itu tanaman komcrsial ini 
menj alar kc se luruh Malahar di pantai Tim ur India . Mungkin dalam 
abad kc-12 Lada Hitam telah mulai ditanam di Sumatra. tctapi ckspor 
komoditi ini menjadi pent ing sejak munc ulnya Pasai dan kcmudian 
Malak, malah di perkirakan ekspor dari Pasai selama adalah scki tar 
1400- 1800 ton. yaitu seperoh dari Malabar. Sejak 1400 penanaman 
!ada melintas pesat di Nusantara (demikian pun di Malabar). kedaerah 
Minangkabau dan semenanju ng. Pada mulanya memang ekspor dari 
Ma labar melebihi dari Nusantara, tctapi sejak orang-orang Eropa 
menemukan jalan !au t melalui Afrika Selatan , maka sejak pcrtcngahan 
ahad ke- I 7 prod uksi !ada dari Nusantara meningkat melcbihi dari 
India, tcrutama karena diperebutkan oleh Inggris, Belanda, dan Cina 
(Reid 1993: 7 .. 10). 
Perbandingan ekspor !ada da ri India dan dari Nusantara adalah 













Perkiraan Ekspor Lada ke Eropa 
0 dari India 
• dari Asia Tenggara 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~ 0 N V ~ ~ 0 N V ~ ~ 0 N ~ ~ ~ 
M V V V V V ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Sumber : Reid 1993: 21 
Berbeda dengan di Maluku, dimana rempah-rempah dapat 
dikendalikan oleh VOC dibeberar'a pulau saja., !ada tidak sepenuhnya 
dikuasai VOC. Ekspor !ada terbesar dari Nusantara berasal dari Aceh. 
Kerajaan yang menggantikan Pasai ini berhasil meluaskan 
kekuasaannya meliputi pesisir Sumatra Barat dan Sumatra Timur di 
mana !ada banyak dihasilkan. Produksi !ada dikendalikan oleh Aceh 
melalui para "panglima"nya yang ditempatkan di titik-titik strategis 
sepanjang garis-garis pantai tersebut. Upaya VOC untuk menaklukkan 
Aceh selalu gaga!, walau VOC dapat merebut Malaka dari tangan 
Portugis pada tahun 1641. 
Upaya VOC untuk mendapat akses ke produksi !ada yang dikuasai 
Aceh itu berawal di Sumatra Barat. Melalui perundingan-perundingan 
dengan para penguasa lokal, VOC berhasil menyingkirkan Panglima 
Aceh yang berkedudukan di pesisir Sumatera Barat. Suatu perjanjian 
yang dibuat pada tahun 1662 memberi hak bagi VOC untuk membeli 
seluruh !ada di wilayah itu (Perjanjian Painan). 
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Sclain itu YOC juga herhasil menguasai produksi !ada yang 
dik.cndalikan Bantcn. Kerajaan itu juga berhasil menguasai produksi 
!ada di Sumatra Selatan yang tidak dikendalikan Aceh. Jangkauan 
kckuasaan itulah yang antara lain menyebabkan kota dagang Banten 
mcnjad i ramai dan menggantikan peran Malaka. Upaya YOC pada 
awal ahad kc- 17 untuk menguasai kerajaan ini juga gaga!, sehingga 
VOC terpaksa harus menyingkir keperbatasan timurnya dimana 
akhirnya mereka berhasil membangun seb uah benteng (Batavia) 
schagai pusat kegiatan perdagangan di Asia. 
Sementara itu konilik mengenai suksesi antara keluarga raja di 
istana Banten mendatangkan campur-tangan YOC. Salah seorang 
putra raja memperkuat dirinya dalam konflik mengenai suksesi itu 
dengan cara bersekutu dengan VOC. Dalam perang saudara yang 
melet us tahun 1680 YOC mengadakan intervcnsi atas salah satu pihak 
dan hcrhasil merebut istana. Sultan Banteng yang baru menandatangni 
perjanj ian kerjasama dcngan YOC pada tahun 1683. Antara lain 
ditentukan bahwa scluruh produksi !ada disalurkan kcpada YOC saja: 
dan herkaitan dengan itu semua saudagar asing yang berdiam di 
Banteng, baik orang Asia maupun orang Eropa. dilarang hermukim di 
kota dagang itu . Scjak itu lah Bantc n kchilangan dimen si 
kosmopolitannya dan mcnjadi bagian dari jaringan pcrdagangan YOC 
hersama Maluku . Makasar (yang dircbut YOC tahun 1669) dan 
Padang . 
2.2 Domina~i VOC 
Pengaruh YOC dan EIC dalam pelayaran -niaga Samudra Hindi a 
dipelajari dcngan saksama oleh Chaudhuri pula ( 1989). Dorongan 
utama kedua hadan dagang raksasa dari Belanda dan Inggri s itu adalah 
untuk mendapat keun tu ngan yang sehcsar- hesarnya dari perdagangan 
rempah-rcmpah. Un tuk i tu mercka ha ru s menyingkirkan para 
pedaganq dari Iberia (Portugis dan Spanyol) yang telah 1cbih du1u 
memasuki Samudra Hindia. Sekalipun motivasi Spanyol dan Portugis 
ke Asia pada mul annya ada1ah soal agama (menyebar agama Kristen 
dan melawan Is lam), namun ketika mereka herhasil melintasi Tanjung 
Harapan dan berhadapan dengan kekayaan pelayaran-niaga Samudra 
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Hindia maka unsur-unsur komcrsial menjadi lebi h dominan . Kegiatan 
pcrdagangan orang-orang Iberia itu malah bcrhasi l mematahkan jalur 
jalur dagang Timur Tengah ke Eropa mclalui kota-kota dagang di ltalia 
sepertia Venesia. Genoa dan Barselona. 
Mengapa orang-orang Eropa Barat (Inggris dan Belanda) dapat 
mcrcbut pasaran di Samudra Hindia yang tclah dimasuki olch Portugi s 
adala h s uatu pertanyaan yang selalu mcnarik. Ada yang 
mcngemukakan kenyataan hahwa perhedaannya adalah dalam sistem 
manajemcn pcrdagangan: organisasi Pcrdagangan orang-orang Iberia 
adalah pcrusahaan ncgara" karena dikuasai oleh raja dan para 
hangsawan, sedangkan perusahaan-perusahaan dagang lnggris dan 
Belanda (ElC, VOC) adalah perusahaan-perusahaan swasta milik 
kaum "bourgoisie" sebagai pemegang saham. 
Perbedaan dalam organisasi pcrdagangan memang dampak 
penting dalam jangka panjang. "Perusahaan ncgara'· mencari 
keuntungan tetapi dcmi kerajaan, perusahaa n swas ta mencari 
keuntungan juga tctapi demi para saudagar itu sendiri . Para pejahat 
Portugis dan Spanyol adalah pegawai raja yang melakukan tugas 
"kerajaan" . yang mcngambil kesempatan untuk memperkaya diri 
sendiri melalui perdagangan itu. Hal ini terjadi juga dalam perusahaan 
swasta tetapi lebih mudah diawasi oleh pimpinan perusahaan. 
Sistem pembukuan VOC, umpamanya. memang berwujud ganda. 
Pada satu pihak ada pemhukuan yang dilakukan di negeri Belanda 
oleh Pimpinan perusahaan, pada pihak lain Batavia juga memiliki 
sistem pembukuan sendiri. keduan ya tidak pernah cocokkan: 
mengingat komunikasi yang sulit hal itu memang tidak mungkin 
dilakukan. Sebab itu orang tidak pernah dapat mengatakan banyak 
modal yang dimiliki VOC, seberapa banyak sesungguhnya 
keuntungan yang diperolehnya setiap tahun. Tetapi jelas sekali bahwa 
selama abad ke-17 VOC mencapai keuntungan yang besar, dan para 
pemegang saham mendapat dividen secara terat ur (Gaastra 1989, 
1991 ). Sekalipun kemudian mengalami kemunduran secara ekonomis, 
tetapi para pimpinan perusahaan di Eropa tetap berhasil menyakin 
para pemegang saham atas kemampuan VOC. sebab itu VOC tetap 
bertahan sampai akhir abad ke-18 . Hal yang sama tidak bisa dikatakan 
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mengenai kegiatan perdagangan yang dikendalikan kerajaan di 
Portugis . 
Aspek Jain dari perusahaan -perusahaan besar dari Eropa Utara itu 
ada lah apa yanq oleh Chaudhuri dinamakan "administrative trade". 
Si stem perdagangan YOC dan EIC ditu njang olch scbuah administrasi 
yang terlepas dari sis tem pegawaian kerajaan. 
Sistem administrasi VOC yang berpusat di Batav ia itu hertumpu 
pada jenjang kepegawaian pegawai yang dinamakan "koopman" 
(pedagang) . Orang biasanya mulai dari jenjang yang paling bawah, 
yaitu "onderkoopman" (caJon pedagang), kemudian bi sa meningkat 
menjadi "koopman" (pedagang), dan akhirnya kalau nasibnya baik bi sa 
mencapai "opperkoopman " (pedagang besar). Tetapi para pedagang 
(koopman ) itu bi sa juga diberi tugas-tugas poli tik yang lebih luas 
manakala kantor-kan tor dagang VOC ditempaHempat tertentu harus 
memelihara hubungan-hubungan politik dan sosial dengan masyarakat 
sekeli lingnya Sehab itu pada tingkat yang paling rendah, dimana YOC 
tidak memililu kepentingan -kepentingan non-busines yang luas, kepala 
kant o r da ganganya ha nya be rpa ngka t "comandant", sepert1 
umpamanya di Pandang setelah Perj anjian Painan . Kemudian karena 
perluasan keg ialan pangkat kepala kantor itu manjadi residen , seperti 
halnya juga di Manado Tetapi kalau hubungan-huungan itu mul ai 
mel uas, maka wewenang kepala kantor dagang pun meluas, dan 
pangkatnya menjadi Residen . Sejumlah residen di suatu wilayah, 
seperti di Mal uku atau Makasar dan di Pantura. di koordi nasi oleh 
seorang Gubernu r. Semua Gubcrnur maupun Komandant berada di 
hawah seorang Guhernur Jendral yang herkedudukan di Batavia . 
Si stem ini mulai bcrlaku sejak Jan Pieterszoon Coen menjabat sehagai 
Gubernur Jendral di Batavia (1619). Gubernur jendral pun memilik1 
sebuah staf penasehat (Raad yan lndi e) dengan sebuah staf 
adminis trasi yang luas. Dibandingkan dengan organiasi dagang 
Portugis yang feodalistik itu sis tem YOC lebih rasional. 
Alasan lai n mengapa Portugis dan Spanyol akhirnya dihalau dari 
dunia pelayaran niaga Samudra Hindia adalah soal politik. YOC 
adalah sebuah badan dagang yang sekalipun dimiliki kaum Kalvin is 
(Protes tan) di belanda berupaya untuk bersikap netral dalam soal 
perdagangan di Asia . Sebal iknya Portugis dan Spanyol yang pernah 
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hcrhadapan dengan kekuasaan Is lam di henua lhcria itu . tetap 
di liputi o I eh scntimen-scntimen anti Islam yang sulit ditundukkan 
dcmi perdagangan. Sehah itu pula VOC dalam periodt' awa I nya 
dapat bergerak dengan leluasa di kota-kota dagang Nusantara yang 
bercorak Islam 
Padahal , menurut Chaudhuri , dalam soal strategi perdagangan 
sesu ngguhnya VOC (maupun IEC) hanya meniru cara-cara yang telah 
ditempuh Portugis selama seabad sebel um kehadiran mereka di 
Samudra Hindia. Sistem "pass jalan" yang oleh Portugis dinamakan 
"carata s" ditiru olch VOC dan EIC. Juga sistem perhentengan di kota-
kota dagang yang penting adalah cara Portugis yang ditiru pula. 
Pengawasan jalur-jalur perdagangan, umpamanya antara Goa di India 
dan Malaka di Semenanjung melalui sistem pas jalan dan armada yang 
meng hubungkan benteng-benteng di kedua tempat itu , kemudian 
muncul pula dalam masa VOC (dan EIC) . 
Aspek kemiliteran ini yang terdapat baik pada o rgani sasi 
perdagangan Portugis maupun pada VOC dan IEC, oleh Chadhuri 
dinamakan "armed trade" (perdagangan bersenjata) . Dalam hal ini 
pun ternyata VOC dari EIC Iebih unggul dari Portugis . Belajar dari 
pengalaman orang-orang Iberia itu para saudagar dari Eropa Utara 
berhasil menciptakan kapal-kapal Iayar yang lebih kecil dan Iebih 
gesit. Dengan demikian dalam pertempuran-pertempuran !aut kapal -
kapal Portugis yang besar dan sulit dikendalikan itu cenderung kalah 
baik dan VOC maupun dari IEC. 
Sebab itu tidak mengherankan kalau persaingan antara VOC dan 
Portugis di Nusantara tidak berlangsung lama dan seru. Dua pusat 
kekuasaan Portugis dengan mudah direbutnya, yaitu pertama benteng 
di Ambon pada tahun 1605 yang oleh VOC dinamakan "Victoria" 
(kemenangan) , kemudian Malaka direbut pada tahun 1641 . 
Persaingan dengan E IC dan para saudagar Eropa lainnya seperti 
orang-orang Denmark. Prancis, dan lain-lain. dan para pedagang dari 
Asia berlangsung Iebih lama dan seru. Dalam proses itu VOC 
menduduki berbagai kota dagang Nusantara di mana para pedagang 
itu berada. Seperti telah disebut di atas , Makasar diduduki pada tahun 
1669 untuk mencegah "penyelundupan" rempah-rempah dari Maluku . 
kemudian juga telah disinggung jatuhnya Banten pada tahun 1683. 
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Kota-kota dagang di pantai utara pulau Jawajatuh ke tangan VOC 
karena alasan la in. Semasa Sullan Agung (1613- 1677) kota-knta 
pelabuhan itu dikendalikan dengan ketal oleh keraton . Para bupati 
tidak bi sa berdagang sendiri tanpa iz.in dari keraton . Malah kegiatan 
mereka sangat dibatasi. 
Tetapi Sepeninggal Sultan Agung kerajaan Mataram dikuasai 
oleh raja-raja yang lemah. Peperangan senantiasa be.rkobar dalam 
wilayah kerajaan. Dalam keadaan itu Amangkurat I meminta bantuan 
VOC umpamanya dalam menghadapi pemberontakan Trunojoyo. 
VOC se lalu menuntut imbalan setelah perang usai . Sehab itu 
berangsur-angsur pantai utara pulau Jawa diserahkan kepada VOC. 
Pada tahun 1677 praktis semua bupati wilayah itu tunduk pada VOC, 
bulan lagi pada keraton . VOC lalu membatasi kegiatan perdagangan 
mereka haik ke Maluku maupun ke Banten (yang baru dikuasai pada 
tahun 1683 itu). Dengan demikan berangsur-angsur pula peranan 
saudagar-saudagar dari India maupun Timur Tengah menghilang dan 
selanjutnya para bupati berhubungan langsung dengan VOC atau 
melalui para pedagang Cina. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejak tahun 1680 VOC 
berhasil menguasai semua jal ur perni agaan rempah-rempah di 
Nusantara. Kota-kota pelabuhan pengekspor rempah-rempah dikuasai 
dan para saudara asing yang menetap di kota-kota dagang itu dihalau . 
melalui "administrative trade" dan "armed trade" yang sangat efektif 
VOC berhasil mengorganisasikan Nusantara dari pola pelayaran-niaga 
Samudra Hindia. 
Dengan demikian pula Kurun-Niaga bagi Nusantara yang mulai 
meningkat sejak 1400 itu praktis mulai mundur herangsur-angsur sejak 
1620 dan sejak 1680 herhenti samasekali . Padahal di wilayah-wilayah 
lainnya dari Samudra Hindia pola itu masih berlangsung hingga 
pertengahan abad ke- 18, ketika bangsa-bangsa Barat muncul dengan 
industrialisasinya yang membutuhkan bahan-bahan baku lain. Dalam 
perkemhangan itu kapital isme Samudra Hindia tidak sanggup 
bersaing. Maka berakhirl ah sebuah zaman yang gemilang dalam 
sejarah Asia. 
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Seiak itu hangsa-bangsa Barat yang telah menguasai pelayaran-
niaga Asia itu beralih ke hidang pertanian. Maka muncullah suatu 
proses komersialissi pertanian sebagai bagian dari kolonialisme di 
Asia. Asia sejak itu menjadi pemasok bahan-bahan baku industri di 
Eropa yang meningkat pesat sejak abad ke-19. 
2.3 Nusanlara Semasa VOC 
Namun adalah keliru kalau dikatakan bahwa sejak tahun 16HO 
VOC telah menguasai seluruh ekonomi Nusantara. VOC hanya 
menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di 
Eropa. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya 
adalah untuk menjamin monopoli alas komoditi itu (rempah-rempah) . 
Selain itu VOC tidak memikirkan untuk membangun sistem pasokan 
kebutuhan-kebutuhan hidup penduduk, kecuali bahan-bahan pakaian 
(teksti l) yang produksinva di India dikasasinya juga. Maka di tengah 
celah yang disediakan sistem VOC itu muncullah pola.perdagangan 
lain yang samasekali berada dalam tangan penduduk lokal. 
Penelitian belum banyak dilakukan mengenai aspek ini . Satu hal 
adalah jelas, yai tu bahwa pola perdagangan ini tidak bersifat kapitalis 
dalam arti mengejar keuntungan ·dan kekayaan untuk inventasi dan 
perluasan usaha . Sistem nilai yang berada dibalik kegiatan 
perdagangan ini lain samasekali dan mengacau pada sistem budaya 
setempat. Sebab itu terdapat cukup banyak variasinya . Di sini 
dikemukakan dua varian, yai tu di Jawa dan Bugis - Makasar. Pasa 
kasus Jawa nampaknya motivasi utama para penguasa ikut dalam 
perdagangan adalah untuk memperkuat kekuasaannya melalui 
kekayaan . Dalam kasus Bugis-Makasar unsur solidaritas sosial 
nampaknya lebih menonjol. 
Pertama-tama perlu dikemukakan adanya pendapat bahwa setelah 
VOC menguasai kota-kota dagang di pantai utara pulau Jawa maka 
hubungan ekonomi antara wilayah "pesisir" dengan pedalaman 
(keraton) telah terputus . Penelitian Dr. V.J.H. Houben dari Universitas 
Leiden, membuktikan adanya kenyataan yang sebaliknya (houben 
1994). Pembahasannya didasarkan pada penelitian sumber VOC serta 
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kesimpulan sejumlah sarjana lainnya yang juga mempelajari masalah 
ini seperti Dr. P. Carey dan Prof. M. Ricklefs. 
Dari penelitian-penelitian itu ternyata baik sumber sejarah lokal 
seperti Babad Tanah Jawi maupun sumtber-sumber VOC menunjukan 
bahwa para penguasa di Mataram tetap berkepentingan dengan para 
bupati di pesisir untuk urusan dagang. Gerbang-gerbang tol terutama 
sepanjang Bengawan Solo yang selalu menjadi sumber keuangan 
penting dari keraton menunjukkan bahwa arus perdagangan antara 
pedalaman ke pesisir melalui sungai tetap penting. Pada tahun 1746 
Gubernur Pantai Utara Jawa, G.W. van Imhoff berhasil merundingkan 
gerbang-gerbang tol itu sehingga Pakubuwono kedua bersedia 
menyerahkan pengelolaannya kepada VOC sejak tahun 1175 dengan 
imbalan keuangan yang cukup menguntungkan . VOC kemudian 
melelang gerbang-gerbang tol itu kepada para saudagar Cina. Baru 
pada tahun 1812 seluruh hak atas gerbang-gerbang tol itu diserahkan 
sepenuhnya kepada Belanda sehingga menyebabkan kerugian besar 
bagi keraton. 
Setelah tahun 1755 (Perjanjian Gianti) kehidupan ekonomi di 
wilayah Mataram malah meningkat pesat sekalipun secara politik telah 
terjadi kekacauan, antara lain akibat aneksasi -aneksasi oleh VOC. 
Jnteraksi ekonomi antara pedalaman dan pesisir terus berlangsung 
pesat. Namun sejak 1755 keuntungan tidak lagi terutama dipetik oleh 
keraton tetapi oleh para sikep atau petani pemilik tanah yang bertindak 
sebagai entrepreneur juga. Namun sudah sejak tahun 1816, ketika 
Belanda kembali menguasai Jawa, muncul entrepreneur Barat yang 
kuat dalam permodalan yang mengusahakan berbagai tanaman 
dagangan seperti kopi, indigo dan gula di wilayah kerajaan. Tetapi 
keadaan itu berubah lagi sejak tahun 1830 yaitu setelah Perang 
Diponegoro, ketika pemerintah sendiri menjadi pengusaha perkebunan 
dan memunculkan Cultuurstelsel atau sistem Tanam Paksa (Houber 
1994) . 
Seperti halnya Houben, Dr. Nagtegaai juga membuktikan bahwa 
perdagangan merupakan suatu masalah yang penting da1am kehidupan 
para bupati. Malah ia menciptakan suatu konsep untuk menjelaskan 
so a) itu, yai tu "polotical en 1 repreneu r" . Penelitiannya mengena1 
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scjumlah bupati pesisir dan pedalaman menunjukkan, bahwa para 
bupati sangat berkepentingan dengan perdagangan. Kegiatan itu 
dilakukan bukan tcrutama untuk menupuk kekayaan sehingga bisa 
mcningkatkan kemampuan usaha (investasi), tetapi lebih banyak 
berkaitan politik. Dengan memiliki banyak uang yang dihasilkan dari 
perdagangan, maka para bupati juga bisa mengokohkan kedudukan 
dan kekuasaannya. Malah tidak jarang terjadi persaingan segi-tiga 
antara bupati , VOC dan keraton. Bupati berusaha tetap bertahan pada 
kedudukannya sekalipun sudah tidak dianggap layak oleh keraton 
dengan cara mencari dukungan dari VOC. VOC pun mencoba 
meyakinkan keraton bahwa bupati yang bersangkutan layak 
dipertahankan karena ada keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh 
VOC melalui bupati tersebut (Nagtegaal 1994). 
Keadaan di Maluku dengan sendirinya sangat berlainan dengan di 
Jawa. Seperti telah dikemukakan di atas, sudah sejak tahun 1620-an 
Maluku diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran-niaga Samudra Hindia. 
Kebijaksanaan ekonomi VOC terhadap Maluku sejak itu bersikap 
dualistik. Pada satu pihak VOC berusaha agar daerah-daerah produksi 
cengkeh di Maluku Utara yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan 
Ternate. Tidore, Bacan dan Jailolo, dihilangkan. melalui berbagai 
perjanjian tertulis dengan para sultan yang diperbaharui dari waktu ke 
waktu . pihak kerajaan menyetujui keinginan VOC agar cengkeh dan 
pala tidak diproduksi dan dijual di Maluku Utara. Untuk melaksanakan 
hal itu hampir setiap tahun (biasanya pada akhir tahun) diadakan apa 
yang dinamakan "extitpatie" atau penebangan pohon-pohon cengkeh 
atau pala yang terdapat dalam wilayah kerajaan-kerajaan tersebut. 
Sebagai imbalannya para sultan · dan bobato (pejabat kerajaan) 
menerima sejumlah uang yang dinamakan "recognitiepenningen" . 
(Leirissa 1977) Sejak tahun 1620-an VOC berhasil memindahkan 
produksi cengkeh dari Maluku Utara ke kepulauan Ambon. Wilayah 
inilah yang kemudian dikenal sebagai produsen cengkeh yang 
terpenting di Maluku (Knaap 1987). 
Keadaan di kepulauan Banda yang memproduksi pala dan fuli 
sedikit berlainan. Seperti dikemukakan di atas, di sini tidak terdapat 
kerajaan seperti halnya juga di kepulauan Ambon. Sejak tahun 1621 
VOC berhasil mengatasai daerah ini dan menyerah kepada bekas 
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pega wai VOC untuk mengel ola perkebunan-perkebunan tersebut. 
Kebun-kebun pala itu dibagi dalam kapling-kapling yang dinamakan 
"perken". dan para pengelolanya dinamakan "perkeniers" . Penduduk 
kepu lauan itu sebagian besar melarikan diri ke Seram Timur atau ke 
Makasar, sedangkan para pemimpinnya diangkut ke Jakarta untuk 
dijadikan tenaga kerja. 
Dengan beralihnya jalur-jalur perdagangan rempah-rempah dan 
daerah produksi remah-rempah ke tangan VOC, maka pertaniyan yang 
muncul adalah bagaimana proses pemenuhan kebutuhan masyarakat 
lokal ? VOC dengan sendirinya tidak bisa mengambi l-alih fungsi itu 
karena akan sangat merugikan perusahaan. Kepentingannya adalah 
pasaran di Eropa yang membutuhkan rempah-rempah . Kegiatan 
ekonomi lain yang tidak membawa omzet yang besar hanya akan 
mejadi beban. 
Suatu penelitian yang dilakukan oleh R.Z. Leirissa mengenai 
perdagangan di sekitar Laut Seram membuktikan bahwa kegiatan 
perdagangan tidak terhenti di wilayah ini sekalipun memang bukan 
rempah-rempah ya ng menjadi pr imadonan ya sepe rt i sebelu m 
1620-an . Di samping "administravi trade" yang dikeloia VOC dan 
terutama menyangkut rempah -rempah. terdapat pula "non-formal 
trade'' yang di lakukan oleh para pedagang lokal dan Bugis· Makasar. 
Pusat-pusa t "administrative trade" yang men yangkut kebutuhan 
penduduk adalah di "pasar kompeni" yang terdapat baik di Ternate 
maupun di Ambon. dan pusat dari non-formal trade terutama terdapat 
di Seram Timur dan Seram Utara. Juga countrY traders (pedagang 
swasta Inggris) yang mulai memasuki Maluku sejak pertengahan abad 
ke-1 8 harus dimasukan dalam non-forma/ trade. Hubungan pedalaman 
dan pesisir di Seram yang dilakukan melalui suatu sis tem barter yang 
khas dengan perantara-perantara di pesisir yang dinamakan kamai 
(Seram Utara) tergolonong non-formal trade (Leiri ssa 1994). Malah 
di wilayah fo rmal trade seperti pula u Ambon yang dikuasai 
sepenuhnya oleh VOC terdapat pula non-formal trade yang di lakukan 
olch pegawai-pegawai pensiunan Bclanda atau golongan "burger'' 
(golongan penduduk ota yang bukan pegawai VOC) . Hu hungan-
hubungan se macam ini ternyata lebi h hcrsifat pribadi daripada 
hubungan ekonomi yang ras ional (Leirissa 1982). 
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Selain itu para pcdagang Makasar-Bugis memenuhi suatu fungsi 
yang penting dalam dunia ekonomi. Banyak di antara mcreka yang 
berdiam di kota-kota Ambon dan Ternate dalam pemukiman-
pemukiman sendiri yang dinamakan kampung Makasar. Peranan 
mereka di sini termasukfarma/ trade karena mereka berdagang dengan 
izin (sural izin berlayar) yang dikeluarkan VOC. Tetapi selain itu 
tcrdapat pula pcmukiman-pemukiman Makasar di Seram Utara dan 
Seram Timur. Kegiatan perdangangan mereka tergolong non~(onnal 
trade . Banyak di antara mereka telah menyatu dengan masyarakat 
setempat melalui perkawinan seperti di kepulauan Gorong dan Seram 
Laut. Fungsi mereka adalah sebagai agen yang mengumpulkan 
berbagai produk laut yang setiap tahun akan diangkut oleh para 
pedagang Makasar yang memasuki wilayah ini tanpa izin VOC dengan 
paduakang-paduakangnya. Melalui jalur pedagangan ini wi 1 ayah Laut 
Seram (dan kemudian juga Laut Banda) terkait dengan para saudagar 
Makasar dari Bugis yang bermukim di Bali, Lombok dan Sumbawa 
yang pada gilirannya meneruskan produk-produk 1aut dari Maluku itu 
ke Singapura yang muncul sebagai bebas sejak tahun 1824 (Leirissa 
1883). 
PENILAIAN 
Penclitian mengenai VOC kini mulai digiatkan kemba1i , terutama 
setelah Prof. Dr. Meilink-Roelotsz membentuk suatu team penelitian 
di Universitas Leiden. Berbagai masalah memang masih perlu dite1iti . 
Masa1ah pembukuan VOC merupakan suatu hal yang cukup 
memusingkan seperti dikemukakan o1eh Gaastra dalam bukunya 
tersebut di atas. Soal perkapalan juga masih menunggu selesainya 
penelitian yang kini ditangani sejumlah sejarawan di Leiden . Selain 
itu tentu diperlukan pula penelitian mengenai kegiatan VOC 
diberbagai bentengnya di Nusantara. Mengenai hal ini Dr. G.J . Knaap 
telah memelopori dengan studinya mengenai VOC di kepulauan 
Ambon untuk melengkapi buku dari Rumphius yang diterbitkan tahun 
1912 itu . 
Masalah lain adalah dampak VOC pada pola pelayaran-niaga di 
Nusantara. Di atas telah dikemukakan beberapa hasil penelitian 
mengena1 Maluku . Tetapi bagaimana keadaannya di pantai Utara 
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pulau Jawa belum bisa dikatakan dengan pasti . Demikian pula keadaan 
VOC di Makasar, di Banjarmasin di Padang, dan sebagainya. 
Semua masalah tersebut masih menunggu para peneli tian yang 
mahir, bukan saja dalam masalah-masalah metodologi sejarah tetapi 
juga dal am bahasa dari tuli san Belanda abad-abad dan ke- 17 dan 
ke- 1 8. 
Sememtara itu bi sa di si mpulkan bahwa pengaruh VOC di 
Nu santara sesungg uhnya terdapa t dalam duni a ekonom i saja 
khususnya pelayaran-niaga. Semua kota dagang pengekspor rempah-
rempah di Nusantara sampai tahun I 680 berangsur-angsur dikuasai 
VOC. Hanya Aceh saja yang tidak dapat dikuasainya. Kerajaan Brunei 
yang sesungguhnya telah muncul pula bersamaan dengan Pasai , malah 
samasekali tidak disentuh oleh VOC. Hal ini disebabkan terutama 
karena Brunai bukan kota dagang pengekspor rempah-rempah. Dalam 
jangka panjang dapat dikatakan bahwa terlepasnya Brunai dari 
genggaman VOC membawa akibat masuknya lnggris di wilayah itu. 
Sejarah memang penuh dengan unsur- unsur kebetulan (incidents), 
di samping hasil upaya yang sengaja direncanakan atau yang sudah 
menjadi pol a yang sulit diu bah . Selain Brunei , j uga Timor-Ti mur tidak 
menjadi perhatian VOC, sekalipun banyak orang Portugis yang diusir 
oleh Babullah dari Ternate pada tahun I 575 melarikan diri ke tempat 
itu . Perkembangan yang berbeda terjadi di Ambon di mana sebagian 
dari orang Portugis yang melarikan diri dari Temate itu menetap dan 
berhasil mendirikan benteng yang kuat di sana pada tahun 1580. 
Kedudukannya yang strategi s dalam perdagangan rempah-rempah di 
Maluku, maka pada tahu n 1605 VOC merebutnya dari Portugis . 
Minahasa adalah kasus lain lagi. Di sini kepentingan VOC pertama-
tama bukan rempah- rempah tetapi beras yang diperlukan untuk 
makanan bagi awaknya di berbagai benteng di Maluku. Perkembangan 
sejarah Minahasa dengan demikian mempunyai pola yang berlainan 
dengan perkembangan di Maluku . Semua ini mas ih memerlukan 
pene I itian yang mendalam sebelum bisa disimpulkan dengan pasti 
kedudukannya dalam sejarah ekonomi. 
BAB III 
CENGKERAMAN KOLONIALISME 
Dari segi ekonomi VOC samasekali tidak mengubah tatanan 
agraria di Nusantara kecuali di Maluku. Di wilayah tersebut intervensi 
VOC mengakibatkan daerah prokuksi cengkeh yang sebelumnya 
berlokasi di beberapa pulau di Maluku Utara Ternate, Tidore, Makian, 
dan Motir dialihkan ke kepulauan Ambon (Ambon, Haruku, Saparua 
dan Nusalaut). Sebab tindakan VOC di Maluku Utara dan di 
kepulaun Ambon berbeda sekali. Kalau di Utara ditegakkan larangan 
menanam dan menjual rempah-rempah (extierpa tiestelsel) maka di 
kepulauan Ambon justru penduduk diwajibkan menanam cengkeh 
untuk dijual kepada VOC (cultuur stelsel). Di kepulauan Banda terjadi 
perubahan sedikit pula dengan mengalihkan pengelolaan kebun-kebun 
pala milik penduduk kepada orang Eropa (perkeniers). Untuk 
menjamin mutu produksi maka pengawasan dalam rangka 
pemeliharaan, pemetikan dan penyerahan ke loji-loji VOC di jalankan 
dengan ketal oleh VOC, baik di Ambon maupun di Banda. 
Selain itu. di wilayah Priangan, VOC berhasil mengadakan 
kerjasama dengan para bupati untuk mengerahkan penduduk menanam 
kopi untuk dijual pada VOC. "Preangerstelsel" ini terutama terdapal 
di abad ke-18 di beberapa kebupaten di Priangan. Kopi memang bukan 
tanaman asli di Nusantara, tetapi berasal dari Semen. Sudah sejak 
abad ke-17 VOC mulai membeli kopi di wilayah Timur Tengah itu 
karena ada pasarannya di Eropa. Kegemaran minum kopi, seperti juga 
nanti kegemaran minum teh, ketika itu masih terbatas pada kalangan 
elite karena harganya yang sangat tinggi . Untuk mencapai keuntungan 
51 
52 
yang lchih hcsar lagi dari perdagangan kopi . maka VOC mcmhuka 
perkchunan-pcrkebunannya sendiri . Huhungan politik dengan para 
bupati Ptiangan yang dianggap telah menjadi kawula VOC karcna 
dialihkan oleh Mataram pada tahun 1677 merupakan faktor utama 
yang memungkinkan hal itu. 
Sclchihnya di Nusantara. VOC tidak mengadakan intervensi 
dalam produksi agraria yang terutama terd iri dari !ada itu. 
VOC hanya herusaha memperoleh hak pembelian dan penjualan 
tunggal (monopoli) saja. Itupun tidak seluruh wilayah produksi !ada 
bisa dikuasai VOC , karena terutama kerajaa n Aceh berhasil 
menghindari sis tem monopoli itu . 
Keadaan yang berlangsung dalam abad ke-1 7 dan ke-18 tersebut 
di atas mulai berubah secara mendasar dalam abad ke-19, dan bermula 
di Jawa. Bermula dengan suatu sistem perkebunan yang mirip dengan 
apa yang telah diselenggarakan di kepulauan Ambon maupun di 
Priangan, yaitu "cu/tuurstelsel" . kemudian dalam paruh kedua abad 
ke-19 meluas menjadi perkebunan swasta. Selain di Jawa 
"cultuurstelsel" juga dilaksanakan di Minangkabau dan di Minahasa, 
keduanya sama-sama sistem pembudidayaan kopi. 
Kemudian Belandajuga membuka kesempatan bagi modal swasta 
untuk menggarap pertambangan. lnfrastruktur berupa sistem 
perkapalan yang mencakup se luruh Nu santara dilaksanakan 
juga dalam paroh kedua abad ke-19. Manufaktur secara kecil-kecil 
juga muncul di sana-sini. Sistem perekonomian ini berlangsung terus 
sampai bagian kedua abad ke-20. Bahkan berangsur pula setelah 
Indonesia mencapai kemerdekaannya pacta tahun 1945. Baru dalam 
tahun-tahun 1950-an ketika hubungan ekonomi maupun politik antara 
R.I. dengan Belanda terputus samasekali , terjadi perubahan yang pada 
dasarnya hanyalah perubahan pemilikan. Perubahan mendasar, yaitu 
lndustrialisasi, baru mulai berlangsung dengan jelas di masa Orde 
Baru. 
Perkembangan kapitalis dalam tatanan agraria Indonesia itulah 
yang akan dikemukakan dalam bab ini, baik segi positifnya maupun 
segi negatifnya . Dengan demikian diharapkan muncul kejelasan 
mengenai beberapa hal. 
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Pertama, pembangunan ekonomi Indonesia se1>ungguhnya sudah 
mulai berlangsung di abad ke- 19. 
Kedua, pembangan ekonomi sejak abad ke-19 1tu adalah ekonomi 
kolonial, di mana Indonesia hanya menjadi wilayah produksi bahan 
baku, sedangkan industri yang mengelolanya ada di Eropa (Belanda). 
Ketiga, sis tem ekonomi kolonial itu adalah ekonomi pulau per 
pulau karena hubungan struktural di seluruh Nusantara, kecuali sis tern 
perhubungannya, tidak ada. 
Keempat, pembangunan ekonomi berdasarkan sis tem kapitalisme 
ini membawa dampak yang negatif maupun posi tif dalam kegiatan 
ekonomi masyarakat Indonesia. 
Sumber sejarah untuk bab itu, seperti juga bab III adalah sumber 
sekunder berupa hasil analisis sejumlah ahli sejarah ekonomi yang 
mulai bermunculan sejak tahun 1970-an. Berkembangnya sejarah 
ekonomi justru adalah tanggapan atas keberhasilan pembangunan Orde 
Baru. Pernyataan pokok adalah bagaimanakah pembangunan ekonomi 
dilangsungkan di masa kolonial , dan sampai dimana pembangunan itu 
kondusif atau menghambat pembangun Orde Baru . 
3.1 Cultuur Stelsel 
Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda 
antara tahun 1830 hingga petengahan abad ke-19 itu mereka namakan 
"cultuurstelsel". Dalam historiografi Indonesia yang tradisional istilah 
itu diganti menjadi "Tanam Paksa" yang menonjolkan aspek normatif 
dari sistem itu, yaitu penderitaan rakyat. Istilah yang digunakan 
Belanda itu selain terbatas pada aspek ekonominya, sehingga padanan 
kata itu dalam bahasa Indonesia sesungguhnya adalah "sistem 
pembudidayaan" . N amun, dari segi pengelolaannya dapatlah dilihat 
bahwa aspek politik menonjol sin i. Produksi ses ungguhn va . 
dilaksanakan oleh rakyat/petani dengan pengawasan para bupatinya 
hubungan politik antara Belanda dan Mataram yang telah menjadi 
saling tergantung sejak tahun 1755 itu, dan terutama setelah Perang 
Diponegero di mana Belanda membantu pihak keraton, merupakan 
format politik yang memunculkan terselenggaranya sistem ini. Dalam 
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aspek tersebut terakhir itu kasu s di Jawa ini dan kasus-kasus di 
kepulauan Ambon dan di Priangan tidak berbeda. Sistem ini memang 
maksud untuk menghidupkan kembali sistem VOC. 
Culturstelsel di Jawa dimulai pada tahun 1836 atas inisiatif 
seorang yang berpengalaman da1am hal ini, yaitu van den Bosch yang 
telah mempunyai pengalaman dalam pengelolaan perkebunan di 
wilayah kekuasaan Belanda di kepulauan Keribia. Tujuan Van den 
Bosch yang dijadikan Gubernur Jendral, adalah " . . ... .... . 
mentransformasi pulau Jawa menjadi exportir besaran-besaran dari 
produk-produk agraria, dengan keuntungan dari penjualannya terutama 
mengalir kekeuangan Belanda. Tujuan van den Bosch dengan sistem 
cultuurstelsel di Jawa itu adalah untuk memperoduksi berbagai 
komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Untuk mencapai 
tujuan itu ia menganjurkan pembudidayaan berbagai produk seperti 
kopi, gula, indigo (nila), tembakau, teh, !ada, kayumanis, dan 
sebagainya. Persamaan dari semua produk itu adalah bahwa petani 
dipaksakan oleh pemerintah untuk memproduksinya dan sebab itu 
tidak dilakukan secara "voluter" (Fasseur 1992:239). 
Menurut penelitian Prof. Fasseur dari Universitas Leiden, pada 
tahun 1840 sekitar 75 .5% dari penduduk Jawa dikerahkan dalam 
cultuurstelsel. Penduduk di karesidenan Batavia dan daerah kesultanan 
di Jawa Tengah atau Vortsen/anden tidak mengambi l hagian dalam 
sis tem ini . Jumlah itu kemudian berfluktuasi tetapi tidak turun secara 
drastis. Pada tahun kemudian 1850, umpamanya jum1ah itu telah 
menurun menjadi 46%·; tetapi ditahun 1860 naik lagi menjadi 54.5% 
Sekalipun derhografi belum muncul di masa ini, dan data 
kependudukan yang diperoleh dari laporan-laporan para pejabat 
Belanda sering simpang siur, namun dapat dikatakan bahwa sistem 
cultur stelsel ini jelas menekan penduduk Jawa. 
Luas tanah garapan yang digunakan untuk culturstelsel, menurut 
perhitungan itu, pada tahun 1840 adalah 6% saja. Pada tahun 1850 
menurun menjadi 4%. Pada tahun 1860 tertentu naik lagi sedikit. 
Jenis tanah yang dibutuhkan juga berbeda-beda untuk masing-
masing tanaman . Tebu (untuk gula) memerlukan tanah persawahan 
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yang baik, karena tebu membutuhkan irigasi yang lancar. Tetapi kopi 
justru memerl ukan tanah yang agak tandus (woeste gronden), yang 
tidak dapat digunakan untuk persawahan, terutama di lereng-Jereng 
gunung. Indigo membutuhkan daerah yang padat penduduknya. Pacta 
dasarnya sistem ini membawa perubahan pada sistem pemilikan tanah. 
Karena penyelenggaraannya dilakukan per desa, maka tanah-tanah 
juga dianggap milik desa, bukan milik perorangan (Fassuer 1992: 
28, 29). 
Prof. Fasseur berhasil membuat kalkulasi mengenai berbagai 
komoditi yang ditanam tahun 1830 dan membawa hasil sekitar tahun 
1840 (Fasseur 1 ~93 ; 34 ). Dalam waktu sepuluh tahun (1830-1840) 
semua karesidenan (18 buah) di 1 awa te1ah terserap dalam sis tern ini 
(kecuali karesidenan Batavia). Kopi diusahakan mulai dari Banten 
hingga karesidenan Basuki di jawa Timur. Tetapi produksi kopi 
terbesar berasal dari karesidenan-karesidenan Priangan (Jawa Barat). 
Kedu (Jawa Tengah), Pasuruan dan Basuki (Jawa Timur) . 
Dalam jangka waktu yang sama gula telah berasil diusahakan di 
13 karesidenan. Pusatnya terutama di Jawa Timur, yaitu karesidenan-
karesidenan Surabaya, Pasuruan. dan Basuki (dalam tahun 1840 
produksi dari wilayah ini mencapai hampir 65% ). Selain itu terdapat 
gula pula di karesidenan-karesidenan Japara, Semarang, Pekalongan, 
dan Tegal (Jawa Tengah) dan Cirebon (Jawa Brat). 
Dalam jangka waktu yang sama pula Indigo berhasil diusahakan 
di 11 karesidenan, Tetapi produksi utama berasal dari dua karesidenan 
di Jawa Tengah, yaitu Bagelen dan Banyumas, yang menghasilkan 
51%. Juga di Cirebon dan Pekalongan ada diusahakan sedikit indigo. 
Tembakau yang diusahakan melalui cultuurstelsel dilakukan di 
karesidenan Rembang dan sekitar Pacitan (Jawa Tengah. Sedangkan 
kayumanis diselenggarakan di Karawang (Jawa Barat) . 
Dalam penyelenggaraan cultuurste/se/ pihak Belanda berusaha 
agar sedapat mungkin tidak berhubungan langsung dengan petani. 
Sebab itu penyelenggaraannya diserahkan kepada para bupati dengan 
para kepala desa, dan masyarakat desa sendiri . Kepentingan 
pemerintah hanya pada hasilnya, yang dihitung dalam pikol (± 62 kg) 
yang diterima oleh gudang-g udang pemerintah. Selain itu 
penyelenggaraannya juga bervariasi dari satu tempat ke tempat lain 
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karena pemerintah pusat lebi h banyak menyerahkan pengaasannya 
kepada para pejabat Belanda setempat (para kontrolir) yang 
mempunyai motivasi untuk meningkatkan produksi karena mereka 
memperoleh "cultuurprocent" prosentasi tertentu dari hasil panen. 
Untuk itu sampai tahun 1860 dikerahkan tidak kurang 90 orang 
kontrolir dan sekitar orang pengawas berkebangsaan Belanda. 
Mobilisasi penduduk dilakukan sejalan dengan kebiasaan-
kcbiasaan yang berlaku dalam tatanan politik Mataram, yaitu apa yang 
oleh Belanda dinamakan "heerendiensten" (Djuliati Suryo 1993). yaitu 
kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak 
mendapat imbalan bayaran. Hak ini kemudian beralih pada Belanda 
yang sejak Perang Diponegoro dianggap sebagai penguasa, kecuali di 
Vortsenlanden. "Kapan saja pemerintahan membutuhkan tenaga 
rakyat, maka para bupati, sesuai dengan instruksi yang diberikan pada 
mereka, harus mengupayakan agar setiap desa menyediakan tenaga 
kerja secara adil." (Ibid). Beberapa jumlah penduduk yang harus 
dikerahkan di setiap desa itu diserahkan sepenuhnya pada para bupati . 
Tetapi ses uai kebiasaan pula, hanya mereka yang memiliki hak atas 
penggarapan tanah (sikep) yang wajib memenuhi panggilan bupati 
tersebut. Ini pula sebabnya selama dilaksanakannya cultuurstelsel, 
diadakan pembagian tanah bagi penduduk yang tidak memiliki 
(n umpang), sehingga muncul sikep-sikep baru yang wajib 
melaksanakan "heerendiensten" pula (fassuer 1992: 30). 
Tugas petani bukan sekedar menanam, tetapi juga memproses 
hasil panennya untuk diserahkan di gudang-gudang pemerintah. 
Pengangkutannya ke gudang-gudang tersebut adalah tugas petani pula. 
Terutama produksi kopi seluruhnya dalam tangan petani; dalam hal 
gula muncul pula pabrik-pabrik guna yang dikelola secara modern 
dengan modal asing (Fassuer 1993: 33). 
Penduduk mendapat bayaran untuk hasil kerjanya. Tetapi para 
ahli sejarah belum bisa memastikan bagaimana pemerintah 
menentukan tinggi rendahnya upah itu. Maksud semula Van den Bosch 
adalah agar upah disesuaikan dengan fluktuasi harga pasar, namun 
hal ini dianggap tidak praktis. Mungkin karena para petani belum 
memahami kaitan perkerjaan mereka dengan mekanisme pasar. 
Menurut penelitian Prof. R. Van Niel dari Universitas Hawaii, jumlah 
upah disesuaikan dengan jumlah pajak tanah (land rent) yang harus 
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dibayar petani . Tetapi sejak semula Van den Bosch menginginkan 
agar up ah ya ng di terima pe tani harus memungkinan mereka 
"menikmatinya" dan itu berarti ha rus lebih banyak dari hasil 
persawahan. Tetapi kemudian ternyata berbagai faktor lain turut 
menentukan tinggi rendahnya upah petani. Masalah kesuburan tanah 
(sawah untuk tebu ) tentu diperki rakan lebih tinggi pembayaran pajak 
tanahnya dibandingkan dengan tanah gersang untuk kopi. Masalah 
iklim, teknologi yang digunakan , dan lain sebagainya , turut 
menentukan tinggi rendahnya upah. Dengan demikian upah bervariasi, 
bukan saj a un tuk masing -masing komoditi tetapi juga dari 
karesidenan-karesidenan (fasseur 1992 : 42) 
Contoh yang diberikan oleh Prof. Fasseur mengenai masalah upah 
101 diambil dari dua komoditi yang berbeda, yaitu gula dan indigo 
(nila). Dalarn tabel 2 dan tabel 3 dibuat kalkulasi mengenai upah yang 
diterima per bahu dan upah yang diterima per keluarga (secara 
perki raan). 
Tabel 2 Upah Gula Tahun 1840 Dalam Mata Uang Gilders 
Keresidenan (kurang lebih) (kurang lebih) 
Ban ten 34.113 5.49 
Banyumas 44 .20 8.1 10 
Besuki 83.50 27.33 
Cere bon 64.09 14.15 
Jepara 51.34 11.62 
Kediri 7 1.30 16.92 
Madiun 23. 100 6.38 
Pasuruan 66.80 18.64 
Pekalongan 64.20 14.90 
Rem bang 25.72 5.41 
Semarang 49.30 12.10 
Surabaya 72 .44 10.00 
Tegal 49. 104 10.50 
Jaw a 62.26 13.51 
Sumber: Fassuer 1992: 35 
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Dengan demikian salah satu dampak dari cultuurstelsel adalah 
masuknya ekonomi uang di pedesaan. Penduduk membayar pajak 
tanah (land rent) yang diintroduksi oleh Raffles dengan uang . Juga 
berbagai bahan kehutuhan dapat dibeli dengan uang . Kenyataan ini 
saja sudah menunjuk adalah perubahan dalam kehidupan pedesaan. 
Suatu masalah yang penting pula adalah apa yang dinamakan 
"cultuur procent" (Fasseur 1993: 46-.SO), yaitu jumlah persentasi yang 
diterima para pejabat Belanda maupun sesuai dengan produksi yang 
diserahkan pada gudang-gudang pemerintah. Jumlah itu tidak jarang 
jauh lebih besar dari gaji yang diterima. Van den Bosch sengaj a 
menambah hal ini untuk mendorong para pejabat tersebut bekerja 
keras . Lagi pula cara itu juga sudah dipakai dalam Preangerstelsel. 
Dengan demikian, cara ini sesungguhnya bukan ciptaan van den 
Bosch. 
"Cultuur procenten" ternyata membawa dampak yang kurang 
baik dalafn korps kepegawaian Belanda karena menimbulkan 
perbedaan pendapatan yang mencolok antara mereka yang terlibat 
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dengan culturrstelse/ dan yang tidak dan juga antara mereka yang 
bekerja di daerah "gemuk" dan yang bekerja di daerah "kurus"-
Ketidak puasan pada pihak pejabat Belanda nampak dari permintaan 
untuk di pindahkan ke daerah lain. 
Contoh yang diberikan Fasseur untuk menjelaskan sistem cultuur 
procent ini diambil dari beberapa keresidenan untuk tahun 1850--1860 
( dalam gilders) 






































Perbedaan pendapatan dari cultuur procent dengan sendirinya juga 
berlaku di kalangan para bupati, Tetapi tidak mudah membuat suatu 
tabel lengkap mengenai hal ini . Contoh diberi Prof. Fasseur adalah 
untuk keempat bupati Ban ten antara tahun-tahun 1858 hingga 1860 
sebesar f2500 setiap tahun : sedangkan lima bupati Priangan dalam 
jangka waktu yang sama menerima f90.000 setiap tahu Pada jangka 
waktu itu juga para bupati di Pekalongan menerima f38 .000 setiap 
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tahun, dan keempat bupati di Rembang menerima f3.600 saja setiap 
tahun (Fassuer 1992: 49) . Berbeda dengan para residen, para bupati 
tidak bisa menuntut mutasi ke tempat lain, dan pemecatan bupati 
sangat jarang terjadi di masa ini . 
Sua!u kenyataa1~ bahwa secara keseluruhan p_ara bupati 
menerima lebih banyak dari para residen. Untuk tahun 1858 hingga 
1860 saja seluruh cultuur procent untuk para bupati adalah f800.000, 
sedangkan untuk jangka waktu yang sama yang disediakan untuk para 
residen hanya f250.000 (Ihid) 
Pertanyaan lain adalah berapa keuntungan yang diterima oleh 
pemerintah dari sistem pertanian tersebut. Sekali lagi perhitungan 
Prof. Fasseur bisa membantu memberi gambaran yang agak baik 
Dengan mengambil tahun-tahun 1840 hingga 1849, ia sampai pacta 
kesimpulan sebagai berikut : 


























94.560 35.056 .820 
Sumber : Fasseur 1992: 37 
Dengan demikian bagi pemerintah Belanda keuntungan paling 
besar datangnya dari kopi. An tara tahun 1840-1849 saja mereka 
memperoleh sekitar 65 juta guider dari penjualan komoditi yang 
paling banyak diproduksi di Priangan itu. Sedangan dalam jangka 
waktu yang sama indigo hanya membawa keuntungan sebesar 15 juta 
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guider. Menurut Fasseur keuntungan yang demikian besar dari kopi 
di sebabkan harga jua1nya memang tinggi tetapi harga be1inya sangat 
rendah (Fassuer 19921: 36). kemudian g~la juga menj adi komoditi 
ekspor yang besar setelah kopi. Tetapi gula baru menjadi primadona 
setelah tahun berdasarkan Undang-Undang Gula (1870) modal swas ta 
diperkenankan memasuki perkebunan tebu. Indigo atau Nila yang 
dalam masa cultuurstelsel tidak terlalu jauh berbeda dari gula itu, 
kemudian mengalami kemerosotan sehingga tidak berarti . Demikian 
pun komoditi -komoditi lainny terdesak samasekaili setelah tahun 
1870. 
Sebab itu menunggu perhitungan-perhitungan yang lebih lengkap, 
dapatlah dikatakan bahwa tujuan dari Van den Bosch telah tercapai . 
Kerunt uhan ke ua ngan Belanda dise babkan be rbagai macam 
peperangan yang harus dibiayai (terutama dalam perang Napoleon), 
telah dapat di atasi melalui cultuur stelsel . Maka ungkapan yang 
kemudia n muncul bahwa "Java is de kuruk waarop Nederland 
drijf " (Jawa adalah gabus yang membuat Belanda bisa mengembang)" 
tidak terlalu meleset. 
Maka tidak mengherankan pula kalau kemudian setelah kri sis 
keuangan negara Belanda dapat di atasi, muncul suara-suara sejak 
pertengahan abad ke- 19, terutama dari kalangan liberal. yang menuntut 
dihapuskannya sistem itu dan menggantikannya dengan moda l swasta 
dan kerja bebas (jree labor). Salah seorang intelektual yang paling 
terkemuka dari kalangan ini adalah Pendeta Van Baron Heovell yang 
mendesak di Tv..·eede kamer (DPR) agar dikeluarkan undang-undang 
penghapusan cultuurstelsel. Dalam tahun-tahun 1860-an desakan itu 
menjadi makin kuat. Perubahan nyata muncul ketika pemerintah 
konservatif yang mendukung sis tern cultuurstelsel itu j atuh pada tahun 
1860. Pemerintah baru yang dibentuk oleh kaum leberal sejak tahun 
1962 mulai mengadakan perubahan-perubahan mendasar sehingga 
akhirnya menjelang abad ke 20 seluruh sistem itu lenyap samasekali 
digantikan oleh sistem lain. 
3.1.1 Cultuurstelse/ di Luar Jawa 
Cultuurstelsel dilakukan juga di beberapa tempat di luar Jawa, 
sekalipun dalam ukuran yang lebih kecil. Di Minahasa sejak tahun 
1822 telah diselenggarakan cultuurstelsel untuk kopi. Sistem ini baru 
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dihapus pada tahun 1899. Selain itu di Sumatra Barat sejak tahun 
1847 (seusai Perang Padri) juga diadakan cultuurstelse/ untuk kopi 
yang baru dihapus pada tahun 1908. Di Madura terdapat pula 
cultuurstelsel untuk tembakau . Se1ain itu cultuurstelsel juga masih 
tetap berlangsung di Maluku (dari masa YOC), yaitu cengkeh di 
kepulauan Ambon dan pala di kepulauan Banda. Bentuk ini baru 
dihapuskan pad tahun 1860. 
Seperti dikatakah dalam bab II, Minahasa telah terkait dengan 
pola pelayaran-niaga VOC sebagai pemasok beras. Kewajiban ini baru 
dihapus pada tahun 1852. Sementara itu Belanda telah mengadakan 
cultuurstelsel di sini sejak tahun 1822. Berbagai wilayah yang sesuai 
denqan ekologi kopi , yaitu Dataran Tinggi Tondano, merupaka~ lahan 
yang paling cocok untuk itu. Wilayah ini adalah bagian dari Minahasa 
yang padat penduduknya sehingga memungkinkan diadakannya 
mobilisasi tenaga kerja secara tradisional baik untuk penanaman kopi 
itu sendiri maupun untuk membangun prasarananya. Kopi mulai 
diusahakan di distrik Romboken dan meluas ke distrik-distrik di 
sekitarnya seperti Sander, Kawanokoan, dan Tomohon (Schouten 
19931: 51-72). 
Tanah-tanah yang digunakan untuk pembudidayaan kopi terutama 
ialah tanah kalekeran, yaitu tanah kosong miliki distrik yang tidak 
digarap penduduk karena kondisi tananya kurang baik untuk 
persawahan atau kebun. Pekerjaan ini memang sangat memberatkan 
penduduk karena 1etak lahan-lahan itu selalu jauh dari pedesaan. Pada 
pihak lain upah yang diterima tidak memadai . Pembayaran yang 
diberikan oleh Belanda adalah fl 0 setiap pika/, padahal setiap keluarga 
hanya bisa menghasi lkan kurang dari satu pikol, belum lagi dihitung 
tindakan-tindakan curang yang dilakukan para pengawas ketika 
menimbang kopi . Selain itu, tekanan pada penduduk juga diakibatkan 
oleh masalah pengakutan . Pada mulanya penduduk harus memikul 
sendiri hasil panenan kopi (yang dimasukkan dalam kurung) untuk 
dibawa ke gudang-gudang pemerintah yang terletak di kota-kota di 
pantai . Tetapi sejak tahun 1851 pemerintah membuka gudang-gudang 
di pegunungan seh ingga pekerjaan itu menjadi lebih ringan ; 
pengangkutan ke pantai dilakukan oleh para pengangkut yang diberi 
upah (Ibid). 
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Tetapi penduduk tetap terikat secara tradisional untuk melakukan 
kewaj iban-kewaj iban lain yang menyangkut pembangunan prasarana 
untuk melancarkan pengangkutan kopi. Ja1an-ja1an dan jembatan mu1ai 
muncu1 sejak ini . Dengan dipimpin o1eh para pemimpin tradisional di 
desa (para "kepa1a wa1 ak") penduduk sewaktu-waktu mendapat 
panggi1an secara bergi1iran untuk bekerja tanpa upah pada berbagai 
proyek pekerjaan umum itu. Pekerjaan ini sering membawa 
kesengsaraan karena letak proyek-proyek itu jauh dari desa atau pada 
tempat-tempat yang menyu1itkan. Pekerjaan ini juga memberatkan 
karena pada saat-saat penduduk harus memanen kebun makanannya, 
sering datang panggi1an untuk mengerjakan prasarana itu (Ibid.) . 
Namun demikian, dari segi ekonomi, hasi1nya tidak terla1u rendah. 
Banyak pejabat Be1anda mengakui bahwa "Kopi Manado" jauh 1ebih 
baik dari "Kopi Padang". Ma1ah da1am bagian kedua abad ke-19 kopi 
Mana do juga mengungguli "Kopi Jaw a". Seka1ipun demikian, dari segi 
kuantitatif produksi Minahasa jauh 1ebih rendah dibandingkan dengan 
Padang yang rata-rata menghasi1kan 191.000 piku1 setiap tahun, apa 
1agi dibanding dengan "Kopi Jawa" yang bisa mencapai 2 Juta piku1 
setiap tahun (Schouten 1993:59) . 
Di Minangkabau kopi telah diusahakan secara peorangan antara 
1820 hingga 1840-an sebe1um diberlakukan cultuurstelsel (Young 
1988: 136-164 ). Budidaya kopi di sini juga di1akukan di daerah 
penggunungan seperti halnya di Minahasa. Lahan yang digunakan pun 
termasuk yang tidak bisa digunakan untuk pertanian lain . Sebagian 
besar terdapat di sekitar kampung-kampung dalam wilayah hutan 
sehingga disebut juga "kopi hutan" . Seperti halnya di Minahasa di sini 
pun penduduk harus membuka prasarana jalan dan kembatan untuk 
pengangkutan kopi dari pegunungan ke Padang tanpa diberi imba1an 
apapun. Para penghu1u ber tugas mengerankan penduduk untuk 
berbagai tugas tersebut di atas. 
Dalam pene1itiannya tersebut di atas Prof. Kenneth Young 
menyimpu1kan beberapa faktor yang menyebabkan pembudidayaan 
kopi di Minangkabau bisa berhasil. Pertama adalah kebijaksaan upah 
yang tidak membingungkan petani. Harga per pikul ditetapkan f20 
(sekitar 32 sen per kg), dan setelah dipotong berbagai ongkos petani 
menerima f4 per piko1 atau 5 sen per kg . Kedua ada1ah tersedianya 
tenaga kerja yang banyak yang bisa dikerahkan untuk pekerjaan itu . 
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Ketiga adalah tradisi dagang yang telah lama tertanam di Minangkabau 
yang menyebabkan orang terdorong untuk mencari uang. 
Di sampin g itu , Yo ung juga menyimpulkan sebab-se bab 
kegagalan sistem ini . Pertama-tama adalah habisnya lahan pertanian 
sehingga ini . Pertama-tama adalah habisnya lahan pertanian hingga 
tidak bisa diadakan ekspansi terus-menerus. Kedua adalah penyakit 
tanaman kopi yang sulit diatasi. Ketiga adalah perang Aceh yang 
berlangsung sangat lama dan membutuhkan perhatian penuh dari pihak 
Belanda. Keempat adalah cara-cara pengelolaan yang kurang baik. 
Berikut ini adalah tabel yang mengilustrasikan hal-hal tersebut. 
Kalau di Jawa produksi kopi terus meningkat selama abad ke- 19 dan 
bagian pertama abad ke-20, keadaan di Minangkabau justru menurun 
terus sejak tahun 1886. Minahasa keadaanya berfluktuasi dengan 
beberapa puncak pacta tahun 1865 (sekitar 35000 pikol ) dan 1889 
(sekitar 37500 pikol) , kemudian sejak 1879 (35000 pikul). dan sejak 
itu menurun dalam bentuk fluktuasi hingga pernah mencapai titik 
terendah pada tahun 1890 ( 100 pikul) , dan saat penghapusan ( 1899) 
hanya mencapai seki tar 6000 pikul). 
Tabel6 
Penjualan Kopi dari Minangkabau 1842-- 1906 (dalam jutaan kg) 
Tahun Terjual Rata-rata setahun 
1842-46 23 .1 3.0 
1847-51 20.0 4.0 
1852-56 40.0 8.0 
1857-61 45.8 9.2 
1862-66 43 .7 8.7 
1867-71 49.6 9.9 
1872-76 35.5 7.1 
1877-81 37.0 7.4 
1882-86 30.4 6.1 
1887-9 1 21.2 4.2 
1892-96 14.4 2.9 
1897- 1901 11.9 2.4 
1902-06 10.1 2.0 
Sumber : Young 1988 
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3.1 .2 Kaitan Cultuur Stelsel dengan Masyarakat 
Pertanyaan yang lebih suli t dij awab adalah mengenai dampak 
cultuurste/sel pacta masyarakat Jawa. Semua peneliti mutahir sepakat 
bahwa sistem ini tidak bermoral, tidak menusiawi dan tidak dapat 
dibenarkan . Dalam hal ini harus dibedankan antara sistem itu sendiri 
(yang dianggap tidak dapat dibenarkan), dan dampaknya pacta 
masyarakat. Para penelitian belum sampai pacta kata sepakat mengenai 
masalah kedua itu. Pacta satu pihak ada pendapat, bahwa sistem ini 
paling kurang bermanfaat karena menyebabkan ekonomi uang masuk 
ke desa. Tetapi penelitian mengenai sistem ekonomi masaVOC 
tersebut di atas menunjukkan bahwa proses monetisasi sesu ngguhnya 
telah muncul dalam masyarakat Jawa dalam masa VOC (Houben 
1993). Dan kemungkinan besar sebelumnya juga telah beredar 
berbagai macam uang dalam masyarakat itu (lihat bah II) . 
Berkaitan dengan hal tersebut terakhir di atas , Prof. Van Niel dari 
Universi tas Hawaii mengemukakan pendapat bahwa penyertaan modal 
dalam cu/tuurstelse/ pertama-tama bukan berasal dari orang-orang atau 
institusi-institusi keuangan di Barat (Belanda ketika itu malah sedang 
bangkrut sehingga malah memerlukan sistem ini untuk mendatang 
uang dengan cepat) . Permodalan untuk pabrik-pabrik gula yang 
dikelola pihak swasta datangnya justru dari berbagai pihak di Jawa 
sendiri, seperti para pensiunan pegawai negeri, perusahaan-perusahaan 
impor-ekspor, dan sudah tentu para saudagar Cina (Van Niel 1988) . 
Kalau pendapat ini benar, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa 
moneterisasi memang sudah berlangsung juah sebelum cultuurstelsel 
diselenggarakan. 
Hasi l penelitian dari Prof. M.R. Fernando dan Prof. O'Malley 
mengenai perkebunan kopi di Lerebon malah memperlihatkan adanya 
segi-segi positif dari cultuurstelsel pacta masyarakat Jawa. Dengan 
mengukit sejumlah sarjana yang penah menel iti masalah ini, seperti 
R. Van Neil , Lison R. Knight, dan Fernando, kedua sejarawan itu 
mengatakan bahwa " ... .. ..... .. bukti sejarah telah mulai memperlihatkan 
bahwa pertumbuhan pertanian komersial sesudah tahun 1830 
mempu ny ai efek perangsang pacta ekonomi pedesaan, dengan 
komersialisasi menjurus pacta peningkatan taraf kehidupan bagi 
mayoritas pendu duk pedesaan, pal ing tidak selama dasawarsa 
pertengahan abad ke- 19" (Booth, O'Malley, weideman 1988: 236). 
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Dalam salah satu uraian lain, Prof. Fernando mengemukakan, 
bahwa dampak cultuurstelsel adalah (terjemahan dari penulis): "Cara 
hidup keluarga subsistensi yang lama yang menghasilkan sendiri 
kebanyakan dari kebutuhan materilnya berangsur-angsur mulai 
berganti dengan suatu cara hidup materal yang komersial. Penduduk 
pedesaan menjadi makin terbiasa untuk membeli berbagai macam 
keperluan rumah tangga. Dampak ekonomi dari kebiasaan konsumen 
dari penduduk pedesaan itu tercermin dari (meningkatnya jumlah 
penduduk yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi non-agraris" 
(Fernando 19913). Kesimpulan itu dibenarksn pula oleh suatu 
penelitian lain yang dilakukan oleh Dr. Sugiyanto Padmo dari 
Universitas Gajah Mada (1993) .. 
Dalam sebuah tabel Prof. Fernando menunjukkan 
diversifikasi pekerjaan tersebut di atas (agricultuur-non agricultuur) 
Tabel 7 
Komposisi Tenaga Kerja di Jawa, 1880 
Propinsi tani lk Manufaktur % Pedagang % Jasa % 
Jabar 720.532 74.9 27.628 2.9 107.855 11.2 22.678 2.4 
Jateng 1103.782 77.1 49.851 3.5 174.982 12.2 34.079 4.2 
Jatim 741.660 76.8 45.271 4.7 72 .896 7.5 26.023 2.7 
Jumlah 2565 .974 76.4 122.270 3.7 355.733 10.6 82.780 2.5 
Sumber : Fernando 1993. disederhanakan oleh Penulis 
Selain itu, Prof. R.E. Elson yang secara khusus meneliti masalah-
masalah kemiskinan dengan mengajukan pertanyaan hipotetis apakah 
cultuurstelse/ menimbulkan kemiskinan atau tidak. Ia pun mengakui 
bahwa masalah ini sulit ditetapkan karena keadaan sumber sejarah, 
teruatama data statistik yang "membingungkan". Ia sampai pada 
kesimpulan bahwa tidak dapat dikatakan apakah cu ltuurstelsel 
menimbulkan kemiskinan dalam masyakat Jawa atau membawa 
kemakmuran . Ia hanya bisa mengatakan dengan pasti 
bahwa" ...... .. sistem itu langsung atau tidak langsung paling tidak 
dalam jangka pendek, memberi peluang-peluang untuk suatu 
pengelolaan secara lebih mantap bagi kehidupan ekonomi pangan serta 
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membuka kemungkinan-kcmungkinan untuk pertumhuhan ekonomi 
masyarakat tani, yang sebclumnya amat terbatas pilihan-pilihannya. " 
(Elson 1988) . 
3.2 Perkebunan Swasta 
3.2.1 Perkebunan Swasta di Jawa 
Sesungguhnya perkebunan swasta Lelah dimulai sejak tahun 1816 
di daerah kesul tanan (vorstenlanden) yang kemudian tidak dikenalkan 
cultuurstelsel itu. Para entrepreneur Barat maupun Cina menyewa 
tanah-tanah dari kaum bangsawan dan mengusahakan perkebunan 
kopi, gula, tembakau, indigo dan lain-lain. Selain itu juga ditanah-
tanah partikelir di sepanjang pantai utara Jawa (dibeli oleh orang Cina 
sejak masa VOC). 
Dr. H.V.J. Houben menunjukkan betapa pentingnya perkebunan 
swasta ini dibandingkan dengan cultuurstelsel. Statistik antara tahun-
tahun 1845 dan 1860 menunjukkan gambaran sebagai berikut : 
Tabel 8 
Perbandingan Produktivitas Perkebunan Pemerintah 
dan Perkebunan Swasta Antara 1845--1860 
Tahun Gula (pikul) 
pemerintah swasta 
1845 1.073.103 50.000 
1851 1.406.464 
1860 1.764.505 1.277.864 









467 .672 335.141 
Namun demikian perkebunan swasta berkembang dengan pesat 
setelah kabinet liberal mengambil alih pemerintahan di Negeri Belanda 
dan menyiapkan prasarana hukum untuk memberi jaminan bagi 
penanaman modal swasta di Indonesia. Perkembangan di pulau Jawa 
yang sudah mengalarni proses kornersialisasi jauh terlebih dahulu dari 
luar Ja wa itu menu nj ukkan perbedaan-perbedaan yang cukup 
mencolok. 
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Selama periode antara 1870 hingga 1942 perkembangan modal 
swasta dalam sektor perkebunan mendominasi perekonomian Indone-
sia. Beberapa komoditi yang penting di Jawa adalah gula, kopi , 
tembakau, teh, karet, kina, dan kelapa. Di luar Jawa karet, kelapa 
sawit dan tembakau merupakan produk utama. 
Dalam Periode ini gula telah menggantikan kopi sebagai 
primadona di Jawa. Daerah-daerah utama penghasil gula adalah pantai 
utara pulau Jawa yang memiliki sistem pengairan sawah yang sangat 
baik, yaitu karesidenan-karesidenan antara Cirebon sampai Semarang, 
kemudian daerah selatan Gunung Muria hingga Juana. Kemudian 
daerah kesultanan (vorsten/anden) termasuk produsen gula yang baik 
pula, menyu.sul karesidenan-karesidenan Madiun, Kediri dan Besuki 
di Jawa Timur. Selain itu wilayah Probolinggo, Pasuruan, Malang dan 
daerah-daerah Surabaya hingga Jombang di pantai utara juga termasuk 
produsen utama gula. 
Suatu tabel yang dibuat Prof. O"Malley berdasarkan berbagai 
dokumen Hindia Belanda mengenai jumlah perkebunan tebu dan luas 
arealnya adalah sebagai berikut : 
Tabel9 

































Perkebunan 3 12 12 I I 








Perkebunan 4 1 40 36 35 
Ha 19.855 25.308 26.931 29.045 
Pasuruan 
Perkebunan 18 22 29 27 





Perkebunan 15 18 17 17 
Ha 5.580 7.932 10.298 17 .983 
Surakarta 
Perkebunan 16 17 16 16 
Ha 5.6 15 6.286 6.57 1 14 498 
Besuki 
Perkebunan 13 I I 9 12 
Ha 5.6 15 6.286 6.57 1 14.498 
Banyumas 
Perkebunan 4 5 6 5 







Perkebunan 5 6 6 6 
Ha 3.611 4.5Y I 6.581 9.756 
Kediri 
Perkebunan 17 22 21 21 
Ha 9.101 13.817 20.271 21.658 
Batavia 
Perkebunan 6 
Ha -- 92 
Kedu 
Perkebunan 2 2 2 
Ha -- 1.629 3.707 4.715 
Jumlah 
Perkebunan 189 196 185 180 
Ha 89.481 117.113 149.117 189.602 
Sumber: Booth. O'Malley. Weidememann 1988 : 2 10. 211 
Perkebunan tebu merupakan tahapan pertama dari industri gu1a. 
Untuk menjadikannya gula yang dapat diperj ua1 -belikan dan 
digunakan oleh konsumen diperlukan pengilingan tebu (pabrik tebu). 
Seperti dikemukakan di atas, pabrik-pabrik tebu di Jawa diusahakan 
oleh pihak swasta . Pacta masa cultuurstelsel pihak swasta dapat 
mengajukan permintaan izin pacta pemerintah (zuikercontracten). 
Tetapi setelah itu pabrik gula dapat diusahakan oleh swasta tanpa 
mengajukan izin. seperti dikemukakan oleh Prof. Van Niel atas 
pemodal utama pacta masa cultuurstelsel berasal dari dalam negeri", 
yai tu dari para pensiunan pegawai, dari perusahaan-perusahaan impor-
ekspor, ataupun dalam penggilingannya. 
Di bawah ini dikemukakan tabel yang dibuat oleh Prof. O'Malley 
mengenai persebaran pabrik gula berdasarkan sumber-sumber sejarah 
untuk periode 1870 hingga 1890 
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Tabel lO 
Pabrik Gula yang Bekerja dengan Pemerintah,1870--1890 
Keresidenan 1870 1875 1880 1885 1890 
Cere bon 10 10 10 10 10 
Tegal 8 8 8 8 8 
Peka1ongan 3 3 3 3 3 
Semarang 4 4 4 4 4 
Jepara 9 9 9 9 9 
Rem bang 1 
Surabaya 20 19 19 19 19 
Pasuruan 17 17 17 16 11 
Proboiinggo IO IO 10 10 IO 
Besuki 5 5 5 5 5 
Banyumas I I I 
Madiun 2 2 2 2 2 
Kediri 6 4 6 6 6 
Jumiah 95 93 95 93 87 
Sumber : Booth. O'Malley. Weidemann I988 : 206. 207 
Perkembangan kopi yang di masa cultuurste lsel merupakan 
primadona terdesak ke tempat kedua sete lah gula di masa perkebunan 
swasta . Wilayah-wilayah penghasil kopi yang utama dikemukakan 
dalam label berikut ini yang juga dibuat oleh Prof. O'Malley 
Tebl ll 
Kopi Pemerintah dan Rumah-tangga yang Teribat di Dalamnya 
Keresidenan 1856 1875 1900 1915 
(Lanjutan) 
Ban ten 33.440 20.406 56.688 82.830 
Kerawang 1.595 2.201 
Priangan 93 .998 20.092 
Cere bon 22 .528 52.096 1.485 
Tegai 7.727 20.885 15.268 
Peka1ongan 8.187 15.905 6.547 15.494 
Semarang 30.411 49.971 14.152 13.549 
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Jepara 5.101 9.308 
Rem bang 3.021 
Surabaya 2.805 6.988 
Pasuruan 22.216 38.147 
Probolinggo 14.210 17.909 
Besuki 22 .929 36.271 
Banyuwangi 3.495 3.910 
Banyumas 25,925 74.034 
Bagelen 26.705 38.401 
Kedu 69.3 14 70.594 
Madiun 14.170 42.892 
Kediri 25.787 35.387 
Jum1ah 455.229 575.397 














Tembakau yang di masa cultuurstelsel kurang berhasil kecuali di 
wilayah kesultanan, di masa perkebunan swasta mulai meningkat 
pesat. Wilayah produksinya di Jawa adalah Kedu, Kediri, Semarang, 
Surabay..a, Klaten, dan Jember, dan Besuki . Kemudian teh juga 
meningkat pesat, terutama dihasilkan di pegunungan Priangan. Karel, 
seperti halnya kopi, diproduksi di wilayah-wilayah yang berpenduduk 
tipis . Kina juga terutama di Priangan. Kelapa ditanam diberbagai 
tempat s di pulau Jawa. 
Adapun perbandingan luas areal perkebuanan tersebut di atas 
adalah seperti tertera dalam tabel berikut ini yang juga dibuat oleh 
Prof. O'Malley . 
Tabel 12 
Tahun Gula Kopi Teh Karel Nila Tembakau 
1835 12 .357 14.810 
1840 22.701 1.868 30.396 808 
1845 27 .346 2.937 29.506 2.616 
1850 29 .204 1.643 19.488 1.241 
1855 28.8 16 1.952 13 .368 1.162 
1860 27 .976 1.820 11.743 1.248 
1865 30.760 6.532 901 
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(Lanju tan) 
1870 32.347 3.082 
1875 32.520 4.429 
1880 37.483 5.776 76.553 
1885 42.697 6.041 65.105 
1890 44.020 7.747 73.048 
1895 77.116 9.173 171.792 
1900 91.049 93.758 
1905 105.761 79.706 10.117 137 .346 
1910 126.525 51.231 49.439 63.943 151.533 
1915 151.165 33 .053 73.886 109.215 159.484 
1920 153.366 105.886 78.247 157.299 129.302 
1925 176.267 95.357 84.682 180.478 165 .261 
1930 198.007 97.520 98.589 238.933 182 .169 
1935 27.575 96.460 104.415 230. 162 173.686 
1940 90.765 83.061 104.967 240.956 173.037 
Sumber : Booth. 0 ' Malley. Weidemenn 1988 : 221 
Kalau label II diperhatikan, maka nampak bahwa areal untuk 
tiga jenis perkebuanan mengalami perluasan secara kontinu, yaitu tebu, 
teh dan tembakau , kecuali antara 1855 dan 1860. Nila atau indigo 
menghi lang sejak tahun 1870, sedangkan kopi dan karet beru menjadi 
penting sejak teratur setiap tahun . Depresi ekonomi dunia ta !-tun 1930 
hanya mempengaruhi perkebunan gula dan kopi, sedangkan teh, karet 
dan tembakau tetap mengalami peningkatan terus. Keadaan ini 
mungkin sekali disebabkan tindakan-tindakan drastis melalui apa yang 
dinamakan "Urdonansi Krisis" , di mana perkumpulan-perkumpulan 
perkebunan sejenis mengadakan semacam dana untuk membantu yang 
le m ah da lam situasi kr isis itu. Dengan demikian berdirilah 
"Coffienfonds". "Theefonds", "Kubberfonds", "zuikerfonds" dan lain-
lai n. Pe nel itian mengenai pendanaan darurat ini belum pernah 
d iadakan, sehingga tidak dapat dikatakan dengan pasti seberapa jauh 
pendanaan tersebu t efektif menanggulangi perkebunan-perkebunan 
tersebut selama kri tis 1930- J 933. 
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3.2.2 Perkebunan Swasta di Luar Jawa 
Perkembangan modal swasta di luar Jawa baru muncul secara 
kontinu sejak awal abad ke-20, kecuali di Sumatera Timur (sudah 
sejak 1860-an). Selain itu tidak seluruh wilayah Luar Jawa mengalami 
pertumbuhan. Ada wilayah-wilayah yang menunjukkan pertumbuhan 
ekonomi, tetapi ada pula yang tertinggal samasekali. Daerah-daerah 
yang mengalami pertumbuhan adalah Sumatera Timur (tembakau. 
Karet. Kelapa sawit, minyak, dan lain-lain. Palembang (karet), Riau 
(timah , minyak), Kalimantan Tenggara (karet), Sulawesi Utara 
(Kelapa) dan Sulawesi Selatan (kelapa) . Wilayah-wilayah yang 
tertinggal adalah Maluku, Lampung, Bengkulu, sebagian dari Sumatra 
sebagian dari Sulawesi, Nusatenggara, dan Irian. 
lndikasi pertumbuhan ekonomi di Luar Jawa terutama berasal dari 
angka-angka ekspor dari wilayah-wilayah yang mengalami 
pertumbuhan (Lindbad 1993). Di antara wilayah-wilayah itu pulau 
Sumatera menunjukkan tingginya veariasi komoditi ekspor. Pulau ini 
sampai tahun 1870 berada diluar kekuasaan Belanda sesuai dengan 
perjanjian dengan Inggris pada tahun 1842 (perjanjian London) . 
Tetapi perkembangan modal swasta yang demikian pesat, baik di 
Sumatera maupun di semenanjung menyebabkan lnggris dan Belanda 
terpaksa mengubah kesepakatan itu pada tahun 1870 (Traktat 
Sumatera) . Sejak itu Inggris diperkenankan memasuki Semenanjung 
dan Belanda diperkenankan memasuki Sumatra. 
Sumatra Timur merupakan wilayah pertama yang mengalami 
pertumbuhan sejak Nienhuis membuka perkebunan tembakau di sana 
pada tahun 1864. Tembakau Deli menjadi terkenal di pasaran Eropa 
sehingga berbagai pengusaha lainnya menyusul. Karena penduduk 
lokal tidak bersedia bekerja di perkebunan maka pada mulanya 
diusahakan tenaga kerja dari Cina. Tetapi kemudian tenaga kerja 
diperoleh dari Jawa. Sistem tenaga kerja paksaan ini memang sangat 
menguntungkan sebab pemilik perkebunan diberi hak untuk 
menghukum Para Pekerja yang lalai melakukan pekerjaannya (poenale 
sactie) . Baru pada tahun1932 poenale sanctie terpaksa di hapus karena 
Amerika Serikat melarang impor barang-barang yang dihasil kan 
melalui tenaga kerja paksaan. 
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Kompos isi tenaga kerj a as ing di Sumatra Timur dijelaskan oleh 
Dr. Thee Kian Wie melalui tabel berikut ini : 
Tabel l3 
Tenaga Kerja di Sumatera Timur 
Tahun Cina Jaw a India dll. 
1884 2 1. 136 1.771 1.528 
1900 58.516 25.224 2.460 
1916 43.689 150.392 
1920 23.900 212.400 2.000 
1925 26.800 168.400 1.500 
1929 25 .934 239.281 1.019 
Sumber Thee Kian Wie. 1989 
Pertumbuhan produksi dan ekspor tembakau antara 1864 hingga 
1940 dijelaskan oleh Dr. Thee Kian Wie mela1ui tabel di bawah ini. 
Tabel 14 
Ekspansi dan Kontraksi Perkebunan Kopi di Sumatera Timur 
Tahun Jumlah perkebunankopi Penjelasan 
1864 
1872 22 periode ekspansi 
1880 49 
1888 148 
1896 120 kritis harga 1891 
1904 11 4 
191 2 97 
1920 82 
1928 72 




Sumber • Thee Kian Wie, 1989 
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Sejak tahun 1872 jumlah perkebunan kopi terus meningkat 
( ekspansi) hingga krisis 1891. Setelah itu jumlahnya terus menurun, 
dan menurun drastis sejak Depresi ekonomi dunia ( 1930). Sudah sejak 
krisis harga tembakau pada tahun 1891 para pengusaha mulai mencari 
alternatifnya. Maka muncullah perkebunan-perkebunan baru dengan 
komoditi baru seperti kelapa sawit, kopi , teh. Seratmanila (abaka), 
dan karet. Kemudian menyusul pula minyak. 
Tanah-tanah yang dipergunakan untuk kopi mulai digunakan 
untuk kelapa sawit, sisal dan karet (Thee Kian Wie 1989: 146, 147). 
Kelapa sawit mulai diusahakan di Sumatra Timur sejak tahun 
1991. Karena memerlukan pabrik pengolahan yang malah maka tidak 
mengherankan bila penduduk tidak mengembangkan komoditi ini 
seperti h:llnya dengan karet (karet rakyat) . Peningkatan perkebunan 
kelapa sawit justru meningkat setelah depresi 1921. Perkembangan 
perkebunan kelapa sawit dikemukakan dalam label 14. 
Teh terutama diusahakan dipegunungim daerah Simalungun oleh 
pengusaha Inggris dan Jerman an tara 1910 dan 1920. Kemudian 
perusahaan Belanda (Hande1s Vereniging Amsterdam - HVA) juga 
menanam modalnya di s ini . Perkembangan perkebunan teh 
dikemukakan dalam tabel 15. 
Tali manila atau abaka (sisal) mulai diusahakan pada tahun 1917 
di wilayah Laras, tetapi bagian terbesar di wilayah Simalungun. 
Karet terutama terdapat di Jambi , tetapi berbagai tempat lain juga 
menghasilkannya. Lihat tabel 16. 
Tabel 15 
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Sumber Thee Kian Wie. 1989 
Tabel 17 
Pertumbuhan Perkebunan Karet di Sumatera Timur 
Tahun Luas areal perkebonan (hektar) areal prodoktif 
1902 176 0 
1904 65 1 0 
1906 2.078 0 
1908 13.090 0 
19 10 29.471 0 
1915 103.112 36.453 
1920 150.156 101.428 
1925 188.875 146.773 
1930 273 .094 172.905 
1932 284.213 178.438 
1935 0 0 
1940 0 0 
Somber : Thee Kian Wie. 1989 
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Karel sesunggu hnya tidak dihasilkan di Sumatra Timur saja, 
malah produsen tersebar justru di Sumatra Selatan . Tetapi yang 
te rakhir ini berkaitan dengan karet rakyat yang akan dikemukakan 
kemudian. 
Tabel 18 














Sumbcr . Thee Kian Wie. 1989 






























Pertumbuhan Luar Jawa terutama juga di se babkan o leh 
berkembangnya pertambangan yang padat modal itu . Tiga jenis 
pertambangan yang paling penting adalah , ti mah, batu-bara, dan 
minyak bumi . 
Timah di kepulauan (Riau Bangka, Belitung dan Singkep) telah 
dikenal mulai ditambang oleh orang-orang Cina dan Melayu sejak 
awal a bad ke- I 8. Orang-orang Cina dari Semenanjung membentuk 
satuan-satuan kerja yang dinamakan kongsi masing-masing dengan 
pemimpinnya (lhaiko = Rakka) untuk menambang dan memasarkan 
timah ke India dan Hongkong. Kemudian oleh VOC tambangan ini 
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juga dijadikan monopoli dan diperdagangkan di Asia pula . Setelah 
Belanda secara syah mcnguasai wilayah ini hcrdasarkan perjanjian 
Lo ndon , maka pertambangan timah pu n mulai mendapat perhatian. 
Dcngan modal swasta dibcntuklah dua perusahaan untuk menggarap 
timah oleh Billiton Maatschappij. 
Sejak tahun 1885 sistcm kongsi mengalami pcrubahan di pulau 
Beli tu ng . Satiap anggota kongsi mendapat upah sesuai jumlah timah 
yang telah ditentukan yang diserahkan pada perusahaan ("sistem 
kuan titas") . Kelebihannya dibayar pula oleh perusahaan. Sistem kongsi 
samasckali di hilangkan ketika peru sahaan mulai meng gunakan 
teknologi canggih . Sejak itu perusahaan memperkerjakan para pekerja 
Cina secara pribadi. Keadaan di pulau Bangka berheda dengan di 
Belitung. Kalau di belitung para pekerj a diupah setahun sekali , maka 
di Bangka mereka menerima upah setiap bulan (Thee Kian Wie 1989). 
Batubara pertama kalinya ditam bang di Martapura (Kalimantan) 
pad a tahun 1846 dan 1849 oleh dua perusahaan mil ik pemerintah ("de 
Hoop" dan "Oranje-Nassau" . Hanya perusahaan kedua yang dapat 
bertahan lama. Hasi lnya dibeli oleh angkatan !aut Belanda. Tetapi 
perusahaan kedu a itupu n akh irnya gul ung tikar karena musibah 
kebakaran tahun 1884. 
Se belu mnya pada ta hun 1861 pe merintah telah membuka 
peru sahaan pertambangan baru di Palahan (Kutai) untuk kebutuhan 
Angkatan Lautnya. Tetapi perubahan ini pun tidak dapat bersaing 
dengan perusahaan Inggri s. 
Perusahaan pertambangan batubara yang ternyata berhasi l adalah 
di Umbilin (Su matra) yang dibuka pada tahun 1868. Keberhas ilan itu 
menarik para investor untuk membuka perusahaan pertambangan di 
Labuan (Kalimantan) sejak tahun 1889 . Selain itu telah dibuka juga 
peru sahaan di Sadong (1873) dan Muara (1882). Tenaga kerja di 
Kal imantan teru ta ma ad alah o rang Ci na. Persaingan dengan 
Peru sa haan-pe ru sahaan Iggri s di Sara wak cukup kuat. T e tap i 
perusahaan-perusahaan tersebut-ternyata dapat bertahan . 
Sekalipun penduduk di Sumatra telah lama menggunakan minyak 
bumi kasar untuk penerangan, namun baru pada tahun- tahun 1890-an 
ada pe rus ahan swasta ya ng m e n ana mkan modal nya dal am 
pertambangan minyak bumi. Pertambangan pertama dibuka di Telaga 
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Said dan Darat (Sumatera Utara) . Kemudian menyusul perusahaan 
lain yang mendapat di Senga- senga (aliran sungai Mahakam) 
pada tahun 1891 . Menyusui pertambangan di Baku yang tcrutama 
diekspor ke Amerilta Serikat. 
Persaingan dalam bidang ini juga cukup ketal terutama dari 
perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Untuk mcngatasinya maka 
Royal Dutch yang menguasai pertambangan di Kalimantan itu 
membentuk sebuah usaha patungan (joint venture) dengan Shell 
(Inggris) untuk melawan Starsdard Oil sehingga terbentuk Asiatic 
Petroleum. Royal Dutch sendiri heroperasi melalui dua perusahaan , 
yaitu Bataavsche Petroleum Maatschappij (BPM) yang menguasai 
semua koneksi di Hindia Belanda, dan Anglo Saxon Petroleum Com-
pany (ASPC) yang lebih banyak bergerak di Sarawak. 
3.4 Perkebunan Rakyat 
Perkemhangan yang cukup menggemhirakan dalam periode sejak 
awal ahad ke-20 ada lah munculnya perkebunan rakyat. Terutama karet 
dan kclapa yang tidak membutuhkan investasi dalam bentuk pabrik 
pengolahan (manufaktur) mudah dikerjakan oleh rakyat. Scpanjang 
yang diketahui (telah diteliti) karet rakyat terdapat di Kalimantan 
Tenggara dan di Sumatra Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatra 
Barat. Dalam bagian ini akan dikemukakan dua contoh. yaitu karct 
rakyat di Sumatra Sclatan. dan kelapa rakyat di Sulawesi Utara. 
Karel rakyat di Sumatra Selatan berkcmhang di awal abad ke-20. 
Pelopornya adalah orang-orang Melayu yang sekembali naik haji 
singgah di memenanjung dan membawa huah karet untuk ditanam di 
ladang-ladangnya . Ekologi karet tcrnyata tidak berhcda jauh dengan 
ekologi pcrladangan. Sebah itu dengan mudah rakyat dapat menanam 
dan memelihara karet diladang-ladangnya dengan teknologi yang telah 
mereka kenai untuk perladangan . Selain itu pengolahan karet tidak 
membutuhkan mesin-mesin yang tidak mungkin dibeli oleh rakyat. 
Pengolahannya menjadi komoditi dagangan cukup diasapi dengan cara 
yang sederhana saja. 
Karet rakyat terutama dibeli oleh para tengkulak dari Singapura . 
Mutunya kurang baik tetapi dapat laku di pasaran. Sampai tahun 1930 
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ternyata volume ckspor karct rakyat jauh mclampaui volume karct 
perkebunan . 
Ketika Depresi ckonomi duni a melanda Hindia Belanda pada 
tahun 1930 dan mcmu ku l pcrkebunan karet karena harga-hraga jatuh 
drastis di pasaran Junia, ternyata· karet rakyat dapat bertahan. Hal ini 
terutama karena fakto r resiko tidak terla lu hcsar dalam karet rakyat. 
Pengelolaan karet rakyat tidak di lakukan mel alui perusahaan modal 
hcsar schi ngga tidak ada tanggung jawab pada pemegang saham. 
Dalam kcadaan huruk pun para pctani kare t masih dapat hidup mclalui 
ladang- ladangnya . Sis tem pcrkebunan dan sistem ladang memang 
bcrkaitan erat dalam budidaya karet oleh rakyat. 
Keadaan itu juga berlaku bagi "kelapa rakyat" . Kelapa rakyat di 
Minahasa terutama di hasilkan di wilayah-wilayah bergunung api 
sepe rti di strik Tonsea, distrik Amurang dan dis trik Manado. Tanah 
berporus akibat lahar gunung berapi ya ng mengeras itu tern yata 
menjadi penyimpan air eukup banyak, seh ingga kelapa dapat tum buh 
sampai-sampai ke lereng-lereng gunung atau daerah dengan curah 
hujan yang keeil. 
Ke lapa dipancn setiap empat bul an sekali. Setiap keluarga di 
M inahasa sanggup memelihara sebuah kebun kelada dengan sekitar 
200 pohon kelapa. Ada pula yang dapat memperluas kebunnya dengan 
cara membcli tanah dari orang lai n. Cara pengolahannya juga sangat 
sederhana seperti halnya pengolahan karet rakyat. Se lain upah untuk 
pemetik, hanya di perlukan tempat-tempat pengasapan (tempat fufu ) 
yang bisa dibangun di Keburi -kebu n de ngan material yang ada 
disekitarnya. 
Ke lapa dari Mi nahasa (da n daera h-daerah lainnya) mul ai 
memasuki pasaran sejak awal ke-20 un tuk memenuhi permintaan dari 
be rbagai pabrik yang menghasilkan sabun dan lain-lain. Jaringan 
pemasaran kopra terdi ri atas petani ke perantara kemudian kepada 
saudagar pengekspor yang berkedudukan di Manado atau Amurang. 
Hubungan antara perantara (yang kebanyakan adalah orang Cina yang 
te lah bergeneras i berdiam di Minahasa) merupakan suatu bentuk 
"Trade alliance" yang unik dan dinamakan "copracontracten". 
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"Coprlaconlracleln·· atau knntrak kopra adalah hubungan dagang 
antara pctani kclapa di Minahasa dan para pedagang perantara yang 
hcrmukim dan memiliki warung-warung di wilayah-wiiayah produksi 
kopra. Kontrak antara hcrhagai petani dan perantara bisa dibuat secara 
tertulis (sering di depan notaris) untuk jangka waktu lima sampai 
<>epuluh tahun. Pada saat penandatanganan kontrak petani dapat 
mempcroleh uang sehanyak kopra yang akan diserahkannya selama 
jangka waktu itu. Ini merupakan jumlah uang yang sangat banyak 
dihandingkan apahila pcrtani menjual dalam jumlah yang sedikit 
empat bulan sekali. Selanjutnya kredit yang diherikan oleh perantara 
itu harus dibayar olch petani setrap kali panen sepanjang jangka waktu 
yang ditentukan pula. Uang yang diperoleh para petani sehagian 
terbesar dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik seperti membangun 
rumah, merenovasi rumah. membeli pakaian, atau mengirim anak-anak 
ke sekolah Belanda, dan lain-lam. Pengeluaran konsumtif di masa ini 
masih sangat jarang terjadi akihat dominannya hudaya Zending yang 
masuk ke wilayah ini sejak abad kc-19 . 
Sistem "coprar·onlraclen" mulai kehilangan fungsinya sejak 
Deprcsi ckonomi duma yang di Indonesia mulai terasa pada tahun 
I 910. Kctika itu han yak petani tidak sanggup memhayar kreditnya 
karena harga kopra jatuh drastis di pasaran dunia. Suatu cara yang 
ditempuh untuk mengatasi keadaan itu adalah melalui pembentukan 
koperasi. 
Pcrkoperasian memang Ielah hcrkembang suhur di dacrah ini . 
Setiap desa memiliki koperasi simpan pinjam yang diawasi oleh pihak 
herwajib ( Vofkcredietwecen). Dalam keadaan kcsulitan di alas pada 
tahu I 9]0. atas inisiatif heherapa pctani kelapa di Airmadidi (Tonsea). 
pemerintah daerah (Karesidenan) mcmbentuk sebuah koperasi kopra 
yang dibcri nama "Verkoop Cenlrale Minahasa" yang berpusat di 
Manado dengan pimpinan Arnold Mononutu . Algemeene Volkscrediel 
Bank milik pemerintah juga mcngulurkan tangn untuk mcnyediakan 
keuangannya. 
Scmentara itu pemcrintah juga memhenahi sistem 
"coJ7racon/raclen" dengan cara mencgos iasi kemhali jumlah hutang 
para pctani dengan para pedagang pcrantara . Suatu landasan legal 
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dikeluarkan un tuk mengatur pelaksanaan "copracontracten" dalam 
m asa- masa sela njutnya dikeluarkan data dinamakan "Copra 
Ordonantie". Dalam peraturan itu Asisten Residen Minahasa 
mendapat kewaj iban untuk mengawasi pelaksanaannya, dan setiap 
pedagang perantara harus memiliki izin untuk mengadakan kontrak 
itu . 
Namun keadaan berubah lagi dengan meletusnya Perang Dunia 
kedua di Eropa pada tahun 1939. Sejak itu kopra, maupun komoditi 
Iainnya dari Indonesia, tidak bisa diekspor lagi karena kapal-kapal 
dagang tidak aman dari torpedo-torpedo Jerman . Saat inilah para 
perkebun an swasta berg abung membentuk berbagai "fonds" 
berdasarkan peraturan pemerintah "Crisies Ordonantie", sehingga 
muncullah "Rubbetfonds" (untuk perkebunan karet), "Kina fondJ". 
"Coffiefonds". "Theefonds", dan lain sebagainya. 
Perkebunan rakyat jelas tidak memil iki kemampuan untuk 
mengimpun dana daruratnya sendiri . Scbab itu pemerintah pusat di 
Batavia mengulur tangan membantu petani kopra dengan membentuk 
apa yang dinamakan "Coprafonds" pada tahun 1940. Danan ya 
diperjuangkan melalui Yolksraad yang mengalokasikan sejumlah uang 
bagi pemerintah untuk membeli kopra dari petani dan menimbunya 
dibeberapa tempat dengan harapan akan dijuallagi kalau perang telah 
usai. Tetapi perubahan tidak sampai di situ saja. Dengan pendudukan 
Jepang (1942- 1945) seluruh sistem itu hancur. Perkebunan kelapa 
dan perdagangan kopra mulai dihidupkan kembali Setelah usai perang. 
terutama di tahun-tahun 1950-an (Leiri ssa 1994). 
3.5 Integrasi Ekonomi 
Suatu permasalahana penting dalam perkembangan ekonomi 
Indonesia sejak paroh kedua abad ke-19 itu adalah apakah terjadi 
semacam integras i ekonomi di seluruh wilayah kekuasaan Hlndia 
Belanda. Kalau di perhatikan sejarah ekonomi periode pra-YOC 
(khususnya da1am abad-abad ke-15 dan ke-16), jelas bisa dikatakan 
bahwa in tegrasi ekonomi ketika itu ada, walau sudah tentu mencakup 
wilayah yang Iebih luas dari wilayah Hindia Belanda (antara lain 
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mencakup juga Malaka) . Kcmudian dengan caranya sendiri YOC juga 
berhasil mengintergrasikan ckonomi Nusantara dal am kaitan Asia, 
sekalipun hubungan dengan Negeri Nusantara lehih dominan. 
Pertanyaan semacam ini pernah diuji dalam ~ uatu Seminar Sejarah 
Ekonomi Indone~ia yang diselenggarakan di Australian NatiOnal Uni-
versity di Canbe rra tahun I Y92 . Ternyata hubungan ekonomi , 
khususnya melalui komoditi -komoditi padat modal seperti 
pertambangan, le bth banyak terkait dengan ncgara-negara industri 
daripada dcngan pulau-pulau di Indonesia sendiri. 
Untuk konteks Indonesia pertanyaan ini selalu diajukan oleh para 
ilmuwan yang mempelajari pertumbuhan ekonomi di luar Jawa 
(Lindbland 1993 ). Pada dasarnya dicapai kesimpulan bahwa integrasi 
ekonomi di dal am wi1ayah Hindi a Belanda sendiri tidak pernah 
terwujud . Pertumbuhan ekonomi di Juar Jawa (seperti juga di Jawa) 
didorong oleh permintaan dari luar. bukan dari wilayah-wilayah lain 
di Indonesia . 
Keada an ini memang mirip dengan keadaan pra-YOC ketika 
rempah-rempah memasuki pasaran dunia juga karena permintaan dari 
luar (Cinda dan Eropa). Tctapi ketika it u ada jaringan perniagaan 
Nusantara yang beri ntikan berhagai imporium di Nu santara yang 
terkait dengan umporium Malaka . Dalam hal Hindia Belanda, mas ing-
masing daerah produksi mengekspor komaditinya 1angsunq keluar 
negeri, tanpa harus diperdagangkan dulu di Nu santara seperti di masa 
pra-YOC. 
Masalah ini herkaitan dengan pertanyaan mengapa di Hindia 
Bc1anda tidak diadakan industria1isasi padahal bahan baku untuk itu 
telah ada (Howard Dick 1989). Mcnunggu hasil penelitian selanjutnya, 
kita hanya bi sa mengadakan perkiraan apahi 1a ketika itu terjadi 
indu strialisasi maka kemungkinan besar arus komoditi dari satu pulau 
bisa mengalir ke pulau lainnya.Tetap i apakah dengan demikian 
terjadi integrasi ekonomi masih helum jelas karena faktor daya heli 
masyarakat juga penting untuk memanfaatkan hasil industri tersehut. 
Ataukah bentuk indutrinya sekedar manufaktor pengelola bahan baku 
untuk diekspor, bukan pabrik yang menghasilkan bahanjadi. lni semua 
belum bisa dikatakan dengan pasti seorang. 
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Namun demikian ada satu hal yang memperlihatkan adanya upaya 
integrasi ekonomi di masa Hindia Belanda , ya itu pembentukan 
perusahaan pelayaran yang mencakup seluruh Hindia Belanda (KPM ). 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM ) dibentuk pada tahun 
1888 dan mula i broperasi tahun 1992. Sebelumnya jal ur-jalu r 
pelayaran di Hindia Belanda dikuasai oleh perusahaan-perusahaan 
pelayaran Inggris maupun Cina yang berpusat di Singapura. Selain 
itu terdapat juga pelayaran tradisional yang belum ban yak diteliti pula 
(Leirissa 1993) . Pihak Belanda hanya memiliki perusahaan pelayaran 
antara benua yang menghubungkan Indonesia dengan negeri Belanda 
(Rotterdamsche Lloyd); selain itu berbagai perusahaan lainnya dari 
Jerman, Inggris dan Australia juga meiliki perusahaan perkapalan antar 
benua. Pada tahun 184 7 memang ada usahawan Belanda, Corres de 
Vries . yang mendapat konses i dar i pemerintah untuk membuka 
perusahaan pelayaran Nusantara. Tetapi perusahaan ini tidak bertahan 
lama . Kemudian pada tahu n 1863pemerintah Be landa mengaj ak 
sebuah perusahaan Inggris untuk membentuk perusahaan pelayaran 
Nusantara, Nederfan dsh -Indische Stoomvaart Maatshappij (NISM). 
Tetapi ini pun tidak banyak memberi keuntungan bagi kepentingan 
Belanda. 
Menurut sejarawan yang mempelajari sejarah KPM , DR. J.N.F.M. 
a Campo, persoalan utama yang dihadapi Belanda adalah Singapura. 
Kapal-kapal yang berinduk di Singapura itu dengan sendirinya 
merugikan kedudukan Batavia sabagai pusat Hindia Belanda (a Campo 
1992). Sebab itu pemerintah Belanda mengadakan perundingan dengan 
sejumlah pengusaha Belanda, termasuk direktur Rooterdamsche Lloyd, 
sehingga akhirnya pada tahun 1888 terbentuk KPM. 
M isi KPM secara ters ura t adalah men yelenggarakan jasa 
pelayaran di Nusantara. Tetapi tersirat pula misi lain, yaitu manjadi 
perusahaan pelayaran yang memegang monopoli atas pengankutan 
semua barang dan personil pem erintah . Jadi sekalipun bukan 
perusahaan negara, tetapi tugas po1itiknya jelas menonjol (Ibid.). 
Dalam perkembangannya hingga tahun 1914 KPM berhasi1 
membangun suatu jaringan perhubungan hingga tahun 1914 KPM 
berhas il membangu n suatu jaringan perhubungan !aut yang mencapai 
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hampir seluruh pelosok Nusantara. Baik kota-kota besar sampai pada 
kota-kota kecil dan bahkan yang terpencil sekalipun dijangkau oleh 
kapal-kapalnya . Lebih dari itu jadwal pemberangkatan dan 
kedatangannya selalu tepat sehingga bisa diandaikan para pedagang 
dipelosok Indonesia. Namun demikian perusahaan ini tidak pernah 
mendapat laba besar-besaran seperti perusahaan-perusahaan Belanda 
lainnya, umpamanya BPM (minyak bumi) . Ini disebabkan adanya misi 
politik yang kadang-kadang lebih mononjol dibandingkan dengan misi 
dagangnya. 
Aspek politik ini nampak pertama-tama dari kewajiban kapal-
kapal KPM untuk mengangkut personil pemerintah ke mana saja 
dibutuhkan. "Kapal putih" (badan kapal-kapal KPM semuanya di cat 
putih), dan seragam putih (pakaian dinas pejabat Belanda) merupakan 
lambang kekuasaan yang biasa menjangkau semua pelosok Hindia 
Belanda. Selatan itu kapal-kapal KPM juga berkewajiban mengangkut 
tentara Belanda (KNIL yang dibentuk pada tahun 1830) ke segenap 
pelosok untuk menumpas "pemberontakan" (Ibid.). 
Sebab itu dari segi kolonialisme bisa dikatakan bahwa KPM 
berfungsi sebagai faktor-faktor integratif. Seluruh wilayah yang 
dikuasai Belanda itu dapat dijangkau melalui kapal-kapal KPM. Tetapi 
apakah dengan demikian juga bisa dikatakan bahwa KPM menjamin 
adanya integrasi ekonomi merupakan suatu masalah menyangkut 
lalu lintas barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lain. 
BABIV 
MENUJU KEMAKMURAN 
Scjarah ekonomi Indonesia pasca Kolonial Hindia Belanda 
memperlihatkan usaha pemerintah Republik Indonesia mentrans-
formasi kan perekonomian kolonia l me njadi ekonomi nasional. 
Struktur perekonomian kolonial yang memilik i ciri dualis tik dan 
diskrepansi spasial hendak dirombak menjadi ekonomi nasional yang 
terintegrasi. Pand angan ekonomi nasional ini belum menemukan 
kancah penerapannya pada masa revol usi. Pada masa ini si tuasi 
ekonomi mas ih te rpengaruh o leh pcrekonomian perang yang 
diintroduksi oleh pemerintah pendudukan Jepang. 
Pemerintah Mil iter Jepang mene rapkan suatu keb ijakan 
pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan 
Jepang dalam Perang Pasifik. Sebagai aki batnya terjadi pewmbakan 
besar-besaran dalam struktur ekonomi masayakat. Perkembangan 
ekonomi dari masa sebelumnya terhenti bahkan kesejahteraan rakyat 
merosot tajam. Sektor industri perkebunan yang menjadi andalan 
utama ekspor pada masa Hindia Belanda mengalami kemunduran 
drastis. Sektor pertanian rakyat yang bertumpu pada tanaman padi 
yang sempat mengalami swa sembada tahun 1940 menurun tajam. 
Malahan terjadi bencana kekurangan pangan. Hal yang serupa dialami 
oleh sektor produksi lain nya seperti industri manufaktur, sektor 
distribusi dan jasa. Pembagian wilayah Indonesia ke dalam tiga daerah 
pemeri ntahan yang berbeda menghancurkan jaringan perhu bungan 
ekonorni yang ada. 
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Pada masa revolusi kemerdekaan, ancaman kembalinya kekuatan 
kolonialisme Beland a menyita seluruh perhati an Republik yang mas ih 
berusia muda. Sektor-sektor produksi tidak dapat dijalankan sama 
sekali. Semen tara situasi politik dalam negeri masih mencari bentuk 
yang sclaras dengan tujuan bersama ketika itu yakni mempertahankan 
kemerdekaan. Scdangkan keadaan masyarakat meletakkan prioritas 
utama program kabinet pemcrintahan pada pemulihan ekonomi, mcski 
dalam kenyataannya program pemulihan itu su lit dilaksanakan. 
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan justru banyak disokong 
oleh partisipasi masyarakat. Kekuatan perjuangan banyak berhutang 
budi pada penduduk pedesaan yang kerap menyuplai kebutuhan 
pangan mereka. Kebutuhan perjuangan lainnya diperoleh dengan 
berbagai cara, seperti penyeludupan dan penyitaan milik musuh . 
Selain itu, keutuhan Republik Indonesia scbagai suatu kesatuan 
mendapat ujian serius dengan pembentukan negara boneka oleh 
Van Mook. Pejuangan nasional memulihkan keutuhan ini banyak 
menyita perhatian pemerintah Republi k. Keadaan se perti ini 
menghantar Republik Indonesia menuju pengakuan kedaulatan dari 
pihak Beianda pada tahun 1949 yang di ikuti oleh pemulihan integritas 
Republik Indonesia pada tahun 1950. 
Perolehan kedaulatan dan pengakuan kemerdekaan bukan lah 
berarti penyelesaian masalah, terutama di bidang ekonomi . Sejumlah 
persoalan kesejahteraan, perbaikan keadaan dan penciptaan struktur 
ekonomi nasional kembali muncul dalam bentuk yang lebih nyata 
untuk segera diatasi . Pemikiran membangun suatu perekonomian 
nasional muncul kembali dan menempati agenda utama kabinet 
pemerintahan. Sejumlah persoalan dihadapi oleh Republik Indonesia 
dalam memulai kiprahnya sebagai negara merdeka berdaulat penuh. 
Pemerintah mempunyai anggaran yang jauh dari mencukupi untuk 
membiayai suatu rencana pembangunan. Untuk itu, sumber pemasukan 
keuangan yang mampu mcnyediakan keperluan tersebut. Sementara 
sis tem perpajakan yang masih tradisional tidak dapat diandalkan 
sebagai sumber pemasukan. Sedangkan altenatif mencari sumber 
pembiayaan dari lingkungan internasional merupakan pilihan yang 
tidak pernah terlintas dal am pemikiran pembuat kebij akan ekonomi . 
Di samping itu pemerintah menghadapi masalah pembentukan suatu 
89 
badan perencanaan pembangunan, perbaikan pelayanan masyarakat 
mclal ui pelembagaan birokrasi ekonomi yang makin meluas . 
Prasaran a da n sarana perhubungan an tar jajaran birokrasi 
pemerintahan memcrl ukan penanganan yang terkendali. Perhubungan 
antar daerah masih menjadi penghambat dalam mekanisme jaringan 
ckonomi ekspor ke manca negara. Selain itu pergolakan daerah yang 
mengancam keutuhan dan kesatuan nasional tidak dapat diabaikan dan 
ikut mempengaruhi pengerahan sumber daya pemerintah. 
Langkah- langkah yang di tempuh o leh pemerintah adalah 
mencanangkan sejumlah program dan kebijakan ekonomi. Sejumlah 
perencanaan pembangunan disusun yakni antara lain Rencana Urgensi 
Perekonomian tahun 195 1, Rencana Lima Tahun atau Rencana Juanda 
tahun 1955, Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 
tahun 1961, dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada 
masa Orde Baru. Dalam periodisasi sejarah politik Indonesia, rencana 
pembangunan ini berakar pada periode tertentu . Rencana Urgensi 
Perekonomian dan Rencana Juanda lahir pada masa demokrasi 
parlementer. Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 
yang disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) digagaskan 
pada masa Demokrasi Terpimpin. Sedangkan Repelita merupakan 
produk politik ekonomi masa Orde Baru. Secara keseluruhan selain 
Repelita, rencana pembangunan ekonomi lainnya tidak berjalan secara 
maksimal atau lebih banyak tinggal rencana di atas kertas , apalagi di 
masa demokrasi terpimpin yang justru memperlihatkan gejala 
kemunduran ekonomi . Oleh itu pu la, target dan sasaran yang 
direncanakan semula banyak yang tidak tercapai, terutama perwujudan 
ekonomi nasional. Berbagai taktor menjadi penyebab tidak tercapainya 
gagasan yang telah muncul pada masa awal Republik Indonesia . 
Target dan sasaran pembangunan mulai tercapai pada masa Orde 
Baru. Repelita I sampai IV menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang 
cukup pesat dan menakjubkan. Pada tahun 1984 Indonesia mencapai 
target swa sembada beras yang berpuluh tahun menjadi impian seluruh 
lapisan masyarakat. Pada tahun 1980-an pula integrasi ekonomi antara 
sektor produksi dan spasial di perol eh, bersamaan dengan laju 
pertumbuhan sektor industri (manufaktur) yang melampaui sektor 
pertanian. Selanjutnya sumbangan ekspor produksi sektor industri 
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berhasil melampaui sektor minyak bumi dan gas (migas) dalam 
penerimaan devi sa negara. Melalui trilogi pembangunan, masalah-
pemerataan pendapatan masyarakat mendapat perhatian dan pada awal 
Pelita VI yang disebut sebagai awal Pembangunan Jangka Panjang 
Kedua (PJP II) persoalan pengentasan kemiskinan menjadi pokok 
perbincangan dan target pembangunan. Repelita yang menekankan 
pertumhuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dipandang berhasil 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan 
roda perekonomian nasional, khususnya menciptakan sistem ekonomi 
nasional. 
4.1 Masa Pendidikan Jepang dan Re volusi Kemerdekaan 
1942--1950 
Masa Kolonial Hindia Belanda meninggalkan dampak yang sangat 
berarti bagi perkembangan ekonomi masyarakat di masa selanjutnya. 
Pada struktur perekonomian kolonial memperlihatkan adanya 
dualisme. Di satu pihak terdapat sektor industri modern yang 
berorientasi pasar, padat modal dan produksi massal. Di pihak lain 
berkembang sektor ekonomi tradisional yang berorientasi padat karya 
dan berskala kecil. Selain itu terdapat pula diskrepansi spasial 
produksi . Persoalan ini yang dihadapi kelak oleh pemerintah Republik 
Indonesia dalam upaya mengintegrasi perekonomian nasional. 
Pada tanggal 8 Maret 1942 Angkatan Perang Hindia Belanda 
menyerah kepada bala tentara Jepang, dalam hal ini Angkatan Darat 
XVI. Sejak itu Indonesia berada dalam pendudukan Jepang yang 
membawa dampak perubahan ekonomi besar-besaran. Jepang 
meletakan penyerbuannya ke wilayah selatan dengan tujuan 
eksploatasi ekonomi dalam rangka mendukung Jepang dalam Perang 
Pasifik. Produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer 
menempatai prioritas utama. Peruhahan besar lai nnya berlangsung di 
sektor pertukaran dan perdagangan. Pulau Jawa yang menggantungkan 
diri pada perdagangan luar negri untuk produk-produk tertentu 
mengalami kesulitan dengan terputusnya mata rantai perdangangan. 
Substitusi barang-barang impor harus diproduksi sendiri seperti tekstil. 
Untuk itu penanaman tanaman bahan baku tekstil digalakkan oleh 
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pemcrintah Jcpang. Scmen tara pcngusahaan komoditi ckspor yang 
kini tidak Iagi mcmperoleh pasar dibatasi dan dialihkan kc scktor 
penanaman Iainnya. 
Di bidang pertanian pada bulan November I 943 Jepang 
memperkenalkan suatu prog ram yakni Kinkyu Shokurvo 
Taisaku (Tindakan-tindakan Mendesak Mengenai Bahan Makanan) 
yang meliputi. pengenalan jenis padi baru, inovasi teknik penanaman, 
peningkatan infra struktur pertanian, perluasan sa wah dan propaganda 
dan pelatihan petani . Di sektor perkebunan tanaman bahan baku 
sandang makin digalakkan, seperti kapas, rami, yute, rosela dan sisal. 
Sementara perkebunan besar lainnya yang telah diusahakan sejak 
masa Hind ia Be landa tidak berhasil mempertahankan tingkat 
produksinya (Kurasawa 1993). 
Program pertanian Jepang tidak mencapa1 sasarannya yang 
disebabkan oleh berbagai faktor. Situasi ekonomi perang tidak 
memungkinkan investasi pemerintah yang diperlukan dalam 
melancarkan programnya, sementara kondisi perekonomian petani 
tidak memungkinkan pengadaan kebutuhan sendiri dalam mendukung 
kehendak pemerintah. Hilangnya pasar dan pengerahan tenaga kerja 
bagi kebutuhan perang ikut menghalangi pelaksanaan program 
tersebut. Sementara perubahan mendadak dan pengenalan teknik baru 
menimbulkan berbagai ketidak menentuan sikap dan penerimaan 
petani . Akibatnya, mereka tidak dapat meningkatkan proJuksi dan 
terbelit dalam kesulitan pangan. 
Pemerintah Militer jepang memilih pulau Jawa sebagai daerah 
pemasok kebutuhan beras bagi wilayah Asia Tenggara, disamping 
Siam, Birma dan Cochin China. Sehubungan itu, badan-badan 
pengendalian penyediaan beras dibentuk, mulaildari Beikloku Tosei 
Kai (Persatuan Kontrol Beras), Shokurya Kanri Zimusho (Kantor 
Pengelolaan Makanan) sampai dengan Shokurya Kanri Kyoku (Biro 
Pengelolaan Pangan). Badan ini mengorganisir penggilingan beras dan 
pedagang beras yang keanggotaan bersifat wajib. (Kurasawa 1993) 
Pada bulan April 1943 suatu kebijaksanan beras dilancarkan yang 
menentukan bahwa pasar bebas beras dilarang dan petani harus 
menyerahkan sebagian panen mereka kepada pemerintah. Sedangkan 
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jumlah wajib serah itu diserahkan kcpada masing-masing pemerintah 
daerah, tcrgantung kemampuan produksinya. Kebijakan ini makin 
memperberat be ban rakyat Indonesia, sehingga tidak jarang terdengar 
berita bencana kelaparan di berbagai tempat. 
Ketidakmenentuan perkembangan perekonomian berkelanjutan ke 
masa berikutnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Sukarno dan Halla 
atas nama rakyat Indonesia mengumandangkan proklamasi 
kemerdekaan Republik Indonesia. Undang- Undang Dasar 1945 
disusun dan struktur pemerintahan dibentuk. Namun situasi yang 
berlangsung di tengah-tengah pemberlakuan status quo oleh pihak 
Sekutu terhadap seluruh wi1ayah pendudukan Jepang sebagai pihak 
yang kalah perang dan disusul oleh bayang-bayang kembalinya 
kekuatan ko1onial Belanda tidak memungkinkan kabinet yang dibentuk 
menjalankan roda pemerintahan sebagai semestinya. Situasi bergulir 
seiring dengan pengerahan kekuatan masyarakat membentuk kekuatan 
perjuangan. 
Mempertahankan kemerdekaan adalah tekad dan target utama 
bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dalam konteks itulah, 
dapat dipahami mengapa suatu program pembangunan ekonomi yang 
berencana dan berjangka panjang tidak dikctemukan pada setiap 
program kabinet. Penekanan program ekonomi diletakan pada 
pemulihan dan perbaikan keadaan . Ol eh karena jangankan 
mengupayakan pemasukan devisa sebagai anggaran pembiayaan 
pembangunan, pembiayaan perjuangan diusahakan melalui berbagai 
cara dan tidak terkoordinir terpusat. Penyeludupan menembus blokade 
Angkatan Laut Belanda merupakan salah satu cara pemenuhan 
kebutuhan tersebut, selain dukungan masyarakat pedesaan. 
Kabinet pemerintahan yang dibentuk senantiasa memasukkan 
butir-butir rencana di bidang perekonomian dalam program-
programnya. Kabinet Sjahrir I yang menggantikan kabinet presidensi 
pada November 1945, mencanangkan beberapa Program pokok yang 
mencakup aspek ekonomi, yakni memperbaiki kemakmuran rakyat di 
antaranya melalui distribusi pangan dan menanggulangi keuangan 
Republik. Pergolakan politik intra parlemen menyusul setelah 
pembentukan kabinet yang melumpuhkan kegiatannya . Pada kabinet 
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Syahrir II beberapa pokok program di hidang ekonomi meliputi 
penyempurnaan produksi, distrihu si pangan dan sandang. dan 
pengambilalihan perusahaan perkebunan asing. 
Di tengah-tengah gejolak revolusi itu , sempat muncul suatu 
pemikiran ekonomi yakni Siasat Pembangunan Ekonomi yang 
dicanangkan pad a mas a kabinet Syahri r tahun 194 7. Mohammad 
Hatta ditunjuk sebagai ketua komite Siasat Ekonomi . Akan tetapi , 
komite ini belum sempat membuahkan hasil seperti yang dikehendaki 
yakni berupa pembuatan rencana pembangunan ekonomi yang 
menyeluruh. 
4.2 Masa Demokrasi Parlementer 1950-1957 
Pada tahun 1950-an pada dasarnya Indonesia belum memiliki 
kemampuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi . Langkah-
Iangkah yang di tempuh hanyalah berupa rehabilita si struktur 
perekeonomian dan penanggulangan kesulitan keuangan. Ketika itu 
belum ada pemikiran dan upaya untuk mengkaitkan tindakat laju 
pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Walau laju 
pertambahan penduduk mulai terasa, seiiring dengan perpindahan 
penduduk ke daerah perkotaan yang lebih berhubungan dengan 
persoalan keamanan . 
Pada tahun 1951 diperkenalkan suatu kebijakan ekonomi yang 
dikenal dengan Rencana Urgensi Perekonomian . Pada hakekatnya, 
program ini baru berbentuk daftar proyek-proyek yang menampilkan 
kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dalam menanggulangi persoalan 
ekonomi yang mendesak. Dengan perkataan lain, program ini bukanlah 
suatu perencanaan jangka panjang, namun lebih merupakan rencana 
tindakan darurat mengatasi kemerosotan ekonomi. Walau demikian 
Rencana Urgensi Perekonomian dilandasi suatu gagasan mulia, yakni 
mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, 
dengan industrialisasi sebagai motornya. Sejajar dengan itu sektor 
pertanian sebagai reali tas dominan yang ada di masyarakat, tidak 
dikesampingkan. Sektor industri yang diprioritaskan adalah industri 
kecil. 
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Persoalan ekonomi yang sangat menonjol pada masa itu, yang 
erat kaitannya dengan suasana politik, adalah keadaan keuangan 
negara yang menunjukkan terbatasnya jumlah devisa yang tersedia. 
Kecenderungan politik negara yang baru terlepas dari cengkraman 
Colonialism tidak mementingkan usaha pencarian bantuan luar negeri . 
Pada hal Amerika Serikat dan PBB telah memberikan isyarat akan 
pentingnya bantuan modal dan teknologi bagi negara baru merdeka 
dalam menggerakkan roda pembangunan. Situasi dunia tendiri 
memperlihatkan ada polarisasi dua blok yang diselimuti dengan 
Perang Dingin (Cold War). Sikap Indonesia jelas terlihat ketika 
Kabinet Sukiman mendapat kecaman keras dari kekuatan-kekuatan 
politik dalam negeri karena menandatangani Mutual Security Act 
dengan Amerika Serikat. 
Kebijakan lainnya yang muncul pada periode Demokrasi 
Parlementer ini adalah mendorong terciptanya lapisan pengusaha 
nasional Sejumlah fasilitas disediakan pemerintah agar pengusaha 
nasional dapat bangkit dan mampu menjadi mitra pemerintah dalam 
membangun ekonomi nasional. Kebijakan tersebut dikenal dengan 
sebutan Kebijakan Benteng yang menekankan lndonesianisasi. 
Kebijakan Benteng melonggarkan fasilitas memasukkan barang dari 
luar negeri kepada pengusaha nasional bumiputra, yang dimaksudkah 
agar mereka mampu memupuk sumber dana untuk tumbuh sebagai 
pengusaha bermodal tangguh . Namun hasil yang diperoleh tidak 
seperti yang dicanangkan semula. 
4.3 Masa Demokrasi Terpimpin 1958-1966 
Pada akhir tahun 1956 dan awal 1957, Presiden Sukarno membuat 
serangkaian pidato yang melatarbelakangi memupusnya demokrasi 
parlementer yang berlaku sejak pembentukan kabinet Hatta pada bulan 
Desember 1949, dan penggantinya adalah suatu bentuk pemerintahan 
yang memusatkan kekuasaan negara kembali ke pangkuan Presiden. 
Sistem politik yang berkembang kemudian dikenal. sebagai masa 
Demokrasi Terpimpin. 
Ketika Kabinet Ali II akhirnya jatuh pada bulan Maret 1957, 
kemudian digantikan pada bulan berikutnya oleh suatu kabinet ahli 
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ekstra parlementer yang dipilih oleh Pres iden Sukarno, dan dipimpin 
oleh ahli perencanaan yang sangat disegani , Juanda, menand ai 
berakhirnya masa Demokrasi Parlementer. 
Pada masa kabinet Juanda, yang melansir Rencana Juanda, suatu 
bangunan ekonomi Indonesia yang dilandaskan pada suatu pemikiran 
ekonomi disus un oleh Biro Perancang Negara. lnstrumen ICOR 
(Incremental Capital Output Ratio) yang berguna untuk perhitungan 
proyek-proyek yang membutuhkan inves tasi mulai digunakan dalam 
perencanaan pembangunan . (Sjahrir, 1986) . Gagasan industrialisasi 
besar- besaran yang bertuj uan merombak struktur ekonomi kolonial 
menjadi ekonomi nasional diperbincangkan kembali . Sehubungan hal 
terse but terdapat dua pili han strategi yakni Strategi Big P 1 ush 
Development l dan Balanced ]Growth. 
Strategi Big Push Development beranggapan bahwa sehubungan 
dengan dana yang terbatas, konsentrasi pembangunan dipusatkan pada 
sektor-sektor tertentu agar mampu berkembang menjadi besar. Pada 
suatu ketika sektor yang telah berkembang akan membawa serta sektor 
lainnya. Sedangkan strategi kedua berkecendrungan penyebaran dana 
ke berbagai sektor pembangunan, dengan penekanan keseimbangan . 
Sektor industri dan sektor lai nnya dikembangkan bersama-sama 
hingga mencapai tingkat tertentu dimana masing-masing sektor dapat 
saling menyediakan kebutuhan lainnya. 
Situasi yang ada ketika itu memalingkan perhatian seluruh pihak 
pada pilihan kedua . Oleh karena semua sektor perekonomian 
memnunjukkan keadaan yang men yedihkan . Apabila dilakukan 
strategi Big Push Development maka dibayangkan sektor-sektor yang 
diabaikan akan makin terlantar. Sementara kecenderungan yang hidup 
di berbagai kalangan perencana ekonomi adalah pertumbuhan yang 
Heiman dengan terciptanya perkembangan berbagai sektor yang saling 
menunjang . Namun perkembangan politik ikut mempengaruhi 
pelaksanaan rencana pembangunan ini . 
Walaupun rencana Juanda yang disusun pada masa kabinet Ali 
Sastroamidjojo II dimatangkan untuk siap diterapkan pada saat Juanda 
menjabat sebagai Perdana Menteri, situasi politik nasional telah 
berubah dan tidak lagi kondusif bagi implementasinya. Pengaruh 
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Presiden yang memiliki pandangan tersendiri mengenai strateg1 
pembangunan Indonesia te lah makin menguat. Kabinet Ju anda 
merupakan awal peralihan dari kabinet parlementer menjadi kabinet 
presidensial. Rencana Juanda tidak mendapatkan peluang untuk 
dilaksanakan sepenuhnya. 
Beberapa kebij akan industri yang digariskan dalam Rencana Lima 
Tahun itu antara lain adalah mendorong perusahaan kecil padat karya 
dan pendirian perusahaan industri dasar di bawah pengelolaan negara. 
Perusahaan Induk industri didirikan yang mengkhususkan diri pada 
jenis industri tertentu. Perusahaan induk berfungsi memberikan 
bantuan bagi perusahaan industri kecil dalam hal pembelian bahan 
baku , penjualan , pelatihan dan produksi agar dapat mencapai tingkat 
efisiensi dan kwalitas yang diharapkan. 
Peran negara dalam pengembangan industri dijalank an oleh Bank 
Industri Negara yang didirikan pada tahun 195 1. Perusahaan ini 
menerjunkan diri dalam sektor usaha yang tidak diperhatikan oleh 
sektor swasta dan yang memerlukan pembiayaan yang besar. seperti 
pemintalan, semen, pupuk , industri kimia dan kertas. Industri tekstil 
yang mengalami kehancuran pada masa sebe lumnya dipulihkan 
kembali dan berkembang cukup pesat. 
Sementara periode antara bulan April dan November ditandai oleh 
ketegangan yang berkepanjangan antara Jakarta dan daerah··daerah 
yang mendirikan Dewan-Dewan daerah. Pada akhir tahun tersebut, 
keadaan memburuk ketika dua orang m anta n perdana m en teri 
(M. Natsir dan Burhanuddin Harahap) bersama-sama pakar ekonomi 
Sumitro dan Sjafruddin Prawiranegara menggabungkan diri dengan 
kekuatan di Padang dan pada bulan Februari 1958 suatu kabinet 
tandingan didirikan, dipimpin oleh Sjafruddin . (Leirissa 1992). Pada 
saat itu , Sukarno sedang berkunjung ke manca negara, dan pemimpin 
partai Masyumi di Jakarta sedang mengupayakan penyelesaian: 
khususnya diusulkan agar suatu pemerintahan persatuan nasional 
dibentuk di bawah mantan wakil presiden M. Hatta . Namun Sukarno 
kembali ke Jakarta pada bulan Februari dan segera mengambilalih 
kendali ; pada bulan berikutnya Militer, di bawah Mayor Jenderal 
Nasution memulihkan kekuasaan di sejumlah tempat di Sumatera dan 
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Sulawesi. Semua pihak yang terlibat dalam pemberontakan diproscs 
dan hcberapa di an taranya dibuang. Pcrl ahan -lahan partai-partai 
politik pada umumnya dibatasi kegiatannya, dan selama dua tahun 
setelahnya Prcsiden Sukarno memperkuat kekuasaan pribadinya . Pada 
bulan Juli 1959, kebijakan Kembali ke Undang-Undang Dasar ' 45 
membatasi kekuasaan dan pengaruh parlemen, dan pada bulan Maret 
1960, se telah seluruh kelompok oposisi bersepakat menolak usulan 
Anggaran , presiden m embubarkan sem ua anggota parlemen, dan 
men g angkat wakil -wakil rakya t yang baru , untuk menyokong 
kehendaknya. Sejak itu . ia memegang sepenuhnya kekuasaan dalam 
bidang ekonomi seperti juga di bidang lainnya. 
Pengambila lihan perusahaan-perusa haan Belanda pada akhir 
ta hun 1957 dilancarkan, bersamaan dengan keadaan perang saudara di 
heherapa wil ayah ekspor yang penting, menuj u suatu penurunan dalam 
hasil pada beberapa sektor ekonomi pada tahun 1958, walaupun 
te rdapat beberapa silang pendapat mengenai tingkat Penurunan. 
Pida to Sukarno pada tanggal 17 Ag ustu s 1956 menyangkut 
pembatalan perjanj ian KMB secara unilateral. Dengan sendirinya 
terpaut di dalamnya adalah pembatal an pembayaran hutang-hutang 
Rcpublik seperti yang termaktu h da lam perjanjian . Selain itu pidato 
te rsebut mengisyaratkan pengambil alihan perusahaan -perusahaan 
milik Belanda, yang mulai dilaksanakan pada bulan Desember 1957. 
Pe rang ka t Un dang-u ndan g ya ng dipers iapkan untu k ,j ndak an 
nasi o nal isasi itu adalah UU nomor 86/ 1958 •dan sebagai 
pe laksanaannya adalah Peratu ran Pemer intah nomor 211959. 
Pengambi lalihan ini di beri kompensasi yang diatu r melalui suatu 
kepanitian yang dibentuk oleh pemerin tah. 
Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) di bentuk, 
ya ng bertu gas me nga tur serta mengawasi kel ancaran jalannya 
nasi onal isasi. Kelompok pertama perusahaan Belanda yang terkena 
nasionalisasi adalah 38 perusahaan tembakau yang dimiliki o leh 
perusahaan perkebunan besar, yakni NV Verenigde Deli Mij, NV 
Senembah Mij, NV Veregnig de Klatensfche Cultuur Mij. dan lainnya, 
Se lanju tn ya kurang lebih 205 pe rusahaan perkebunan lainnya 
menyusul terkena nasionalisasi (Oey 199 1 ). 
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Setelah itu dilancarkan nasionalisasi sektor perbankan . Bank-
bank yang terkena adalah Nationale Handelsbank, Escompto Bank, 
dan NHM. Kemudian sektor transportasi mengalami tindakan serupa 
dengan diambilalihnya Semarang-Cirebon Stoomtram mij , Madoera 
Stoomtram mij dan Nederlandsch-lndische Spoorwegmaatschappij. 
Akan tetapi pengembangan dan pengelolaan sektor-sektor ekonomi 
tersebut mengalami sejumlah kendala seperti kurangnya tenaga ahli 
dan kelangkaan alat-alat produksi . 
Perkembangan ekonomi pada masa Oemokrasi Terpimpin dapat 
dilihat dalam sajian data kwantitatif berikut ini. Angka-angka dalam 
Buku Tahunan PBB mengenai penghitungan pendapatan untuk tahun 
1960 menunjukkan suatu penurunan sekitar 3%, seluruhnya di sektor 
manufaktur dan jasa; namun data Badan Perancang Nasional yang 
dikutip aleh Paauw. (Paauw 1967) menampilkan suatu penurunan yang 
lebih tajam sekitar 12,4%. Angka terakhir tampaknya berlebihan 
karena dampak utama dari kepergian modal Belanda lahir oleh sektor 
manufaktur dan jasa modern, dan keduanya relatif kecil, sehingga 
walaupun penurunan 40% pada pertambahan angka manufaktur yang 
terlihat pada angka PBB hanya diterjemahkan pada penurunan 4 ,15% 
dalam GOP (Gross Domestic Product), dan hal ini ditutup dalam nian. 
jumlah tertentu oleh perkembangan pertanian . (Booth 1993) 
Sejak 1958 sampai dengan 1967 pertumbuhan GOP membaik 
namun lebih rendah dibandingkan masa 1950- 1957; pertumbuhan rata-
rata per tahun menurut Laporan Bank Ounia/PBB ada1ah 1, 71 %; 
Laporan 1ainnya menjadikan suatu pertumbuhan tahunan 1,4%. Kedua 
perkiraan ini menyiratkan jatuhnya pertumbuhan per kapita, seperti 
j um1ah penduduk meningkat sekitar 2% per tahun pada dekade 1950 
hingga 1970. Laporan Bank Ounia menampi1kan penurunan mut 1 ak 
GOP pada tahun 1963, terutama berkaitan dengan penurunan yang 
disebabkan kekeringan dalam hasi1 pertanian. Sejak 1964 hingga 
1967. pertumbuhan GOP di bawah 2% per tahun. di bawah rata-rata 
pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1967 GOP per kapita dengan 
demikian tetap di bawah tingkat yang ada pada tahun 1957, dan j uga 
di bawah tingkat yang ada pada tahun 1938. (Paauw 1967). 
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Gamharan pertumbuhan yang relatif menurun antara tahun 1960 
dan 196 7 diperlihatkan pada setiap sektor utama ekonomi . dengan 
pengecualian sektor jasa pemerintah. yang mana berkembang 4,6'h 
per tahun. atau lebih dua kali pertumbuhan GOP. Namun alasan bagi 
gambaran yang mcnurun dari tiap sektor utama lebih berbeda. Pada 
se ktor pangan, upaya dilancarkan unt uk mendorong teknologi 
pemupukan yang baru dalam produksi beras melalui program produksi 
beras tiga tahun yang dicanangkan pada tahun 1959. Di bawah 
program ini . pemasukan pupuk meningkat dari 250.000 hingga 
450.000 ton . namun oleh karena penggantian hujan yang minim, 
khu s usnya di Jawa , pada tahun 196 1, 1963 , 196S dan 1967 , 
pertumbuhan panen beras mengecewakan. Pada tahun 1963 pertanian 
padi jatuh 10% sebagai akibat mus im Kering yang tidak seperti 
biasanya; di Jawa pada tahun 1964 kembali jatuh. Walaupun terdapat 
sejumlah bukti peningkatan has il di daerah Jawa dimana pupuk 
diterapkan lebih intensi f, di mana- mana hasil tetap dari 1960- 1967 . 
Secara kesel uruhan, perkembangan ekonomi Indonesia pada masa 
demokrasi Terpimpin memperlihatkan kemunduran, terutama apabila 
dibandi ngkan den gan masa se belu mn ya. Kemerosotan ekonomi 
berpengaruh besar pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Di bidang 
moneter terjadi pemotongan nilai mata uang yang menyisakan nilai 
sepersepuluh dari nilai ma ta uang kertas yang sedang beredar . 
(Paauw, 1967) Peredaran uang yang makin meningkat dibarengi 
dengan laju tingkat inflasi yang tinggi. Berdasarkan perbandingan 
dengan peredaran uang tahun 1950. sebesar 4.300 juta rupiah. tingkat 
inflasi tahun 1960 adalah II kal i lipat dan tahun 1965 sebesar 5 12 kali 
lipat. Seraya itu Pula anggaran belanja pemerintah berada pada 
keadaan defisit, seperti halnya pula cadangan devisa negara yang 
menurun drastis. 
Perkembangan ekonomi yang menurun ini memberi sumbangan 
besar pada keresahan sosial yang timbul di berbagai tempat. Keadaan 
ini menjadi pemicu pergolakan politik yang kemudian bermuara pada 
kejatuhan Sukarno. Indonesia memasuki babakan politik dan ekonomi 
yang baru dan berbeda dengan masa sebelumnya, yang dikenal dengan 
Orde Baru. 
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4.4 Masa Orde Baru : Repelita 1-- V 
Perubahan sistem politik dari Demokrasi Terpimpin menjadi 
Demokrasi Pancasila atau Masa Orde Baru membawa perubahan pula 
pada orientasi dan kebijakan pembangunan ekonomi . Program 
pembangunan nasional dituangkan ke dalam suatu perencanaan 
bertahap, yakni Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun dan 
Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pada masa Orde Baru pemulihan 
dan pembangunan ekonomi nasional mendapat prioritas utama, yang 
memerlukan prasyarat penciptaan stabilitas politik. Kebutuhan akan 
biaya pembangunan sebagian besar, pada awalnya, diperoleh dari 
bantuan luar negri . Susunan kabinet sebagai pengemban dan pelaksana 
program pembangunan lebih bersifat kabinet zaken. 
Kab!net Pembangunan I yang dibentuk Presiden Soeharto pada 
tanggal 6 Juni 1968 mengembah tugas yang dikenal sebagai Panca 
Krida (5 Tugas) yakni, 
1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk 
pelaksanaan dan keberhasilan Rencana Pembangunan Lima tahun 
dan Pemilihan Umum. 
2. Merumuskan dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima 
tahun . 
3. Menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tanggal 5 Juli 1971 . 
4. Meningkatkan ketertiban umum dan keamanan dengan 
memusnahkan sisa-sisa gerombolan pemberontak, dan usaha 
apapun yang hendak menyalahgunakan. menyelewengkan dan 
mengkhianati Pancasila dan UUD 1945. 
5. Meningkatkan efisiensi pemerintah dan membersihkan korupsi di 
Pemeri ntah Pusat maupun Pemerintah Daerah. (Wilson, 1992) 
Pada tanggal 15 Juni 1968, Presiden Suharto menunjuk sebuah 
tim yang terdiri dari 8 ahli dan tehnokrat berlatarbelakang pendidikan 
barat. Mereka diserahi tanggung jawab untuk memonitor atau 
mengatur perkembangan dan trend ekonomi. Selain itu opini, rencana 
dan rekomendasi mereka juga diharapkan dapat memberkan arah 
pembangunan ekonomi . Hasil pemikiran para pakar tersebut 
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dituangk a n da lam bcntuk Renc ana Pembang una n Li ma ta hu n 
(Repelita). 
Repel ita I memberi tekanan pada kebijakan pangan. di sekitar 
bidang produksi dan konsumsi beras. Pada masa itu kehijakan pangan 
identik dengan beras. Penyediaan heras yang cuk up merupakan inti 
kebi jakan pe merintah Orde Baru , o leh karena prod uksi he ras 
merupakan inti kesejahteraan rakyat. Produksi beras d itargc tkan 
mcningkat sebesar 47 ~ menjelang akhir Pelita I ( 1974). 
Sejak se mul a di sada ri o lah pemer int ah Ordc Baru bahwa 
pelaksanaan program Bimas, peninggalan dari masa sebelumnya . 
memerlukan sej umlah perbai kan . Pada pertengahan tahun 1966. 
Ko lognas (Kom ando Log is tik Nasional ) d ibe ntuk dan bertugas 
menangani masalah logis tik penyebaran barang-barang kebutuhan 
pokok serta manyalurkan dana kepada peserta Bimas mela lu i aparat 
pemerintah yang ditunjuk, yakni G ubernur dan Bupati . Langkah-
langkah ini mulai menunj ukkan hasil yang nyata dengan meningkatnya 
produksi lahan-lahan pertanian. Pada tahun 1967 Kolognas diganti 
o leh Bulog, Badan Urusan Logis tik yang langsung bertanggungjawah 
kepada Presiden. 
Pada ta hun i tu pu la Indo nesi a d il and a kri s is besar , ya ng 
d isebabkan berlangs ungnya musim kering yang panjang. Harga beras 
nai k tidak terkend ali . Persediaan beras dunia menurun sehingga impor 
beras men galami kesu li tan. Menghadapi si tu asi ini , pemerin tah 
melancarkan usaha memenuhi kebutuhan beras dan mengendalikan 
harga. Beras jenis PL 480 dari A mer ika Serikat dengan segera 
didatangkan. Bersamaan dengan itu jeni s pangan Iainnya diluncurkan 
ke pasaran sebaga i alternatif pengganti beras. Krisis beras ini ki an 
meng uatkan prioritas pemerintah dalam kebijakan pangan, yakni 
kebijakan beras. 
Mengant is ipasi s ituasi kris is terse but program Simas makin 
diga lakkan dan lebih dis·empurnakan menjadi Bimas Gotong Royong. 
Tujuannya adalah menuju suatu program penyuluhan yang intensi f 
disamping penyediaan pupuk, pestisida dan kredit. Program ini 
berh as il dal am memperkenalkan para petani deng an teknolog i 
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pcrtani an modern yang herkaitan dengan pemakaian pupuk dan bihi t 
ungg ul yakn i vari ctas unggul IRRI (PBS dan PB8). 
Akan tetapi mencapai swa sembada pangan bukanlah suatu proses 
yan g mudah . Be rbaga i upaya dil akukan untuk me nca pai ta rge t 
pe mbangun a n ya ng dik e ra hkan mela lui pe nin gkatan in ves ta s i 
pcmerintah. Untuk itu , pengeluaran pemerin tah untuk pcmbangunan 
bertamhah mcnjadi 3 kali lipat se lama Pel ita I. Sehagian besar dari 
target produks i te rcapai , kecuali prod uksi beras, yang berta mhah 
sckitar 25 9t- dengan kenaikan rata-rata se tiap tahun sebesar 41 ,5 Ck. 
Untuk itu perbaikan dilakukan terhadap program Bimas dan 
program penunjang lainnya. Mulai tahun 1973 BUUD diikutsertakan 
dalam menj aga kes tabil an harga minimum beras, yang sebelumnya 
merupak an tu gas Bulog . L angka h- lang kah ini me mperliha tkan 
prospek yang cerah. Angka produksi beras setiap tahun menunjukkan 
peningkatan. Antara tahun 196811 969 sampai dengan tahun 1973/ 
1974 mcmperlihatkan kenaikan 4 ,59t- , wal au secara keseluruhan angka 
kenaikan antara tahun 196811969 hingga tahun 19771978 berkisar pada 
31.8 9t- setiap tahun .(Booth, Me . Cawley 1990) 
Keadaan sektor industri pada masa sebclum tahun 1966 pada 
umumnya tidak menggembirakan . Suasana ekonomi dan po1itik yang 
serba tidak mcnentu memberikan andil dalam pertumbuhan sektor 
industri. Pada masa Orde Baru iklim konstruktif bagi pertumbuhan 
industri dihina Beberapa kebijakan dicanangkan seperti perombakan 
sistem devisa yang mana transaksi luar negeri menjadi lebih bebas 
dan disederhanakan agar bahan baku dan modal tidak sukar diperoleh. 
mendorong pertumbuhan sektor swasta dengan mengurangi fasi1itas-
fasilitas yang sedianya khusus dinikmati o1eh perusahaan swasta. dan 
kemudian diterhitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing 
tahun 1966. 
Tujuan dan arah pembangunan sektor industri yang ditetapkan 
pada Repelita I adalah industri yang mendukung dan saling berkaitan 
dengan sektor pertanian , industri yang dapat menghasilkan atau 
menghemat devisa dengan cara substitusi impor, industri padat karya, 
dan industri yang mendorong usaha-usaha pcmbangunan regional. 
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Scdang kan struktur industri yang ada pada masa awal Orde Baru 
mcmperlihatkan beberapa ciri . Ciri perlama adalah kcanekaragaman 
sektor industri . Terdapat 3 golongan pcrusahaan yakni perusahaan 
besar dan sedang yang termasuk sektor industri modern , peru sahaan 
kecil dan perusahaan industri rumah tangga . Kea nekaragaman ini 
rncmbawa suatu d il ema bagi perencanaan ekonomi Indonesia ketika 
dihadapkan pada pilihan antara prioritas industri pada modal atau pada 
karya. Apabila tekanan diberikan pada penciptaan lapangan kerj a dan 
rncmerangi kemi skinan maka penyaluran sumber-s umber ekonomi 
yang ada mengalir pada perusahaan kcrajinan rumah tangga, yang 
seringkali tidak produkt if dan re lati f si ngkat usianya . Namun suatu 
o rie ntasi ekono mi yang bcrtuj uan pada pertumbuhan e konomi 
mengedepankan sektor industri besar. 
C iri kedua ada lah sempitnya basis industri dan ketergantungannya 
pada sektor pcrtanian . Sedikit j umlah sektor industri yang mengolah 
hasi l pertani an yang perta ni an . Pada umumnya indu stri pertanian 
he rkutal pada pengolahan hasil kerajinan. Jarang ditemukan jeni s 
usaha agro industri. 
Ke ti g a a dal a h ad anya pe rbe daan yan g me nco lo k a nt ara 
pcrkcmbangan industri di Pul au Jawa dan Luar Jawa. Pulau Jawa 
memili ki pro po rs i tenaga ke rja yang lebih besar. Se me nt ara 
industria li sasi di Luar Jawa belu m berarti banyak. 
Pada tahu n 1970-an a wal dist ribusi perusahaan -perusahaan 
industri antar daerah masih me ncermi nkan pola pertumbuhan warisan 
jaman penjajahan . Lebih dari 80o/c lapangan kerja di sektor industri 
besar dan sedang terl etak di Pulau Jawa. Industri- industri pertani an 
yang ada erat hubungannya dengan sumber daya a lam dan lokasinya 
d ipe ngaruhi o leh le tak perkebunan-perkebunan yang memasok bahan 
mentahnya. Penca nangan U U PMA dan PMDN dimaksudkan untuk 
rnenum buh kan industri -i ndu s tri baru yang dapa t m e nguran gi 
perbedaan antar daerah ini . Namun angka-angka BKPM menunjukkan 
bahwa 70% proyek industri yang direkomendasikannya berlokasi di 
Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta dan Jawa Barat. 
Kecenderungan memilih lokasi yang telah mantap ini dipengaruhi 
o leh sejumlah faktor, seperti kem udahan meng h ubun gi aparat 
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pemerinlah pusal apabila berhadapan dengan prosedur birokrasi, 
ketersediaan jaringan pengangkutan dan komunikasi yang lancar, 
keberadaan lembaga keuangan utama, berdekalan dengan industri 
lainnya dan kecenderungan para pengusaha bertempal tinggal di kola-
kola hesar. 
Selama Pelita I lerjadi perubahan-perubahan yang cukup berarli 
untuk masa selanjulnya . Sumbangan sektor perlanian , kehutanan dan 
peternakan lerhadap GOP semakin kecil , dari 44 %- pada lahun 1971 
menjadi 38 ,7 I %. Sedangkan peran sektor industri dalam pembiayaan 
pembangunan semaki n bergerak naik yakni dari 81,8 q pada lahun 
1971 menjadi I 0,4 Cff pada akhir Pelila I. Kemajuan seklor induslri 
pada pel ita I tidak hanya lerletak pada diversivikasi jenis usaha induslri 
yang semakin meluas , namun juga pada kemampuannya melakukan 
ekspor. 
Melanjutkan pencapaian yang diperoleh dari Pelita I, Repelita II 
( 19741751-197911980) berlujuan : 
a. menyediakan pangan, sandang dan papan yang lebih baik. 
b. memperbaiki dan memperluas infra struktur unluk mendukung 
pembangunan industri. 
c. mengembangkan industri yang mcngo1ah bahan baku lerulama 
yang berasal dari sektor pertanian dan pertambangan. 
d . meningkatkan kesempatan kerja . 
c. pemerataan kesejahleraan sosial. 
f. menyediakan dana yang lebih besar untuk pendidikan, kesehalan 
dan program keluarga berencana. 
Pada Repelita II pemerintah meletakkan laju pertumbuhan seklor 
induslri sebesar 31,0 %, Pertambangan lO,IICff dan pertanian 4,6';( 
Pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun berkisar pada 7 ,2% . 
Slrategi induslrialisasi yang dilancarkan berjalan sejajar dengan 
strategi perdagangan internasional. Negara maju tidak memproduksi 
sendiri barang-barang induslri mereka, namun mencari lokasi produksi 
di negara-negara berkembang yang menyediakan fasilitas bersaing, 
keterbukaan pasar. ketersediaan bahan baku dan lenaga kerja murah. 
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Sasarann ya adal a h negara-negara yang sedang mengemhangkan 
industriali sasi penggant i barang-barang impor (su bstitu si impor). 
Sit uasi in i diantis ipasi o le h Indonesia yang menempa tkan sektor 
industri didamping sektor pertanian dalam prioritas pembangunannya. 
Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing 
menjadi tumpuan investasi di sektor indus tri . 
Selanjutnya Repelita III 197811979 - 1983/1984 menekankan J 
asas utama: 
a. Dis tribu si hasi l pemhangunan yang lebih merata untuk mencapai 
keadilan sos ia l bagi sel uruh rakyat Indonesia. 
h. Ti ngkat pertumbuhan yang cukup tinggi. 
c. Stabilitas nas ional yang sehat dan dinamis. (Booth. Mecawley. 
1990) 
Pe ndapatan riil nasional di rencanakan akan meningkat 6 ,51ff 
se tahu n deng an percepatan pe rtu mbu han sek to r industri dan 
penga ng ku tan. Pe rin ci an sekt oral anggaran pemba ngunan 
menunj ukkan penuru nan 14 C!r· di sekto r anggaran pertanian dan 
peningkatan menjadi 19(k di sektor industri , pertambangan dan energi. 
dan 16 90 di sektor pengangkutan dan pariwisata . Menjelang akhir 
Pelita III diperkirakan sektor pertanian hanya mencapai sedikit lebih 
tingg i dari se perempat GO P. Selain itu penekanan utama juga 
diberikan pada pe merataan di stribusi hasi l-hasil pembangunan di 
Indonesia, dan pada sasaran untuk memenuhi kebutuhan pokok secara 
lebih merata, termas uk kebutuhah akan makanan , pakaian, perumahan, 
pendidikan dan lainnya. Disamping itu , disadari bahwa lapangan kerja 
baru dan prod uk tif perlu dicip takan untuk mengatasi masalah 
kemiski nan . 
Pemerintah Orde Baru memasuki tahun 1980-an dengan bayang-
bayang penurunan laj u pertumbuhan ekonomi . Pada periode 1981 -85 
kecenderungan pertumbuhan itu kian nyata dan mencolok. Untuk itu 
pemeri ntah segera m enerbitka n sera ng ka ian keputu sa n ya ng 
direncanakan secara seksama . Keputusan itu meliputi deval uasi 
rupiah, deregulasi, pengetatan penge1uaran pemerintah dan mendorong 
ekspor non migas. Dereg u1 asi dan penghematan pengeluaran 
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pemcrintah Ielah membcrikan peluang kepada sektor ~wasta untuk 
mengambil peran dalam pembangunan . 
Sejak tahun 1980, menurut laporan dari General Agreement on 
Tariff and Trade (GATT), Indonesia telah menggungguli negara-
negara berkemhang lainnya dilihat dari kenaikan tahunan da lam nilai 
ebpor hasil -hasil industri . Selama tujuh tahun terakhir Indones ia 
memperoleh pcnghasilan sebesar 35 lebih hanyak ketimbang lainnya, 
yang mana didapat dari ekspor sektor industri. Keberhasilan sektor 
industri pada tiga pelita sebelumnya yang menjadi landasan untuk 
masa bcrikutnya adalah peningkatan volume, mutu dan perluasan jenis 
industri. Pcmbangunan sektor industri pada masa tersebut telah 
memupuk kekuatan pada kemampuan mengelola unit usaha industri 
yang memperluas kesempatan kerja, menyebar ke berbaga i daerah, 
m e nin gka tk an keterampilan dan keahlian tenaga kerja se rta 
penguasaan teknologi. Namun dua persoalan dihadapi oleh pemerintah 
dalam sektor industri . Pertama adalah struktur industri yang masih 
menunjukkan kelemahan terutama pada keterkaitan antar industri dan 
an tara sektor industri dengan sektor ekonom i lainnya. Pengembangan 
industri hulu yang dapat menyumbang nil ai tambah pada produk 
industri baru dirintis pada Pelita III. Kemudian tingkat ketergantungan 
impor bahan baku , penolong dan modal masih sangat besar, yang 
mempengaruhi keseimbangan perdagangan luar negeri Indonesia. 
lmpor bahan baku yang meningkat menyebabkan neraca perdagangan 
lu ar negri menjadi herat sehelah . Persoalan kedua adalah masih 
Iemahnya permodalan. penguasaan teknologi dan kemampuan rancang 
hangun serta rekayasa . Keadaan ini mengharu skan pemberian prioritas 
pada program keterkaitan antar skala usaha ind ustri, dan juga dengan 
sektor ekonomi lainnya. 
Da lam Pelita IV program ekspor ko moditi indu s tri teru s 
dikembangkan . Dalam hal ini peran dunia usaha sangat diperlukan, 
sehingga kemampuan eksportir terus ditingkatkan. Sesuai pula dengan 
pri oritas pembangunan sektor industri , usaha membang un industri 
dasar yang Lelah dirintis sejak Peli ta III dilanjutkan. 
Pengolahan bahan mcntah dilakukan di luar pulau Jawa, 
mengingat sebagian besar sumbcr daya alam itu terdapat di kawasan 
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tersehut. Suatu konsepsi pengembangan wilayah dcngan orientasi 
pertumbuhan ekonomi pada zone industri disusun. dengan maksud 
agar pembangu nan industri dasar itu tidak terpcncar-pcncar sehingga 
kurang efek tif. Konsepsi itu dinamakan Wilayah Pusat Pertumhuhan 
Industri (WPPI) yang mengand ung zone industri sebaga1 tempat 
kegiatan industri dasar, kawasan industri, pemukiman indus tri kecil 
dan sentra indus tri kecil. Pada Pelita IV ditentukan 5 WPPI, yakni di 
Sumatera bagian Utara , Su matera bagian sela tan. Jawa, Kalimantan 
hagian timur, dan Sulawesi hagian selatan . Sedangkan daerah lainn ya 
d irencanakan akan didirikan di masa mendatang . Dengan begitu. 
terlihat adanya kebijakan pemerintah yang berupaya menyebarkan 
se ntra-sentra penge mbanga n industri ses uai de ngan potensi dan 
karakterist ik produk masi ng-masing daerah di Indonesia. (Hartarto, 
I 985) 
Menjelang tah un 1987 Pangsa sektor industri mampu melebihi 
pcndapatan pemerintah dari sektor ekspor migas . Ekspor hasi l industri 
bernilai kira-kira US$ 2,7 milyar sedangkan m igas yang memherikan 
sumbangan 32 % dari total ekspor, berjumlah US$ 2.5 milyar. Sektor 
in dustri memberi andil sekitar 76 lk dari seluruh nilai ekspor non 
migas. Denga n itu, untuk pe rt ama ka l inya se ktor indu stri 
menggantikan tempat sektor pertani an dan sektor pertambangan pada 
tahun 1987. Akan tetapi secara keseluru han GOP berkisar 3,7 lk , 
menurun dari tahun sebelumnya sebesar 4 o/c. 
Pelaksanaan pembangunan nasion a! dalam Repeli ta Y mencalat 
berbagai kemaj uan . Pelaksanaan pembangunan di dalam negeri tidak 
dapat te rlepas dari pengauh perkembangan di 1uar negeri . Berakhirnya 
Krisis Teluk suatu pengol ahan bersenjata yang berlangsung di Timur 
Tengah antara Amerika Serikat dan sekutunya menghadapi Irak yang 
sebelumnya mengyerang untuk menduduki Kuwait Lelah memberikan 
harapan baru akan kebangkilan kembali ekonomi dunia. Namun 
harapan ilu tidak terwujud. Ekonomi dunia secara keseluruhan pada 
awal tahun 1990-an mengalam i kemerosotan , dengan mengalami 
penu runan 0,3%. Hal yang serupa juga dialami oleh negara-negara 
lnduslri maju yang hanya berlumbuh sebesar 0 .8 % pada tahun 1991 . 
Dalam situasi itu , dampaknya segera terasa juga di negara- negara 
lai nnya, seperli negara berkembang. (Lampiran Pidato Presiden 1992) . 
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Di da lam ncgeri pertumbuh an ekon o mi me nga la m i sedikit 
p e rl a mbat a n sc baga i a kib a t da r i ke b ij a k a n m o nete r untuk 
mcndingink an suhu perekono mi an yang memanas dan terj ad in ya 
kekeri ngan ya ng melanda berbagai dae rah . Keadaan ini sanga t 
mempengaruhi perkembangan ekonomi dalam tahun 1989 dan 1990 
laju pertumbuhan ekonomi mencapai ~ek itar 7,4 o/c per tahun . Pada 
tahun 1991 laju pertumbuhan ekonomi menu run sedikit menjadi 6,6o/c-
Walau adanya perlambatan laju pertumbuhan ini te tap dalam batas 
yang memadai . 
Tabel 19 
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Laju pertumbuhan ekonomi yang cepat, sehingga memanas , dalam 
tahun 1989 dan 1990 terutama di sebabkan oleh kegiatan inves tasi yang 
m e nin g k a t pesa t b a ik d a ri k a la ng a n PM DN m a upun PM A . 
Pertumhuhan ekonomi yang cepat se lanju tnya meningkatkan suhu 
perekonomian. Oleh karena tempo kegiatan ekono mi meningkat cepat 
uang yang heredar juga cenderung meningkat. dan bersamaan itu Pul a 
berbaga i kendala di bidang pra sarana mul ai timbu1 , ke1angkaan tenaga 
terampil muncul dan impor barang modal dan bahan baku berkembang 
pes at. 
Menghadapi keadaan ini pada pertengahan tahun 1990 diambil 
langkah-langkah untuk scgera memperkctat peredaran uang . Langkah 
tersehut dipertegas dengan kehijakan pengenda li an monetcr pada akhir 
Fchruari 199 1. Di samping itu dibentuk Tim Pinj aman Komcrsia l 
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Luar Negeri (PK LN) yang bertugas mengelol a sebaik-haiknya arus 
pinjaman komcrsilluar negeri agar jumlah keseluruhannya tetap dalam 
batas- batas yang aman bagi neraca pem hayaran . Dampak scgera terasa 
dengan mulai bergeraknya ekspor non migas yang selama 1990/91 
mengalami peningkatan kurang dari 10 q-. pada tahun 1991/92 bangkit 
dan membubung hingga lebih 20 %. 
Pada bula n Maret 1992 s ua tu keputu san politik e ko nomi 
d icanangkan yang membubarkan IGGI (In ter Governmental Group 
on Indonesia) . Se1ama 4 Peli ta badan ini te lah berfungsi sebagai donor 
pcmbangunan bag i Indones ia. Akan tetapi oleh karena sa1ah satu 
negara anggotanya kerap menggunakan bantuan ekonomi sebagai 
senjata dal am mencampuri urusan politik da1am negeri Indonesia, 
badan itu dibubarkan dan diganti dengan suatu badan baru yang 
disebut sebagai CGI (Consultative Group fo r Indonesia). 
Pe ningka tka n e k spor non mi gas terutama se ktor 1ndustri 
manufaktur tetap menjadi prioritas utama Pelita V. Paket deregulasi 
yang memberi pe1uang lebih besar kepada sektor swasta dalam 
mengis i pembangunan makin dipergiat. Se1ama Pelita V target 
pertumbuhan ekonomi sebesar 5 % per tahun dapat dipenuhi , dengan 
pertumbuhan sektor manu fak tu r sebesar 9,6 Cff tahun 1991 , 9. 7 % 
tahu n 1992 dan 8, 1% pada tahun 1993 . 
Peran ekspor non migas dalam penerimaan negara selama Pelita 
melampaui peran ekspor migas . Persentasinya dapat diikuti pada tabel 
di bawah ini. 
Tabel 20 
Ekspor non-Migas & Migas Selama Pelita, 1989--1994 
Tahun Anggaran % Migas % Non Migas 
1989/1990 39,15 60,85 
1990/1 991 44,79 55,21 
1991/1992 36,16 43,84 
199211993 32,30 67,70 
1993/1994 23,92 76,08 
Bersama itu, persentasi kontribus i pinjaman luar negeri dalam 
pemb iayaan pembangunan j uga semakin menurun dibandingkan 
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dengan meningkatnya pendapatan pemerintah dari sektor migas dan non 
migas, yakni sebagai berikut : 
Tahun Anggaran Pinjaman Pendapatan 
1989/1990 68,14 31,86 
1990/1991 50,92 49,08 
1991/1992 47,82 52,18 
1992/1993 44,40 55 ,60 
1993/1994 43,48 56,52 
Selama kurun waktu Rencana Pembangunan 25 tahun pertama 
peranan sektor minyak dan gas dalam kontribu sinya pada penerimaan 
devisa negara makin menurun seiiring dengan membesarnya 
sumbangan sektor non migas . 
Peri ode Sumbangan Migas Sumbangan Non Migas 
Pelita I 33,5Cff 66,5%-
Pelita II 55,2Cff 44.8/fr 
Pelita III 66,99'c 31,1Cff 
Pelita IV 50,5/fr- 49,5/fr-
Pel ita IV 36,0/fr- 64.09'c 
Sementara itu, ketergantungan Indonesia pada sumber dana 
internasional dalam membiayai pembangunan bervariasi tiap periode, 
pada Pelita I sebesar 77,1 o/r, Pelita II 34,8 Cff, Peli ta III 30,0 %, Pelita 
IV 56,7 o/c, dan pada Pelita V sebesar 49,8%-. Angka-angka ini apabi la 
dikaitkan dengan m eni ngkatny a nilai e kspor menunjukkan 
meningkatnya kemampuan Indonesia membayar pinjaman luar 
negeri . 
Secara keseluruhan selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama 
(selama 25 tahun) laju pertumbuhan ekonomi dalam perbandingan 
tingkat intlasi rata-rata adalah sebagai berikut : 
Ill 
Peri ode Laju Pertumhuhan Eko no m i T ingkat lnllasi 
Pc lita I k.8 CJr 14,9 7c 
Peli ta II 7.2 7c I I , l li( 
Pel ita III 6. 1 'lr 13 .2 (i( 
Pclita IV 5.2 q 7 ,] (j( 
Pel ita IV 6.7 q 8.3 (!( 
Perekonomi an Indonesia menga lami pertumhuhan rata-ra ta 11.8 ri( 
scla m a rcntang a n wa kt u 25 ta hu n . Pe ngc ndalian laj u infl as i 
memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menci ptakan stahil itas 
pereko nomian. Scmentara pe ndapat nasional per kapita meni ngkat dari 
US$ 70 pada tahun 1969 (awal Pelita I) me nj adi US$ 605 pada tahun 
1992. Sementara laju pcrt umbuhan penduduk dapat dikcndalikan pada 
rata-rata 2. 19% per tahun pada periode 1971 - 1990. Jumlah penduduk 
yang bergulat di bawah gari s kemiskinan berhas il d itekan menjadi 
159c dari jumlah penduduk keseluruhan pada tahun 1990 dari sekitar 
60 CJr dari to tal penduduk pada tahun 1970. 
PENUT U P 
Penelitian mengenai periode kolonial dibahas dalam buku ini, 
masih dalam taraf permulaan. Masih ban yak hal yang bel urn jelas, dan 
masih hanyak perbedaan pe ndapat mengenai hal-hal yang sudah 
diteliti. Ini adalah hal yang wajar dalam perkembangan sebuah ilmu 
yang masih muda seperti sejarah ekonomi Indonesia. 
Soal-soal yang masih lebih haik adalah dampak ekonomi ini alas 
kehidupan penduduk. Apakah ada peningkatan kesejahteraan dalam 
hentuk peningkatan pendapatan '? Memang kini teori Geertz mulai 
hanyak diragukan tetapi tidak dapat disangkal kenyataan hahwa 
scsungguhnya ada dua sistem ekonomi , pada satu pihak yang bersifat 
kapitalis (asing) dan pada pihak lain non-kap ita lis (penduduk lokal ). 
Memang di sana-sini muncul upaya-upaya yang cukup genius dari 
penduduk lokal untuk mengatasi keadaan itu. seperti hanya sistem 
karct rakyat atau sistem kelap ratkyat atau pun penjualan temhakau di 
Madura (Huub de Jonge) . Penelitian-peneliti an lain yang telah disebut 
di atas mengenai keadaan di Jawa juga sampai pada 
kesimpulan yang sama (Djoko Surjo 1989). Mungkin sekali kalau 
diteliti lebih jauh ada he ntuk-bentuk lainnya yang berupaya 
"menjembatani" kedua sistcm ekonomi itu . 
Masalah pengaliran keuntungan dari daerah jajahan ke negeri 
induk adalah suatu hal yang sudah sejak masa penjajahan telah menjadi 
bulan-bulan kaum politisi . Tetapi bagaimana kcadaan sesungguhnya 
atau masalah pembentukan modal di zaman cultuurstelsel? Bagaimana 
s truktur e ko nomi para sa udagar Cina? Mengapa tidak terjadi 
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industrialisas i d i Indonesia yang menghasil kan hegitu hanyak hahan 
baku industri'? Bagaimana stru ktur pcrusahaan-perusahaan asing juga 
banyak menarik perhat ian para pene li ti. Contoh penelitian mengcnai 
KPM di akhir bab III belum hanyak menarik perhatian para peneliti . 
Dan masih banyak pertanyaan lain yang pasti akan muncul setelah 
masalah tersebu t di atas di teliti. 
Simpulan 
Sekal i p un keadaan sejarah ekonomi Indonesia masi h pada 
tahapan awal, namun demikian kini telah bisa dihuat suatu kesimpulan 
yang betapapun sementara te tapi bisa membantu kita memahami 
scjarah okonom i Indones ia . Kes impulan ini menggabungkan bab II 
dan bab III yang sesungguhnya berkesi nambungan. 
Nusantara ki ta pernah memil ik i d inamikanya sendiri paling 
kurang sejak abad ke-1 5. Melalui Malaka berbagai emporium yang 
terbentuk di Nusantara ini menyalu rkan komodi ti dagang seperti 
rempah-rempah dan mendi stri busi berbagai bahan kebutu han yang 
dihas ilkan dibe rbagai penjuru dunia . Menuru t perhitungan Prof. An-
tho ny Reid , perkembangan e kon o mi Ind onesia ini menc apai 
puncaknya pada tahun-tah un 1570 hi ngga 1620 dan lenyap samasekali 
pada tahun 1880. 
Keruntuhan pelayaran-ni aga Indones ia itu terutama disebabkan 
oleh sistem perdagangan barat. Perusahaan-perusahaan Barat seperti 
East Indi a Company (EIC) dan Ycrenigde Oost-indische Compagnie 
(VOC) memiliki dua ciri yang tidak terdapat pada para saudagar Indo-
nesia, Bahkan Asia. Ciri pertama adalah apa yang oleh Prof. Chaudhuri 
din amakan "a rmed trade". Kapal -kapal dagang Barat di lengkapi 
dengan senj ata berat dan ten taranya sendiri . Untuk menguasai pasaran 
di suatu tempat mereka membangun benteng-benteng batu yang sangat 
besar yangbel um pernah ada pula di Indonesia . Wilayah pelayaran 
d ik uasa i melalui sis tem pas jalan yang dikeluarkan oleh benteng-
benteng itu dan yang diawasi oleh armada tersebut. 
C iri ked ua ad a lah a pa yang o le h Chaudhuri juga disebut 
"administerd trade". Perusahaan-perusahaan dagang Barat memil iki 
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suatu sis tcm adminsitrasi yang sangat lengkap dengan birokrasi yang 
cukup handal. Melalui jaringan birokrasi dagang itu mereka bisa 
mengendalikan pcrdagangan hampir di se luruh Asia. Para saudagar 
Asia. term as uk Indonesia, pad a umumnya hanya memiliki 
hubungan-huhungan informal melalui ke luarga atau kerabat. 
Dengan demikian s udah sejak tahun 1680 VOC berhasil 
mcnguasai perdagangan rempah -rempah di Indonesia, satu-satunya 
ko moditi yang ada permintaannva diberbagai benua. Sekalipun pada 
tahun 1799 VOC dinyatakan "bangkrut" dan di bubarkan, dan milik 
hergerak dan tidak bergeraknya (teru tama di Indonesia) di amhil -a lih 
oleh pemerintah Belanda yang menutupi hutang-hutangnya namun 
peristiwa itu bukan akhir dari suatu perkembangan. 
WilC~yah yang tclah dikuasai VOC dan yang kemudian diperluas 
lagi o leh Hindi a Belanda ( sei"ak 1817), tctap mcnjadi sumber kekayaan 
bagi Beland a . Bermul a dengan sis tcm monopoli VOC, kcmudian 
mcla lui modal swas ta wilayah Ind o nesia tetap berada da1am 
cengkraman kolonia li sme . 
Mala h sejak abad ke- 19 e ko nom i Indones ia makin ban yak 
mengalami di vc rsi fika si dan tcrkait dalam pasaran inte rna sional. 
Dan dikatakan bahwa sejak abad ke- 19 tclah terjadi pembangunan 
ckonom i. se ka li pun 1ebih banyak menguntungkan pihak sai ng dari 
pad a pihak Indonesia scndiri. Dengan d il andasi oleh sis tern ekonomi 
ini lah Indonesia memasuki "gerbang kemerdckaannya" dan mu 1ai 
memhcnahi scnd iri sistcm ekonomi itu untuk kcsejahtcraan bangsa 
Indones ia. 
Perkembangan se1anjutnya sejak awal kemerdekaan Indo nesia 
sampai pad a masa o rde baru m emperli hatkan peningkatan dan 
pencapaian target pemhangunan. Pengembangan sektor pertanian 
mempcrlihatkan hasi1nya dengan tercapainya swasembada pangan 
pada tahun 1984 . Disamping keberhasi lan di se kto r pertanian , 
pembangunan di sektor industri menempatkan Indones ia ke tempat 
Negara Industri Baru (Newlv Industria l States) yang diperhitungkan di 
dunia internasional. 
Sc ktor indu s tri mcmperlihatkan pcrkcmbangan yang makin 
meninggalkan c iri dua li smc scpcrti yang herlaku pada masa kolonial. 
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Kcsenjangan tersebut berasal dari perbedaan kemampuan bertumbuh 
antara sektor mode rn dan sektor tradisi onal. Selama program 
pembangunan 5 Repel ita anggapan itu terbukti tidak berdasar. Sejak 
Pelita II perkembangan sektor industri memperlihatkan bahwa industri 
kecil dan rumah tangga memperlihatkan tingkat pertumbuhan yang 
lebih tinggi ketimbang perusahaan menengah dan besar. Di sisi lain, 
sektor industri modern memperlihatkan gejala akumulasi modal yang 
tidak hanya berlaku di perusahaan pemerintah, namun juga di sektor 
swas ta. 
Sektor swasta mampu melakukan pembentukan modal dan terjun 
dalam kegiatan pembangunan berskala besar. Perlahan-lahan sesuai 
dengan garis kebijakan pemerintah, peran sektor swasta semakin besar 
dalam men gis i pembangunan . Dengan itu tampak bahwa proses 
industriali sasi merupakan pu la proses Indonesianisasi baik swasta dan 
pemerintah. Walau modal internasional masih memberikan andil 
tertentu terlihat kekuatan modal dalam negeri dapat mengurangi 
ketergantungan terhadap modal dari luar. 
Kemajuan yang diperoleh pada 25 tahu n pertama rencana 
pembangunan ekonomi merupakan dasar kokoh untuk memasuki tahap 
selanjutnya. 
Target Pembangunan Jangka Panjang II adalah penetapan dan 
pemantapan ind ustri nasional yan g di harapkan meningkat dan 
menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Arah kebijakan industri juga 
digariskan menuju suatu pemantapan struktur industri dalam rangka 
menciptakan keterpaduan vertikal dan horisontal baik intra sektor 
industri maupun antar sektor ekonomi lainnya. Pada gilirannya akan 
tercipta suatu struktur ekonomi nasional yang terpadu dan produktif. 
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